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ABSTRACT

If an agreement does not fulfill one of these ctiads, the agreement will be null and void, whichans that from
the beginning it is assumed that there has neven bhe agreement and there has never been an agtedmea
notary takes action as a public official, he mustbepared and based on applicable legal regusat@arrying out
and examining all evidence shown to the notary, distening to information or statements from the
parties/appearances must be used as basic mébdsincluded in the deed.

The ambiguity of the norms in the UUJN can be sigerrticle 16 paragraph (1) letter a, which stathe
obligations of notaries, namely that in carrying their position, notaries are obliged to act imustworthy, honest,
thorough, independent, impartial manner and safelgtie interests of parties involved in legal atsio. The
obligations of notaries above state that, in cagyut their obligations to make authentic dedusy tare obliged to
act carefully, but do not provide an explanatiorthef meaning and examples of notaries' obligatioract carefully
from this article. Such norm conditions are refdrte as norm ambiguity. According to Pitlo, if tkenguage or
words in a statutory regulation are not clear, tthengrammatical interpretation method is used,nimgacapturing
the meaning or text of the language in the law. &hsence of any specific or general explanatioArticle 16
paragraph (1) letter a UUJN, that the notary must"earefully" in making the authentic deed, hasuled in
practice giving rise to legal problems with diffeténterpretations of the precautionary principle.

Keyword : Notary, Agreement, Authority, Responsibility

PENDAHULUAN

Di Indonesia, istilah Notariat sudah ada sejak Bdda menjajah Indonesia. Hal itu
dikarenakan Notariat adalah suatu lembaga yanghsidkk asing bagi kehidupan para penjajah
di tanah airnya sendiri. Tetapi lembaga ini terwgatiperuntukkan guna mereka sendiri dan guna
mereka yang baik karena undang-undang maupun kaesuetu ketentuan dinyatakan tunduk
kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropandabédang Hukum Perdata, ialah
Burgerlijk Wetbook(B.W) atau sekarang umumnya disebut Kitab Undampog Hukum
Perdatd. Lembaga Notariat merupakan lembaga yang timbuil ldgiutuhan dalam pergaulan
masyarakat berkenaan tentang hubungan hukum rapendataan antara sesama individu yang
menghendaki suatu alat bukti di antara mereka. Qkfena peranan akta otentik tersebut
sebagai alat bukti yang sempurna, maka Notarisgselpejabat yang berwenang membuatnya
harus menjalankan tugasnya berdasarkan ketentulmmhserta perundang-undangan yang
berlaku. Ketentuan mengenai Notaris telah diatwarse khusus dalam bentuk perundang-
undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 280ng Jabatan Notaris yang kemudian

' R..Soegondo Notodosoerjo, 1982, Hukum Notariahdbhesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali,
Jakarta, hal. 1
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dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201ltarignJabatan Notaris (selanjutnya
disebut dengan UUJN). UUJN dibentuk oleh kardteglement op Het Notaris Ambt in
Indonesie yang memberikan aturan mengenai jabatan Notadaktisesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan masyafakat.

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh pangiundangan yaitu memegang
peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta rgemg (otentik). Notaris adalah pejabat
umum yang memiliki kewenangan untuk membuat aktntd¢ mengenai segala bentuk
tindakan, perjanjian dan penetapan yang diharugledam suatu aturan umum atau undang-
undang atau oleh yang berkepentingan dikehendakikudinyatakan dalam suatu bentuk akta
yang dikeluarkan oleh notaris, menjamin kepastiangenai waktu dan tanggalnya, menyimpan
akta yang dibuat dan memberikan grosse, salinaikubekutipannya, semuannya selama
pembuatan akta itu oleh suatu peraturan dan ketentumum tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta ttedan surat di bawah tangan. surat di
bawah tangan merupakan akta yang dibuat diantara paak yang membuat akta, tanpa
keterlibatan pejabat yang berwenang membuat akti@at 8i bawah tangan disusun atas dasar
kesepakatan di antara para pihak dan yang berkegantdengan unsur krusial pada tanggalnya
bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentikbvegn hanya bisa dibuat oleh pejabat yang
berwenang. Sejak masa kependudukan Belanda, adbapgjejabat tertentu yang ditugaskan
untuk merancang pencatatan dan juga untuk menarbitikkta-akta tertentu mengenai
keperdataan dari seseorang, seperti contohnyai&ej&dlahiran, perkawinan, kematian, wasiat
serta perjanjian yang lahir diantara para pihakjatia hasil atau kutipan dari catatan tersebut
diartikan sebagai akta yang otentik. Arti yang seloeya dari akta otentik adalah akta-akta
tersebut harus selalu dianggap benar,namun dengagegualian apabila mampu dibuktikan
sebaliknya di muka pengadilan. Mengenai definisi dita otentik dituangkan dalam Pasal 1868
KUHPerdata, yang mengatakan bahwa akta otentilaadgddta yang (dibuat) dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atdvadapan pejabat umum yang berkuasa untuk
itu, di tempat di mana akta dibuatnya.

Berbeda dengan akta otentik, surat di bawah tangamiliki ciri dan kekhasan tersendiri,
berupa:

Bentuknya bebas;
Pembuatannyadak harus dihadapan pejabat umum;
Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidgdndkal oleh pembuatnya, artinya bahwa
isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan l&gicuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya
(menyangkal isinya);
Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersbhtus dilengkapi juga dengan saksi-saksi
& bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalamasdi bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2
orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuatubtiarn

Namun pada kenyatannya, surat di bawah tangan gadmmanfaatkan untuk kepentingan
pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengantuvp&mbuatan, misalnya surat dibawah
tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal padarbwan tahun lalu, karena tidak adanya
kewajiban untuk melaporkan surat di bawah tangapasyang menjamin bahwa surat di bawah

’ Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafeématik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris), PT Refika AditansedBng (selanjutnya disebut Habib Adjie 1), hal. 14
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tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dergj@nrwa. walaupun istilah akta otentik sudah
diketahui artinya secara umum, namun di masyaiakikth ini masih belum jelas sekali makna
dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebbgdukti. Akta otentik adalah akta yang
dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenartgkumembuatnya menurut bentuk dan
tata cara yang ditetapkan dalam undang - undang parisikan perjanjian atau kemauan dari
para pihak. Otentik artinya karena dibuat dihadagsorang pejabat umum yang ditunjuk untuk
itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorangisota

Notaris diberi wewenang oleh negara untuk membkdd atentik, berdasarkan Undang
Undang Jabatan Notaris, dan di dalam hukum kemtéaridikenal adanya dua akta, yaitu:

. Akta Partij atau akta para pihak, yaitu akta yang dibuat dipadanotaris. Artinya, akta yang
dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihakmigenghadap notaris untuk dibuatkan akta.

. Akta Relaasatau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh isotmbagai pejabat umum yang
memuat uraian secara otentik tentang semua paistiau kejadian yang dilihat, dialami, dan
disaksikan oleh notaris sendiri.

Berdasarkan pada kedua jenis akta tersebut, kesalddri isi akta dikarenakan adanya
pihak yang menyelundupkan perbuatan melawan hulamg ynengakibatkan akta tersebut tidak
mempunyai kekuatan pembuktian secara materiil, wpala secara lahiriah dan formalnya sudah
sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan wielang — undang maka akta yang
mempunyai salah satu unsur kesalahan tersebutulaggapat batal secara hukum, berdasarkan
Pasal 1320 Kitab Undang — Undang Hukum Perdattgrigrsyarat sahnya perjanjian.

Suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syaraelbut, maka perjanjian tersebut akan
batal demi hukum, dimana artinya adalah dari semialaggap tidak pernah ada dilahirkan suatu
perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Seiring dengan berjalannya sebagai pejabat umurtgrisodalam mengambil suatu
tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan padanatwkum yang berlaku. Melakukan dan
meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada ngtalan mendengarkan keterangan atau
pernyataan para pihak/penghadap wajib dilakukaagstbahan dasar untuk dituangkan dalam
akta.

Kekaburan norma dalam UUJN tersebut, dapat dikitzéém Pasal 16 ayat (1) huruf a,
disebutkan mengenai kewajiban notaris yaitu dalaenjalankan jabatannya, notaris wajib
bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidakibhak, dan menjaga kepentingan pihak yang
terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban notarisitds menyebutkan bahwa, notaris dalam
menjalankan kewajibannya membuat akta otentik eajiban untuk bertindak secara saksama,
namun tidak memberi penjelasan pengertian dan koke&wajiban notaris harus bertindak
saksama dari Pasal tersebut. Bahwa kondisi norma yeperti demikian disebut sebagai
kekaburan norma. Menurut Pitlo, apabila dalam batssu kata — kata dalam suatu peraturan
perundang — undangan tersebut tidak jelas makandikgun metode interpretasi gramatikal,
berarti menangkap arti atau teks bahasa dalam gndamndang tersebut. Tidak adanya
penjelasan baik secara khusus maupun umum dalaat Fasyat (1) huruf a UUJN, notaris
harus bertindak “saksama” dalam membuat akta @&taetisebut, berakibat dalam praktek

* Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2014spek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatda, Mkandar
Maju, Bandung, him.7
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menimbulkan permasalahan hukum dengan penafsiraimgna masing berbeda tentang prinsip
kehati-hatiarf.

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah skdsnotang pemalsuan fakta yang
dilakukan oleh Notaris. yang dilakukan secara lmesaama atau masing-masing bertindak
untuk diri sendiri sebagai orang yang melakukamgyanenyuruh melakukan atau turut
melakukan dengan beberapa terdakwa lainnya telambomeg secara tidak benar atau
memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatypblgakatan atau pembebasan hutang atau
yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatudemgan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memakai surat tersebut, sedkthisinya benar dan tidak dipalsu, jika
pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian y@etmalsuan surat terhadap akta-akta
otentik.

Bahwa dalam menguatkan Putusan sebelumnya YaitwlemPeninjauan Kembali di
tolak dan Notaris tetap harus menjalani hukumanatetakwaan jaksa penjara selama 1 tahun 2
bulan. Bahwa dalam perkara ini notaris dianggaagaiborang yang turut serta dalam membuat
atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan lelkapan atau pembebasan hutang atau
yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatwdéagan maksud memakai atau menyuruh
orang lain memakai surat tersebut seolah — olahydsibenar dan pemalsuan tersebut
menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa pekerjgeorang Notaris telah diatur oleh
Undang — Undang untuk melakukan pekerjaan dalamnBang — undangan tertentu. Sebab
notaris bersifat pasif dan bekerja secara profaaliaalam hal pengurusan akta otentik jika
notaris telah menanyakan kebenaran dokumen keplaala yang mengurus akta dan dibenarkan
oleh pihak tersebut lalu notaris akan melanjutkamipuatan akta sesuai dokumen yang
diberikan oleh penghadap.

Adanya isu hukum yang dikemukakan tersebut, makalgetertarik untuk melakukan
penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengdul “ Pertanggung Jawaban Notaris
Terkait Memasukan Keterangan Palsu Kedalam Aktatihté

METODE PENELITIAN

Secara harfiah, penelitian adalah terjemahan dahiaBa asing yaitu Bahasa inggris berupa
kataresearch Kata ini berasal dari pokok kataatau berarti kembali daon searchyang artinya
mencari. Dengan demikian secara logawiyah beragticari kembalf. Penelitian merupakan
bentuk kegiatan yang ilmiah dan berkaitan dengaalias dan suatu konstruksi yang
dilaksanakan secara konsisten dan sistefiasledangkan penelitan hukum adalah suatu
kegiatan ilmiah, yang berdasarkan kepada suatud®etmiah pemikiran dan sistematika, yang
memiliki tujuan untuk memahami satu atau beberapjlag hukum tertentu, dengan jalan
menganalisisnya.

Penelitian ini menjadi suatu kegiatan ilmiah yangrtiguan untuk memperoleh
pemecahan suatu masalah hukum yang berkaitan depegtanggungjawaban notaris dalam
pembuatan akta otentik, maka dari itu diperlukantoae penelitian yang mampu
dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui penkmpan kebenaran secara sistematis,

* Ahmad Rifai, 2010Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukuogf@sif, Cetakan Pertama, Sinar
Grafika, Malang, him.64.

®> Bambang Sunggono, 2018etodologi Penelitian HukunPT Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 27

® Soerjono Soekanto, 1988engantar Penelitian Hukurk)l Press, Jakarta him. 42.

" Maria SW Sumardjono, 201Bahan Kuliah metodologi Penelitian Hukub'GM, Yogyakarta, him. 7.
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metodologis, dan konsisttrierhadap data yang diperoleh dan diolah. atasr gesgabaran
tersebut, berikut adalah bagian dari metode péeltang digunakan dalam penelitian ini:
Tipe Penelitian

Abdulkadir Muhammad menjabarkan ada tiga tipe peael hukum menurut fokus
penelitiannya. Tipe-tipe penelitian hukum tersedmlalah’

Penelitian hukum normatifnprmative law researchyang menggunakan studi kasus hukum
normative berupa produk perilaku hukum. Pokok kajis@ adalah hukum yang dikonsepkan
sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam nasgtadan menjadi acuan perilaku setiap
orang;

Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasusirhuempiris berupa perilaku hukum
masyarakat® Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkangselgerilaku nyataactual
behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertylesng dialami setiap orang dalam
kehidupan bermasyarakat

Penelitian hukum normatif-empiriggplied law research¥ebagai penelitian yang menggunakan
studi kasus hukum normatif-empiris berupa produilades hukum**

Tipe penelitian yang dipilih dalam penulisan tdsisadalah penelitian hukum normative.
Penelitian hukum normatif bermula dari ketentuakumou positif tertulis yang diberlakukan pada
peristiwa hukumn concreto,dalam hal ini upaya perlindungan hukum Kl Komunaldyarakat
Jawa Timur yang kemudian mengkaji penerapan pridsip ketentuan hukum positif yang
berlaku terkait pada peristiwva hukum tersebut. dgtenelitian hukum normatif-empiris selalu
terdapat gabungan dua tahap kajian yaftu :

Tahap pertamadalah kajian megenai hukum normatif yang berlaku;
Tahap kedua adalah penerapan pada peristiw@ncretoguna mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkaalmglerbuatan nyata dan dokumen hukum.
Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman reapsdsksanaan ketentuan-ketentuan
hukum normatif yang dikaji telah dijalankan segaaéut atau tidak.
Pendekatan

Pendekatan penelitian dibutuhkan sebagai landasdut andang dan kerangka berpikir
penullig dalam melakukan analisis. Terdapat bebepmpalekatan penelitian yang diketahui,
yaitu:
Pendekatan perundang-undangaude approach),
Pendekatan konseptuabfceptual approach);
Pendekatan analitiefalytical approach);
Pendekatan perbandingawfiparative approach),
Pendekatan histori&istorical approach);
Pendekatan filsafapkilosophical approach);
Pendekatan kasusgse approach)

8 Zainudin Ali, 2009 Metodologi Penelitian Hukupsinar grafika, Jakarta, him. 17

® Abdulkadir Muhammad,oc.cit.,him. 52

%1bid, him. 40

" bid. him. 52

12 bid.

13 Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, dualismel#ian hukum normative & empiris, pustaka pelajar
Yogyakarta, him. 185-192.
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Pendekatan yang relevan untuk diterapkan dalamlipanehukum ini adalah pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. riHalidasari pada kegiatan mengkaji
peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip, gemdangan ahli doctrine) tentang
Pertanggungjawaban notaris dan kaidah hukum datambpatan akta otentik.

Bahan Hukum

Bahan Hukum dari penelitian ini merupakan data sd&u yang dikelompokkan menjadi tiga
golongan, vyaitu :

Bahan Hukum Primeip¢imary law material)

Bahan hukum primer ini terdiri dari bahan hukumgamengikat* diantaranya :

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

. Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perabdhdang — Undang Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan Hukum Sekundesdcondary law material

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mekamepenjelasan terhadap bahan hukum
primer, yang terdiri dari:

Buku —buku yang membahas mengenai hukum perdata, hukum perikatan dan jabatan notaris;

Jurnal hukum dan non hukum yang meneliti terkakium kenotariatan dan keperdataan;

Berbagai makalah dan artikel hukiemotariatan;

Bahan Hukum Tersietdrtiary law materia)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang méayajpenjelasan maupun petunjuk

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum seksata berkaitan langsung dengan fokus
penelitian tesis. Bahan hukum tersier yang dikiajnthranya adalah :

Surat kabar;

Internet;

Kamus Hukum Blacks Law Dictionary);

Perlu diketahui bahwa beberapa bahan hukum seksegerti artikel, jurnal, dan sumber
lainnya diperoleh melalui media elektronik. Kondrsidiperbolehkan menurut Pasal 44 ayat (1)
huruf a Undang-Undang dengan memberikan keterabgarpa catatan kaki agar sumber dapat
diketahui dengan pasti terkait asal data dan taidya.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan penjelasan mengenai data dan sumberpéatlitian sebelumnya, teknik
pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adpligumpulan data primer dan sekunder
dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakai&un penelitian hukum yang meletakkan
hukum sebagai sebuah bangunan sistem riéribalam studi kepustakaan, penelitian dilakukan
dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukwangyberasal dari berbagai sumber yang
dipublikasiskan secara luas berupa peraturan pangah-undangan, putusan hakim
(yurisprudensi), buku ilmu hukum, jurnal hukumi,ilket hukum, dan sebagaianya. Lokasi studi
kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas idulduiversitas Narotama. Tahapan yang
harus dilakukan dalam studi kepustakaan di antaradglah®®

14 Maria SW Sumardjond,oc.cit.,him. 16

5 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 201Dpalisme Penelitian Hukum Normatif & EmpiriBenerbit
Pustaka Pelajar, Yogykarta, HIm 34

® Muhammad abdulkadilyc.cit., him. 82
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Mengidentifikasi sumber bahan hukum yang mana babesebut akan diperoleh melalui
katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
Mengiventarisasi bahan hukum yang diperlukan pemaklalui daftar isi pada produk hukum
yang bersangkutan;
Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlularelgi pada catatan dan memberikan
tanda pada berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukum dan aturan perolehannya; dan
Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuaiastenmgisalah dan tujuan penelitian
Analisis Bahan Hukum

Analisis data perlu dilakukan setelah semua dateelpgmn telah terkumpul. Analisis data
merupakan suatu tahapan dalam menyederhanakakedd@am suatu bentuk baru agar lebih
mudah dibaca, dipahami, serta diinterpretasiKadalam penelitian hukum normative-empiris
ini, metode analisis data dilakukan dengan caréissh&ualitatif, yang mana dilakukan melalui
kategorisasi berdasarkan permasalahan yang ditdam data yang dikumpulkan lalu
diinterpretasikan secara deskriptif analitik.

PEMBAHASAN

1.1 Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Notaris Turu Serta Dalam Tindak
Pidana Memalsukan Keterangan Palsu Dalam Akta Oterik
3.1.1 Tinjauan Umum Tentang Ratio Decidendi Hakim

Dalam sebuah perkara litigasi yang masuk ke rarexhdgan, baik berupa perkara
pidana maupun perdata yang telah diperiksa daldmabe persidangan lazimnya akan
menghasilkan putusan hakim. Putusan hakim yanp tekauat dan dibacakan pada dasarnya
terdapat pertimbangan - pertimbangan hakim yan@raeteliti dan yakin tertulis di
dalamnya serta menjadi dasar bagi para hakim umikbuat putusan dan menentukan
amarnya. Pertimbangan hakim sendiri pada umumnssi Ineengenai pendapat - pendapat
yang diutarakan secara tertulis oleh majelis hakmam menanggapi para pihak yang
sedang berperkara serta pendapat atau argumehbutetae yang nantinya menjadi dasar
pertimbangan dalam membuat putusan.

Ratio Decidendi merupakan sebuah istilah dalam gaksin yang mempunyai maksud
secara harfiah yaitu “alasan untuk keputusan itilah ini dapat diartikan dalam Bahasa
inggris yang berartiThe rationale for the decisidrdengan terjemahan yang kurang lebih
sama dengan penjabaran di atas. Lebih lanjut dadack's Law Dictionary yang
menjabarkan peristilahan hukum memberikan defir@son decidendi dengan terjemahan
sebagai berikut “suatu titik terang dalam sebuastu&ayang menentukan putusan” atau
menurut Barron’s Law Dictionary adalah “suatu pipngalam kasus yang telah diputuskan”.

Menurut Ranuhandoko, Ratio Decidendi atau pertigaarhukum dari hakim memiliki
pengertian berupa argument atau alasan yang digorakh majelis hakim sebagai bentuk
pertimbangan hukum yang nantinya dijadikan sebdgaar-dasar pikiran hakim sebelum

" Maria SW Sumardjondoc.cit., him. 32
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menjatuhkan putusan dari sebuah perkara.Kusumadi Pudjosewojo dalam bukunya,
Pedoman Pelajaran Tata Hukum juga memberikan defdari istilah ratio decidendi
sebagai faktor -faktor yang sejati berupa faktaemat aspek yang esensial yang justru
mengakibatkan keputusan menjadi seperti‘itu.

Menurut Goodheart ratio decidendi inilah yang megukinbahwa ilmu hukum
merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukankdiggif. Sedangkan putusan sesuatu yang
bersifat deskriptif’. Ratio decidendi adalah peirafs hakim atau pertimbangan hakim yang
dijadikan dasar pertimbangan oleh para pembentdlangrundang. Secara teoritis, selain
amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapatbsagian penting dalam struktur putusan
hakim. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yarg gi@ahami oleh peneliti adalah
ratio decidendi, yaitu alasan — alasan hukum yaggnékan oleh hakim untuk sampai
kepada putusannya. Apabila putusan dilihat sebagaetapan kaidah hukum, maka yang
mengikat adalah pertimbangan atau alasan yangaskragsung mengenai pokok perkara,
yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putugendeacidendi.

3.1.2 Memalsukan Keterangan Palsu Dalam Akta Oteriti

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo ad#&efalfatan yang di dalamnya
mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu ashis kal (objek) yang sesuatunya itu
nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padsslngguhnya bertentangan dengan
yang sebenarnya itulah yang di namakan denganktipattana pemalsuan dalam bentuk
(kejahatan dan pelanggardf).

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengaaiu kepentingan hukum
(rechtsebelang) yang hendak dilindungi dengan dilk@ya tindak pidana yang
bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya aslaiah Dengan dibentuk Pasal 263 ayat
(1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukerhatdap kepentingan hukum terhadap
kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran istssuedt Isi surat dalambentuk tulisan
dapat mengenai macam-macam hal, misalnya infornissita, keadaan tertentu dan
sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubumigsmgan suatu kepentingan hukum
yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibleedakan. Informasi atau berita, atau isi
suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapatukeya yang tertulis. dan lisan atau
verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengdwgercayaan masyarakat terhadap
informasi atau berita yang disampaikan atau dakhs maka dibentuklah beberapa macam
tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidamagtguan surdt:

Menurut Adami Chazawi, Pemalsuan surat adalah betindak pidana yang di dalam
mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau pddsu sesuatu (objek), yang
sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah berdanya padahal sesungguhnya
bertentangan dengan yang sebenaffiydenurut Topo Santoso, mengemukakan bahwa:

18| P.M. Ranuhandokd,erminologi Hukum Inggris - Indonesiinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga,2003, him.
475.

9 1pid.

20 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum pidana, Jakarta, Raja Grafindo, him. 58

! Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan
Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, Jakarta,

PT. Raja Grafindo Persada, him. 5-6.

2 Adami Chazawi, 2002, Istilah Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, him. 34.
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Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apgleikosa terhadap jaminan atau
kepercayaan dalam hal maffa:

a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakatu barang yang
tidak benar dengan menggambarkan keadaan baragdigak benar itu seolah-
olah asli, hingga orang lain percaya bahwa baraaggolain terperdaya.

b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti umaanguntungkan diri sendiri
atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenidaknpidana penipuan). Tetapi
perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu balhayanwang khusus dalam
pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dikamwengan mensyaratkan
kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dada tulisan atau surat
tersebut.

3.2 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Jika Terdapat Ket¢rangan Palsu Dalam Akta Yang
Dibuatnya

3.2.1 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Atentik Yang Memuat
Keterangan Palsu

Tanggung jawab yang dimiliki Notaris adalah mengapunsip tanggung jawab
berdasarkan kesalahdméed on fault of liability dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus
bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatdlga kesalahan atau pelanggaran yang
disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila adarukesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari
para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris nk@akkewenangannya sesuai peraturan
yang berlaku. Notaris yang bersangkutan tidak dapatintakan pertanggungjawabannya,
dikarenakan Notaris hanya mencatat apa yang diskampaleh para pihak, untuk dituangkan ke
dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikanpalehpihak adalah menjaidi tanggung jawab
para pihak’

Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhaldap- akta yang telah dibuatnya,
dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notzikaitan dengan masalah keperdataan
yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua beilak atau lebih meskipun memungkinkan
dibuat secara sepihak (karena sifathya hanya mémgya Sifat dan asas yang dianut oleh
hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir faradanya perjanjian, bahwa undang —
undang ini hanya di mungkinkan dan di perbolehkarbah atau diganti ataupun dinyatakan
tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatngisuoadnya kesepakatan kedua belah pihak
yang dituangkan dalam suatu akta autentik menghkedua belah pihak sebagaimana
mengikatnya undang — undang.

Seorang Notaris dapat diminta pertanggungjawabdanpi jika ia membuat akta yang
didasarkan pada keterangan palsu. Jika terjadi kilemimaka mengacu pada peraturan yang
berlaku, diketahui bahwa seorang Notaris dapatrdanpertanggungjawaban pidana dalam hal
pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan pals aturan yang berkaitan adalah Pasal
263 ayat (1), 264 ayat (1) ke-1, atau 266 ayaK{IMP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan
ketentuan UUJN tidak mengatur tindak pidana yatakdkan Notaris.

Adapun sanksi yang diatur dalam UUJN diatur dalaasaRPasal akhir, yaitu Pasal 84 dan 85
UUJN, ada 2 (dua) macam yaitu:

3 Topo Santoso, 2001, Pengertian Pemalsuan Surat, Bandung, Mandar Maju, him. 84.
** Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majeliy@®eas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas
Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Fakultasitd Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008, 3#n
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a. Sanksi Perdata
Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi loamga merupakan bagian yang akan
diterima Notaris atau tuntutan para penghadapyjey bersangkutan hanya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan aia batal demi hukum. Jika
ternyata para pihak mengakui akta yang melanggantien- ketentuan tertentu yang
tersebut dalam Pasal 84 UUJN, maka akta yang lgkstam tetap mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihakg@n demikian, menentukan
akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pemdnulksebagai akta dibawah tangan
berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alatibtial ini sejalan dengan jika ada
pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langdangsuatu akta Notaris, maka yang
bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadars.
b. Sanksi Administratif
Menurut Undang-Undang Nomor tentang jabatan Notamil tentang penerapan sanksi
admintratif atau kode etik Notaris. Secara admiaist instrumen penerapan hukum
meliputi langkah preventif dan represif. Langkahevantif dilakukan melalui
pemeriksaan protokol Notaris secara berkala yangukgkinan adanya pelanggaran
kode etik dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Sédantangkah represif dilakukan
melalui penjatuhan sanksi oleh:
1. Majelis Pengawas wilayah, berupa teguran lisan tégaran tertulis serta berhak
mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemiaertt(tiga) bulan atau 6
(enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.
2. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian seraerta berhak mengusulkan
kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidaRkdto
3. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
4. Sanksi Pidana
Adapun sanksi ini berada di luar konteks UUJN, betimlasarkan pada Keputusan
Menteri. Sanksi pidana merupakan langkah teraldpgbila sanksi atau upaya upaya pada
cabang hukum lainnya tidak ditegakkan. Bagi Notyasg melakukan tindak pidana dapat
dilakukan pemberhentian oleh Menteri dengan alaNataris telah terbukti bersalah dan
dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur delgmutusan Menteri Tahun 2003 tentang
Kenotariatan Pasal 21 ayat (2) sub b yaitu Notibukti bersalah yang berkaitan langsung
dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengeamam pidana 5 (lima) tahun penjara.
3.2.2 Kekuatan Pembuktian Akta Autentik
Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris selagt bukti dapat dikatakan bahwa pada
umumnya akta notaris sebagai akta dibedakan metigadinacam kekuatan pembuktfan:
1. Lahiriah
Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampalaa itu sendiri untuk
membuktikan keabsahannya sebagai akta autentiki pdmbuktian akta notaris dari
aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apanyalaSecara lahiriah tidak perlu
dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya @ila yang menilai bahwa suatu akta

% Enny Mirfa, “Perbandingan Hukum Jabatan Notarisndionesia dan Negara Belanda. “Jurnal llmiah Rebea
Sains (Vol. 2 No 2 Juni 2016), him. 34.
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notaris tidak memnuhi syarat sebagai akta, maka alking bersangkutan wajib
membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriahrbakta autentik.
2. Formal
Kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang bietrsdalam akta betul- betul
dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pipiddak penghadap. Hal yang pasti ialah
tentang kebenaran dan kepastian hari, tanggalnptaaun, waktu menghadap, dan para
pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan jfaa ptau penghadap, saksi dan
notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, dikaks didengar, oleh notaris (pada akta
pejabat), dan mencatatkan keterangan atau pernyptaa pihak/penghadap (pada akta
pihak). Untuk membuktikan kebenaran tersebut maMaatdditinjau dari kewenangan
notaris pada Pasal 15 ayat (1) UUJN.
3. Materiil
Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, ®apa yang tersebut dalam akta atau
mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umucngkeada pembuktian sebaliknya
(tegenbewijs).
3.2.3 Keabsahan Akta autentik Yang Dibuat Oleh Notas
Asaspresumptio iustae causdau asas praduga sah dapat digunakan untuk mekida
Notaris, yaitu akta notraris harus dianggap sahpsarda pihak yang menyatakan bahwa akta
tersebut tidak saff. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tigak harus dengan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selamasépanjang gugatan berjalan sampai
dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekbhakum yang tetap, maka akta Notaris
tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa aagaberkepentingan dengan akta tersebut.
Menerapkan adanya asas praduga sah untuk aktaid\otaka berlaku ketentuan yang
termuat dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang bgkedan hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak Idigen lagi, sehingga kebatalan akta Notaris
hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi huksas praduga sah terhadap akta Notaris
berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, mkampauatu tindakan mengandung cacat,
yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat algeara lahiriah, formal, dan material,
serta tidak sesuai dengan aturan hukum tentang ysearb akta Notaris. Asas ini tidak dapat
digunakan untuk menilai akta Notaris batal demiudmkkarena akta batal demi hukum dianggap
tidak pernah dibué’
Dengan demikian, dengan alasan tertentu sebagaimiéeaukakan di atas, maka
kedudukan akta Notaris adal%h:
Dapat dibatalkan;
Batal demi hukum,;
Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah meggilkekuatan hukum yang tetap
karena penerapan asas praduga sah

nhwnE

*® Habib Adjie.Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notagb&jai Pejabat PubliBandung: Refika
Aditama, 2017.

%’ Habib Adjie,Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap ®ld. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris), Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009, 2+l

* Ibid, him 27.
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KESIMPULAN

1.Ratio Decidendiatau pertimbangan hakim dalam memutus perkaraaladabjelis hakim
menyatakan bahwa alasan- alasan peninjauan kewydoadi diajukan oleh terdakwa tidak
dapat dibenarkan. Majelis Hakim telah tepat memuiaskara tersebut di atas dengan
melakukan penafsiran otentik atau asli dan persfsistematis berdasarkan Undang-Undang
Mahkamah Agung dan KUHAP yang mengatur mengenangieonan Peninjauan Kembali.
Adapun alasan-alasan yang telah disampaikan dalemom Peninjauan Kembali hanya
merupakan perbedaan pendapat khususnya yang begarbuengan pembuktian dalam
tingkat pemeriksaan sebelumnya. Majelis Hakim Hanan Kembali menilai hal tersebut
adalah penilaian terhadap hasil pembuktian yarak tidlevan untuk dipertimbangkan dalam
pemeriksaan tingkat peninjauan kembali. Selainuga, majelis hakim peninjauan kembali
berpendapat bahwa bukti baru (novum) yang diajukkel terdakwa bukan merupakan
sebuah bukti baru yang bersifat menentukan dalamgienan ini.

2.Pertanggungjawaban Notaris dapat dimintakan apateitkait dengan pembuatan akta
pihak(partijn akten)yang didasarkan pada keterangan palsu. Notaris t ddpaintai
pertanggungjawaban pidana terhadap eMtmsatau akta pejabatainbtelijke akten jika
secara sengaja atau lalai Notaris membuat aktau,paklshingga merugikan pihak lain.
Pertanggungjawaban Notaris dalam terjadinya pemal&eterangan oleh para pihak dalam
pembuatan akta menurut UUJN adalah ketika Notalmsnad menjalankan jabatannya terbukti
melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggungjasesuai dengan perbuatan yang
dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukunmidstrasi, Hukum Perdata, maupun
Hukum Pidana. Akibat hukum mengenai akta Notarisgydibuat berdasarkan keterangan
palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akszbet menjadi batal demi hukum sebab
para pihak yang dirugikan dengan keberadaan aktertsetu harus mengajukan gugatan
perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tefrsetpabila telah diputuskan oleh
pengadilan dan putusan tersebut merupakan putwmanm memiliki kekuatan hukum yang
tetap. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjamalya pidana apabila muncul kerugian
terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanyargwkpalsu dari salah satu pihak, karena
Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh gihak untuk dituangkan ke dalam
akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh paiak mdalah menjadi tanggung jawab
para pihak.
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ABSTRACT

This paper discusses the important role of notargleyees in fulfilling the public's need for auttierdeeds in
accordance with applicable legal provisions in mekia. Through an analysis of UUIJN No. 2 of 20hés t
paper highlights the rights and obligations of nptmployees, particularly regarding the preseriogitmesses
in the process of making and reading authentic slekdthis context, the instrumentair witness is thain
focus, explaining its role in ensuring the validd/the authentic deed. In addition, this papeo algtlines the
responsibilities of instrumentair witnesses in thalm of liability, emphasizing that the notary w@ans the party
responsible for the authentic deed. Thus, this papevides an in-depth understanding of the roled a
obligations of notary employees in the making dheutic deeds, as well as the relevance of legaéption for

instrumentair witnesses in the context of notda®l in Indonesia.

Keywords: Instrumental Getuigen, Notary, Legal RegulatiomNotary

PENDAHULUAN

Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum ygatpsesuatunya di dasarkan pada
hukum, termasuk profesi kenotariatan, termasuk jpggawai notaris yang tertulis pada
Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatsaridl (UUINJ. UUJIN berisi
tentang wewenang notaris beserta para pegawaiis\@abagai pembantu notaris dalam
melaksanakan tugas jabatannya yang berkeduduKeantbr notaris pada wilayah kerjanya.
Pembentukan UUJN sendiri pada pokok materi, komsigjedan pembahasan memiliki
urgensi profesi kenotariatan yang dibutuhkan oledsyrakat seiring dengan adanya proses

Pembangunan yang makin meningkat.
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Dengan hal tersebut maka profesi notaris akan l|emildah bilamana pekerjaannya
sebagai pejabat negara yang berwenang membuat dokakta dapat dibantu oleh
staff/pegawai di kantornya. Pegawai notaris segaralis memiliki kedudukan yang sama
dengan para pekerja-pekerja lain pada umumnya, yaaga status kepegawaiannya,
pengupahan, dan jaminan sosialnya dijamin melalui Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun
2003. Namun, pada saati ini UU ketenagakerjaarh tetaubah acuan pada UU Nomor 6
tahun 2023 yang secara substantif berbeba dengaketBnagakerjaan sebelumnya, salah
satunya adalah kebebasan berkontrak.

Seperti halnya pekerja’karyawan lainnya, pegawaigyaekerja pada notaris juga
mnedapatkan perlindungan hukum sesuai peraturaonihuang ada di Indonesia. Dapat
dipahami, pegawai notaris secara normatif tidakadeerdibawah perintah notaris selaku
pimpinannya, melainkan dibawah peraturan hukumtipoBiemikian pula dengan jaminan
yang dituliskan dalam konsideran Wguobagi pekerja di notaris juga belum mendapatkan
jaminan job securitybaik dari perjanjian waktu tertentu sebab adanyasgr kebebasan
berkontrak. Kemudian, pegawai notaris juga bispdr@an sebagai saksi untuk instrumenter
yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentangrtirhgan saksi dan korban.

Pegawai notaris memiliki kedudukan hukum yang saseperti saksi-saksi pada
umumnya, khususnya pada konteks pembacaan pereaktgnotaris. Pegawai notaris yang
dalam suatu perkara harus mendapatkan perlinduhglimm dan seluruh keselamatannya
dijamin bilamana terjadi gugatan di pengadilandddp akta yang ada didalam pengukuhan
akta notaris, termasuk di bidang kenotariatan.

Kedudukan pegawai notaris sangat krusial, terlsbdt proses pembacaan akta. Apabila
dalam pembacaan akta timbul suatu permasalahanmhulkan pegawai notaris yang
sebelumnya berstatus sebagai saksi maka pegavaisnpiga bertanggung jawab untuk
memastikan untuk melewati seluruh proses formidlbara. Kehadiran notaris, pegawai
notaris, dan seluruh pihak yang terlibat harus nkemigprosedur dari awal sampai akhir
untuk memastikan bahwa semua pihak telah membepkesetujuan atas isi akta tersebut
dengan bebas dan tanpa Upaya paksaan.

Dalam konteks kenotariatan sebagai profesi, UU Rlolahun 2014 tentang jabatan
notaris (perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2003rd&dansideran menyatakan bahwa
notaris ialah pejabat publik terjamin dalam UU keiakan hukum/perlindungan hukumnya
terkait fungsi dan tugasnya. Dan dalam UU No.2 TiaR014 tidak tertulis secara konkret
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dan eksplisit terkait perlindungan hukumnya teHelebagai saksi instrumenter dalam

peresmian akta.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitigaridis-normatif dengan
menggunakan pendekatan bahan hukum dan beberapaf&ktial. Diantara beberapa bahan
hukum yang dipakai diantaranya adalah baham hukumep bahan hukum sekunder, dan
hukum tertier. Dalam metode penelitian hukum ygrdbrmatif diharapkan hasil penelitian
ini akan melihat implikasi dari produk hukum padabtingan antara notaris dan pegawa

notaris yang pada khususnya dalam kedudukan pegataais.

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Peran Notaris Sebagai Pejabat Publik

Notaris merupakan profesi yang ada untuk memfasilikebutuhan masyarkat dalam
bidang pembuatan dan perjanjian yang kemudianagikein sesuai peraturan perundang-
undangan yang dikehendaki oleh 2 (dua) pihak a#doih|yang berkepentingan untuk
dijadikan akta autentik untuk jaminan kepastian umk Dalam hal ini Masyarakat
membutuhkan pejabat yang terlegitimasi melalui ngeandang untuk memberikan suatu
“tanda” sahnya suatu perjanjian dan/atau barangraecukum, dengan demikian notaris
adalahfiguur yang memberikan keabsahan tersebut sesuai dengaturpa perundang-

undangan.

Tugas dan fungsi notaris di Indonesia diatur dalémlang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berikut adalah tagizetugas dan fungsi utama notaris:

a) Membuat Akta Otentik: Tugas utama notaris adalammet akta autentik, yaitu akta
yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang uihiulan mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna. Akta autentik yang dibledt notaris memiliki beberapa
fungsi, antara lain: Memberikan kepastian hukum paga pihak yang terlibat dalam

suatu perbuatan hukum.
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b) Melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalamats perbuatan hukum.
Mempermudah penyelesaian sengketa di kemudian hari.

c) Memberikan Jasa Konsultasi Hukum: Notaris juga leeamg untuk memberikan jasa
konsultasi hukum kepada masyarakat. Konsultasi inukang dapat diberikan oleh
notaris meliputi berbagai bidang hukum, seperti umkperdata, hukum pidana,
hukum dagang, hukum pertanahan, dan hukum keluarga.

d) Menerima Penyimpanan Uang dan Surat Berharga: iNotdapat menerima
penyimpanan uang dan surat berharga dari para pysalg berkepentingan.
Penyimpanan uang dan surat berharga ini dilakukeh aotaris dalam rangka
memberikan kepastian dan keamanan bagi para pihak.

e) Melakukan Tindakan Lain yang Berkaitan dengan Zairgia.

f) Selain tugas-tugas yang disebutkan di atas, ngteyasdapat melakukan tindakan lain
yang berkaitan dengan jabatannya, seperti:

i. Menerjemahkan dokumen dari bahasa asing ke bahdsadsia atau sebaliknya.
il. Membuat salinan atau kutipan akta.
iii. Mengesahkan tanda tangan.
iv. Memberikan keterangan tentang suatu perbuatan hukum
Tugas Notaris, berdasarkan tugas-tugasnya, natemsiliki beberapa fungsi penting, antara
lain:

a) Fungsi preventif: Notaris membantu para pihak umhédncegah terjadinya sengketa
di kemudian hari dengan membuat akta autentik yaaguat perjanjian yang jelas
dan lengkap.

b) Fungsi probatif: Akta autentik yang dibuat oleh ars memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna, sehingga dapat membaata pihak dalam
membuktikan hak-hak mereka di hadapan pengadilan.

c) Fungsi edukatif: Notaris dapat memberikan edukagpakla masyarakat tentang
berbagai bidang hukum.

d) Fungsi pelayanan publik: Notaris memberikan pelagapublik kepada masyarakat
dengan membantu menyelesaikan berbagai masalamhgdag dihadapi

Pelayanan pejabat notaris dalam pemberian jasampasigarakat harus berdasarkan pada

norma atau standarisasi di dalam pelaksanaan tkgagnangan, dan keawajibannya yang
telah diatur dalam UU. Begitupun dengan etika dartamggungjawaban profesi notaris

sebagai dasar kode etik profesi notaris yang telghang dalam Kode Etik Notaris Tahun
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2015, yang ditujukan juga untuk menjaga harkat &rtatmt profesi notaris untuk
menjalankan jabatannya memberikan layanan masyadd@ tidak melanggar terhadap
ketentuan dalam jabatan notaris

Kemudian juga notaris harus menjaga hubungan keglateengan para pekerjanya.
Dalam hal ini, notaris melalui UUJN telah diberikeewenangan untuk membuat akta yang
dibutuhkan para pihak, pegawai notaris pun terldesuai dengan kewenangan atau instruksi
yang telah diberikan oleh notaris untuk membantanm®dalam pembuatan akta. Pemberian
mandat yang diberikan oleh notaris kepada pegawtiris bertujuan untuk melingungi

kepentingan parah pihak untuk menyimpan akta asli.

2.2 Aturan Hukum Yang Mengatur Kedudukan Saksi dalam Pembacaan Akta
Autentik

Pada UUJN Pasal 40 ayat (2) yang mengatur terrgangang saksi harus memenubhi
kriteria untuk menjadi saksi dalam pembacaan a&&mrang notaris, tidak bisa menunjuk
seseorang untuk menjadi saksi yang tidak sesugiatieiRasal 40 Ayat (2). Pasal 40 Ayat (2)
menyatakan bahwa saksi yang dimaksud ialah hanusibedewasa atau 18 tahun, cakap
hukum, mengerti Bahasa yang digunakan dalam a&tmtdnembubuhkan tanda tangan atau
paraf, dan tidak memiliki hubungan perkawinan dalganis lurus ke atas atau ke bawah
tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sdemggan derajat ketiga dengan notaris
atau para pihak yang berkepentingan.

Sebagai mana dimaksud dalam bunyi pasglio,saksi harus dikenal juga harus dikenal
oleh notaris atau diperkenalkan kepada notarisutgniatar belakang dirinya melalui identitas
yang dimiliki oleh seorang saksi, yang kemudiamidas atau latar belakang seorang saksi
akan dinyatakan dalam bentuk pernyataan tentamgita® dan kewenangannya secara tegas
didalam akta. Adapun dengan persyaratan formilfpyga harus didukung dengan syarat
kehadiran saksi tersebut saat dibuat dan ditangatémya akta notaris. Syarat-syarat tersebut
termasuk dalam syarat formil yang Dimana setiaisairus memenuhi seluruh unsurnya,
bilamana tidak dipenuhi maka pada Pasal 41 UUJMatlkkan akan menimbulkan implikasi
hukum tidak akan dinyatakan sebagai akta auteatikhdnya bersifat akta dibawah tangan.

Pertanggungjawaban saksi dalam pembacaan aktagtdiengan dasar kehendak para
pihak yang hadir menghadap kepada notaris tanpayadketerlibatan para pihak yang
berkepentingan untuk menuangkan kesepakatan daldim ®&erjanjian yang dibuat
dihadapan notaris didalam akta yang bila ada ukspentingan yang diluar peraturan
hukum, maka tidak akan pernah terlaksana, termgsg& dengan syarat-syarat untuk
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menjadi saksi. Hal tersebut bertujuan untuk meladdsan jabatan notaris sesuai dengan
peraturan hukum agar tidak terjadi cacat hukum padduk hukum yang dihasilkan notaris
dan juga akta tersebut tetap diklasifikasikan sebakta autentik.

Notaris juga diwajibkan untuk mengarahkan paralkpyeng berkepentingan dalam akta
untuk menjadi paham dalam substansi akta yang didah notaris. Hal tersebut bertujuan
untuk membuat seluruh pihak menjadi paham dan tidaekahirkan suatu persoalan yang
kabur dalam akta tersebut. Apabila nantinya akdagiiap kabur oleh salah satu pihak, maka
akan menjadi persoalan dikemudian hari, dan hangepdkati seluruh pihak untuk
melakukan perubahan. Sesuai dengan peraturan hanuotariatan, bila akta notaris
dipersoalkan oleh salahsatu pihak maka harus alleulepihak yang berkepentingan
Kembali ke notaris untuk dibuatkan akta pembatalan.

Dengan adanya akta pembatalan tersebut, maka dadarmn kedua belah pihak sudah
tidak lagi terikat dengan perjanjian yang telahatilakan dan bertanggungjawab atas
konsekwensi atas akta pembatalan tersebut. Indondsngan sistem hukum eropa
kontinental, dalam hukum perdatanya menyatakan da®ttap seseorang yang memberikan
keterangan tentang apa yang disaksikannya secagaulag, berstatus menjadi saksi dan
dapat menjadi suatu alat bukti yang tertuang dddatarangan saksi baik lisan atau tulisan
atas suatu situasi yang diketahui atas peristivg y@enjadi duduk perkara.

Dalam pembacaan peresmian akta, kedudukan saksiliknemgas-nya yang harus
dipahami, antara lain:

a. Kehadiran yang Diperlukan: Saksi-saksi yang terlid@am pembacaan peresmian
akta biasanya adalah para pihak yang secara laggsdibat dalam transaksi yang
diatur dalam akta tersebut. Kehadiran mereka dikarauntuk memastikan bahwa isi
akta yang dibacakan oleh notaris sesuai dengarp&iestan yang telah disepakati
sebelumnya.

b. Verifikasi Identitas dan Kesaksian: Para saksi miplkan untuk memverifikasi
identitas mereka dan memberikan kesaksian terlagah transaksi yang diatur
dalam akta. Kesaksian mereka dapat mencakup kasdirtantang kesepakatan yang
telah dicapai, persetujuan atas isi akta, dan pergaterhadap kebenaran isi akta
tersebut.

c. Memastikan Keabsahan Transaksi: Kehadiran sakaihndpembacaan peresmian akta
bertujuan untuk memastikan keabsahan transaksi gatgr dalam akta. Dengan

memberikan kesaksian mereka secara langsung, gesiadspat memberikan jaminan
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bahwa transaksi tersebut dilakukan secara sukdexatanpa paksaan serta sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Pentingnya Kehadiran Notaris: Selain saksi, kelhadinotaris dalam pembacaan
peresmian akta juga sangat penting. Notaris begtamgjawab untuk membacakan isi
akta secara jelas dan menyeluruh kepada para pdrak terlibat serta memastikan
bahwa proses pembacaan akta dilakukan sesuai ddmgantuan hukum yang
berlaku.

e. Mengakui Kesaksian di Hadapan Notaris: Saksi-sdke&rapkan untuk memberikan
kesaksian mereka di hadapan notaris dan di hadgegiansama lain. Hal ini penting
untuk menciptakan bukti hukum yang kuat terkaitgdentransaksi yang diatur dalam
akta.

f. Verifikasi Identitas dan Kesaksian: Para saksi mipkan untuk memverifikasi
identitas mereka dan memberikan kesaksian terlaigah transaksi yang diatur
dalam akta. Kesaksian mereka dapat mencakup kasirtantang kesepakatan yang
telah dicapai, persetujuan atas isi akta, dan pergaterhadap kebenaran isi akta
tersebut.

g. Memeastikan Keabsahan Transaksi: Kehadiran sakamdpembacaan peresmian
akta bertujuan untuk memastikan keabsahan trangakgidiatur dalam akta. Dengan
memberikan kesaksian mereka secara langsung, gesiadapat memberikan jaminan
bahwa transaksi tersebut dilakukan secara sukdeeiatanpa paksaan serta sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

h. Pentingnya Kehadiran Notaris: Selain saksi, keladinotaris dalam pembacaan
peresmian akta juga sangat penting. Notaris begtargjawab untuk membacakan isi
akta secara jelas dan menyeluruh kepada para pHrak terlibat serta memastikan
bahwa proses pembacaan akta dilakukan sesuai ddmgantuan hukum yang
berlaku.

I. Mengakui Kesaksian di Hadapan Notaris: Saksi-sdik&irapkan untuk memberikan
kesaksian mereka di hadapan notaris dan di hadsggansama lain. Hal ini penting
untuk menciptakan bukti hukum yang kuat terkaitgdentransaksi yang diatur dalam
akta.

J.  Mengakui Kesaksian di Hadapan Notaris: Saksi-sdksirapkan untuk memberikan
kesaksian mereka di hadapan notaris dan di hadsggansama lain. Hal ini penting
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untuk menciptakan bukti hukum yang kuat terkaitgdentransaksi yang diatur dalam

akta.

2.3 Saksi Instrumentair Sebagai Syarat For mil Bagi Autentisitas Akta Notaris

Akta notaris secara umun dapat disebut juga selagaiautentik. Untuk menjadikan
akta yang dibuatkan notaris menjadi akta auteayiirat untuk terpenuhinya ialah ditentukan
dari syarat-syarat sah perjanjian yang disepaleatiuéibelah pihak yang kemudian dinyatakan
sah sesuai peraturan hukum melalui notaris yangksiisan oleh saksi instrumentair.
Kedudukan saksi instrumentair, mengakibatkan diketeya perihal mengenai akta dan
seluruh keterangan didalam akta termasuk substansin

Umumnya, saksi instrumentair merupakan staf dartame Keberdaan saksi
instrumentair diperlukan untuk peranannya yang narbnotaris melaksanakan jabatannya
menjadi lebih aman khususnya dalam pembuktian Bktamana ada persoalan hukum
dikemudian hari atas akta yang dibuatkannya. Saksiumentair sendiri adalah saksi yang
secara hukum memiliki syarat yang sama pada saekara umumnya yang mengetahui suatu
peristiwa atas apa yang mereka saksikan sesuaadétasal 1 Angka (26) KUHAPidana.

Dalam ranah hukum kenotariatan sendiri terdapatu2)(jenis saksi, yaitu saksi kenal
(attesterend) dan saksi intrumentair. Saksi atesstt adalah saksi yang memperkenalkan
penghadap pada notaris sesuai dengan Pasal 39 POAMN Sedangkan saksi instrumentair
merupakan saksi dalam akta notaris yang merupa&em gaksi yang terlibat dalam proses
pembuatan akta tersebut dan membubuhkan tandantayajatas kesaksiannya tentang
kebenaran akta tersebut telah dibuat dan terpesyahat-syarat formilnya.

Saksi instrumentair berperan dalam setiap pembuaktéan notaris, sebab keberadaan
saksi instrumentair berfungsi sebagai alat bukhtgyaneringankan notaris. Seorang saksi
instrumentair dapat memberikan keterangan bahwariadtelah melakukan proses formil
yang sesuai dengan peraturan hukum kenotariararNUgEperti pernyataan bahwa ntaris
telah benar-benar membacakan aktanya dihadapaa kethh pihak sesuai kepentingan para
pihak yang berada dalam koridor peraturan hukum digahami secara substansi oleh
seluruh pihak.

Untuk terpenuhinya syarat-syarat menjadi saksiataperujuk pada UUJN Pasal 40
Ayat (2). Pegawai notaris yang menjadi saksi imsgmtair harus mengikuti pseluruh proses
pembuatan akta. Para saksi tidak diwajibkan menged yang dibacakan atau seluruh
substansi dari materi akta yang dibuat oleh nqta@asnun saksi hanya bertanggungjawab
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pada ranah formil saja. Saksi intrumentair, peityads bawahi ialah saksi yang biasanya

dari staf atau pegawai notaris.

2.4 Kewajiban Notaris Membacakan Akta didepan Seluruh Pihak Termasuk Saksi

Pembacaan akta oleh notaris adalah salah satut slreorisinalitas suatu akta serta
merupakan kewajiban dari notaris sebagaimana yangpktub dalam pasal 16 ayat (1) huruf
m UUJN tahun 2014. Membacakan akta menurut UUJNshdibacakan didepan penghadap
dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orarakss yang telah mengikuti proses
pembuatan akta. Ketentuan tersebut juga dipertafjdalam pasal 44 UUJN yang
menyebutkan bahwa setelah akta dibacakan, aktebtdrskan ditandatangani oleh setiap
pihak yang berkepentingan, saksi dan notariis, &eapabila ada pihak yang berkepentingan
tidak dapat memberikan tanda tangan dengan alestantu yang dianggap sah.

Pada praktiknya, dalam menjalankan jabatan nobéasanya mengalami kendala yang
bersifat teknis, seperti akad kredit perbankan yendggpat beberapa macam akta yang harus
dibacakan dan ditandatangani pada saat bersamamyardgumlah yang sangat banyak,
sehingga menimbulkan kendala-kendala yang betskais. Hal tersebut juga tak jarang ada
kecenderungan daripada penghadap, saksi, dan ilawelya yang menyebabkan tidak
terpenuhinya syarat-syarat formil untuk pembacasa aebagai akta yang sah menurut
peraturan hukum yang ada.

Notaris dalam menjalankan tugasnya memiliki keveajilontuk bekerja secara baik dan
professional, hal tersebut bertujuan untuk mentftmsisuatu produk hukum berupa akta
autentik yang dapat memberikan perlindungan darasteggm hukum bagi para penghadap
yang membutuhkan. Sebagaimana yang telah ditentikddN, bahwa notaris harus
memenuhi seluruh persyaratan hukum baik demi keamdalam menjalankan profesi, dan
demi hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidahnyayBag paling kritikal ialah kewajiban

pembacaan akta kepada para pihak yang diantaraujaannya adalah:

a. Menyampaikan kebenaran isi akta kepada para piRakibacaan akta oleh notaris
bertujuan agar para pihak telah benar-benar mendart memahami mengenai
kebenaran ini akta ketika mereka menandatangasgtyiagga dikemudian hari para
pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia tidak meigetadanya klausula yang dapat
merugikan dirinya karena ia telah membaca dan mamaisi akta.

b. Mengetahui isi akta telah sesuai dengan kehendek piaak: Pembacaan akta ini

sangat penting agar sebelum para pihak menandaiaakia tersebut mereka telah
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mengetahui klausula-klausula dalam akta dan apaki@hdan apakah klausula-klausula
tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. ilApablah satu pihak merasa
klausulayang tidak sesuai dengan kehendak merakdapat meminta pihak lainnya
untuk mengganti isi klausula tersebut ataupun patianeminta untuk membatalkan
perjanjian tersebut apabila tidak tercapai kesdpakamengenai klausula yang
diperdebatkan. Dengan mengetahui isis akta, palakpidapat dengan bebas
menentuksn untuk menyetujui atau tidak isi aktseteut.

c. Jaminan kepada para penghadap bahwa apa yangad#agdni adalah sama dengan
apa yang didengar pada saat pembacaan akta.

d. Pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadgptgzenting agar sebelum para
pihak menandatangani akta tersebut para pihak telahgetahui klausulaklausula
dalam akta, disamping itu klausula-klausula tersédlah sesuai dengan keinginan para
pihak. Jika salah satu penghadap merasa klausug giecantumkan tidak sesuai
dengan kehendak para pihak, maka para pihak dagrainta penghadap lainnya guna
mengganti isi klausula tersebut ataupun para pitzgdat meminta untuk membatalkan
perjanjian tersebut jika tidak tercapai kesepakatamengenai klausula yang
diperdebatkan. Dengan mengetahui isi akta, paakpiapat dengan bebas menentukan
untuk menyetujui atau tidak isi menyetujui dariaatdrsebut.

e. Agar ada jaminan kepada para penghadap bahwa agalitandatangani adalah sama
dengan apa yang didengar pada saat pembacaanSakierti yang terdapat didalam
Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notarig yeenyatakan bahwa “Segera
setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatamdein setiap penghadap, saksi, dan
notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membuwbuhianda tangan dengan
menyebutkan alasannya. Kata “segera setelah dibatakdalam pasal ini merujuk
bahwa notaris memang berkewajiban membacakan @gadik para Pihak sebelum

akta itu ditandatangani.

2.5 Hak dan Kewajiban Pegawai Notaris Sebagai Saksi, termasuk M endapatkan
Perlindungan Hukum

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi notaris dalambpatan akta autentik yang harus
disaksikan oleh saksi-nya, maka pegawai notariantigberaturan hukum yang ada juga
mendapatkan hak perlindungan hukum yang telah tditan oleh peraturan perundang-
undangan. Telah disebutkan dalam pembahasan sebelurbahwa saksi dalam proses
pembuatan akta autentik yakni ada 2 (dua) yaitsidanal atau attesterend, kemudian ada
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saksi instrumentair atau instrumentale getuigenga®ai notaris sendiri, memenuhi
klasifikasi disebut sebagai saksi instrumentairgyarenyaksikan seluruh proses pembuatan
akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Setiap Tindakan hukum memiliki suatu pertanggungf@am hukum bagi siapapun,
termasuk saksi instrumentair dan saksi pada umunmigapun kewajiba tanggung jawab
saksi adalah tanggungjawab yang besar, khususnga peoses penandatanganan dan
peresmian akta notaris. Pegawai notaris atau Saksiumentair wajib melihat proses
penyusunan hingga pembacaan akta kepada paragghaigga penandatanganan akta notari
oleh pihak yang bersepakat tersebut tidak ada ke&abatau menjadi jelas materinya dan
substansinya sebagaimana diatur dalam UUJN datupgmgperundang-undangan yang ada.

Pertanggungjawab yang diemban oleh pegawai nosaftigai saksi, hanya sebatas
menerangkan bahwa benar akta tersebut telah medddapan formil yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Saksi instrumentik tmemiliki beban tanggungjawab
atas muatan materi pada akta autentik tersebutijdiEnada kaidah atau norma hukum yang
mengatur hal tersebut hari ini.

Dalam hal ini, kepastian hukum saksi instrumenma&sih dikatakan ada kekosongan
norma hukum. Menurut Von Apeldoorn, ada 2 (dua)ekspepastian hukkum yang
didefinisikan dalam keadaan konkret atau demi keamdukum. Pertanggungjawaban saksi
instrumentair, seyogyanya mencakup beberapa ha textulis dalam UU demi kepastian
hukum. Kepastian hukum untuk saksi instrumentaipatiadidefinisikan dalam keadaan
tertentu yang konkret dan keamanan hukum yang rikemillai kebaruan yang layak selaras
dengan kemajuan zaman, hal tersebut seyogyanyptakan demi terwujudnya tujuan
hukum, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indone8larikut adalah beberapa hak dan
kewajiban seorang saksi instrumentair:

Hak dan kewajiban pegawai notaris saat bertindblgas saksi dalam proses pembuatan
akta notaris memiliki peran yang krusial dalam raggjintegritas dan keabsahan dokumen
hukum tersebut. Selain itu, perlindungan hukum jpgating untuk memastikan bahwa
mereka dapat menjalankan peran mereka dengan anaampa tekanan yang tidak pantas.
Berikut adalah penjelasan mengenai hak dan kewsjfxegawai notaris sebagai saksi,

termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum:

a. Hak untuk Diperlakukan dengan Adil dan Hormat: Remganotaris memiliki hak untuk

diperlakukan dengan adil dan hormat oleh semuakpylaang terlibat dalam proses
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pembuatan akta notaris. Mereka harus dihormatnd&i@pasitas mereka sebagai saksi
dan tidak boleh mendapatkan perlakuan yang tidatapa

Hak untuk Menyampaikan Kesaksian dengan Jujur: gaebsaksi, pegawai notaris
memiliki hak untuk menyampaikan kesaksian merekesde jujur dan akurat. Mereka
tidak boleh dipaksa atau diancam untuk memberikesaksian yang tidak sesuai
dengan fakta atau kebenaran yang ada.

Hak untuk Memperoleh Perlindungan Hukum: Pegawaanms memiliki hak untuk
memperoleh perlindungan hukum atas tindakan ataganaan yang dapat
membahayakan keamanan atau integritas mereka sesbéga Ini termasuk hak untuk
melaporkan ancaman atau tindakan intimidasi kep&af#tas yang berwenang dan hak
untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan.

Hak untuk Menolak Tindakan yang Melanggar Etikauakbukum: Pegawai notaris
memiliki hak untuk menolak melaksanakan tugas atanyampaikan kesaksian yang
melanggar etika profesi atau peraturan hukum yaedaku. Mereka memiliki
kewajiban etis untuk menjaga integritas profesi tidak boleh terlibat dalam tindakan
yang merugikan atau melanggar hukum.

Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum: Apabila tatlidalam proses hukum atau
menghadapi ancaman yang serius terkait dengan rperasebagai saksi, pegawai
notaris memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukdari profesional yang
kompeten. Ini memastikan bahwa mereka dapat mesigatatangan hukum dengan
dukungan yang memadai.

Kewajiban Pegawai Notaris sebagai Saksi: Kehadidaam Pembacaan Akta:
Kewajiban utama pegawai notaris sebagai saksi ladaddir dalam pembacaan akta
notaris. Mereka harus hadir untuk menyaksikan propembuatan akta dan
memberikan kesaksian mereka di hadapan notaris.

Menyampaikan Kesaksian yang Akurat: Pegawai notaesniliki kewajiban untuk
menyampaikan kesaksian mereka dengan akurat dam Mereka harus memberikan
kesaksian yang sesuai dengan fakta yang ada tdapgaamanipulasi atau penekanan.
Mengikuti Prosedur yang Ditentukan: Mereka jugakberjiban untuk mematuhi
semua prosedur yang ditentukan dalam undang-un@akat proses pembuatan akta
notaris. Ini termasuk waktu, tempat, dan persyara@dministratif lainnya.
Perlindungan hukum bagi pegawai notaris sebagai salalah hak yang penting untuk

memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugaskan€engan aman dan tanpa
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tekanan yang tidak pantas. Dengan pengakuan dandoggan atas hak-hak tersebut,
integritas dan keadilan dalam proses pembuatan adtaris dapat dipertahankan

dengan baik.

KESIMPULAN

Sebagai pejabat publik notaris telah menerima ntandilui UUJN No. 2 Tahun 20114
jo. UU No. 30 Tahun 2004 yang dilakukan oleh Meantemtuk memenuhi kebutuhan
pelayanan Masyarakat untuk membuat kesepakatam ded@idor hukum sesuai kaidah-
kaidah hukum yang berlaku di indonesia melalui kahlan yang dinilai melalui akta
autentik. Notaris sebagai pejabat public MenurdtiN No. 2 Tahun 2014 memiliki hak dan
kewajibannya, khususnya dalam tema besar tulisan yitu memenuhi kebutuhan
Masyarakat untuk membuat akta autentik yang haegsehuhinya syarat-syarat formil,
seperti adanya saksi dalam proses pembuatan sderggan pembacaan akta autentik.

Sebagaimana diuraikan dalam pembahasan, saksi dalaah kenotariatan dapat
diklasifikasi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sakshkeatau attesterend dan saksi instrumentale
getuigen. Secara umum, peraturan hukum di Indontetat mengkhususkan terkait saksi
dalam ranah kenotariatan, namun yang bersifat lshadalah saksi dalam ranah kenotariatan
memiliki kewajiban untuk melihat secara langsungsps pembuatan akta autentik sampai
dengan dibacakannya isi akta autentik tersebut eletaris dan seluruh pihak yang
berkepentingan.

Dalam ranah pertanggungjawaban saksi instrumetitik miliki tanggungjawab atas
pokok materi akta, substansi akta, dan ihwal madéta autentik. Sesuai dengan pasal 40
ayat (1) UUJN, notaris lah yang memiliki tanggungad atas akta autentik meskipun saksi
instrumenter sebagai staf/pegawai notaris menjaldihssatu syarat formil keabsahan akta
autentik tersebut. Hal tersebut juga relevan bileanada peristiwva hukum dikemudian hari
terkait akta autentik tersebut, saksi instrumertidak wajib untuk dilibatkan dalam proses

penyelidikan dan proses peradilan.
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Email: lintangdanraihan@gmail.com

ABSTRACT

The law must always be responsive to the dynarhitsexist in people's lives. Therefore, law, inahggin this
case trial procedural law, needs to adapt to dewedmts and changes in society so that the aimnngdlsj fast
and low-cost justice can be realized. As is knoumtjl now, the civil procedural law used in theitjustice
system is still based on the procedural law inbdrftom the Dutch East Indies, namely the Herziaef@ndsch
Reglement (HIR), which applies to Java and Madana, the Reglement voor de Buitengewesten (RBG)twhi
applies to outside Java and Madua. However, irityeahany of the procedural laws inherited from thetch
East Indies need to be adjusted to current comditieo changes need to be made. There is onettiahghe
Supreme Court can quickly do to respond to thelldgaamics that occur in society's lives if the gedural
legal norms that are still in force are deemed angér relevant or need to be refined, namely byings
Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concgrAimendments to Supreme Court Regulation Number 1
of 2019 concerning Electronic Administration of €asand Trials in Court, an internal regulation ttext fill
gaps in procedural law (evidence). This researafoisnative legal research, namely research thatsts on
the application of rules or norms in practical neeth This kind of normative legal study is carrimat by
examining various formal legal rules such as lgwsgcedures, literature with theoretical conceptse Tesearch
results show that the validity of electronic evidemrmust meet the requirements both formally ancrizdly as
evidence that can be declared valid and used irt.cblie validity of electronic evidence that wik Ipresented
before the trial will determine the level of vatigiof the evidence in the evidence before the,tgalthat the
electronic evidence can be said to be valid anddpabt the judge at the trial in the process ofdiragn down
decisions against the litigants.

Keywords: e-court, Perma, electronic evidence

PENDAHULUAN

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam piaggssi adalah upaya pembuktian.
Menjadi kewajiban para pihak berperkara dalam pédutrou adalah meyakinkan mejelis
hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalamatau persengketaan atau dalam
pengertian yang lain yaitu kemampuan para pihak amégatkan hukum pembuktian untuk
mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan iweriseristiwa yang didalilkan
(dibantahkan) dalam hubungan hukum yang diperkata®&eh karena itulah menjadi suatu
asas bahwa barang siapa yang mendalilkkan sesuaka rharus membuktikannya.
Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logbekaran suatu fakta/peristiwa

berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menukatrhyppembuktian yang berlaku.
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Hukum acara perdata mengenal beberapa macam &tatdan hakim terikat pada
alat-alat bukti yang sah, artinya hakim hanya bafengambil keputusan berdasarkan alat-
alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.-Alat bukti dalam hukum acara perdata
(Pasal 164 HIR/284 R.Bg) dikenal ada 5 (lima) magairtu :

1) Bukti tulisan/Bukti dengan surat,
2) Bukti saksi,

3) Persangkaan,

4) Pengakuan, dan

5) Sumpah.

Didalam perkembangannya seiring dengan dinamikayanakat, sehingga ketika
masyarakat berubah atau berkembang maka hukum barubah untuk menata semua
perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengatumbuhan masyarakat modern.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesizagai bagian dari masyarakat
informasi dunia sehingga mengharuskan dibentukngag@turan mengenai pengelolaan
Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat naib sehingga pembangunan Teknologi
Informasi dapat dilakukan secara optimal, meratan dnenyebar ke seluruh lapisan
masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsayasebspon terhadap perkembangan
dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pdstah menyebabkan perubahan
kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidamg scara langsung telah memengarubhi
lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, masantduklah Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektrdpU ITE) yang kemudian telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016kdamudian telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

UU ITE telah menegaskan bahwa Informasi elektratak/atau dokumen elektronik
begitu juga hasil cetak dari informasi elektrondnthtau dokumen elektronik telah diakui
menjadi alat bukti hukum yang sah dalam undang-sumdarsebut, sebagai “perluasan”
terhadap alat bukti yang sah sesuai dengan HukuareA@ng berlaku di Indonesia.

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalghibwna kabsahan alat bukti elektronik
sebagai alat bukti dalam persidangan perkara mendadalui e-courtsekaligus pnggunaan dan

validasi alat bukti elektronik dalam pemeriksaaragédan perdata melalui e-court
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METODE PENELITIAN

1.

Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menematkaan hukum, prinsip-prinsip
hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab ikum yang dihadapi.
Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan arguiiassi, teori atau konsep baru
sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah yhadagi. Pembahasan penelitian
ini menggunakan jenis penelitian hukum normatifj@leresearch), yaitu penelitian yang
menitikberatkan pada penerapan kaidah atau norlamdaetode praktik. Kajian hukum
normatif semacam ini dilakukan dengan mengkaji dgab kaidah hukum yang bersifat
formal seperti hukum, tata cara, kepustakaan dekgasep-konsep teoritis.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukurdunigsr sebagai cara untuk
mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhsaiafo isu hukum yang sedang dicari
penyelesaian permasalahannya. Penelitian ini merdg@um 3 (tiga) bentuk pendekatan
masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan, kmadekonseptuatian pendekatan
Sejarah.

Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum adalah sesuatu (seperti konstitusjanp@n internasional, undang-
undang, atau kebiasaan) yang menjadi sumber umt@yvan perundang-undangan dan
putusan pengadilan: titik asal hukum atau analsicum.

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang digunakan daggwyusunan penelitian ini
antara lain dengan melakukan langkah-langkah dal@nelitian hukum yang meliputi
kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisia mengeliminasi hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipeca

Analisis Bahan Hukum

Putman menyatakan bahwa analisis hukum adalahspnosegidentifikasi isu dari fakta-
fakta yang ada dan menentukan hukum yang manaakargditerapkan dan bagaimana
penerapannya terhadap isu yang telah ditetapkaebigrr Dengan kata lain, analisis

hukum adalah proses menerapkan hukum terhadapfédttayang ada dalam kasus.
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PEMBAHASAN

a.

Keabsahan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat BuKlalam Persidangan Perkara Perdata
Melalui E-Court

Alat bukti merupakan salah satu variable dalamesispembuktian, sehingga
perkembangan yang terjadi dalam lalu lintas hukwepekdataan dengan dikenal dan
digunakannya alat bukti elektronik dalam masyar&katsusnya di bidang perdagangan
dan perbankan akan mempengaruhi sistem pembuk&anny

Menurut Undang-Undang ITE, Informasi elektronik lattesatu atau sekumpulan
data elektronik, seperti tulisan, suara, gambau, ldi-lain yang telah diolah, memiliki
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu mamiaya. Dokumen elektronik
adalah setiap informasi elektronik yang dibuatemiskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk digital atau sejenisnya yaegiliki makna atau arti atau atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam sistem pembuktian dikenal 2 (dua) macam pé&tigyy yakni pembuktian
secara formil dan pembuktian secara materil. Selam@embuktian yang dianut dalam
proses penyelesaian perkara perdata adalah pewbukiimal yang hanya mencari
kebenaran secara formal semata.

Syarat formil alat bukti elektronik yang diatur diad Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menggunakanmystektronik yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan serta bulatnyang harus dibuat dalam bentuk
tertulis dan dalam bentuk akta notaril atau dilmlelh pejabat pembuat akta.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menggunakan systehktronik yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan serta tidiak @im dalam undang-undang.

Syarat materil alat bukti elektronik menurut Unddsgdang ITE adalah
dokumen yang otentik dan berintegritas yakni menggan sistem elektronik yang:
Dapat menampilkan kembali secara utuh informasktedaik dan/atau dokumen
elektronik.

Melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, alkasiaan, dan keteraksesan
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
Beropreasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk.

Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang ddipahami.
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Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjdggbaruan, kejelasan, dan
kebertanggungjawaban prodesur atau petunjuk.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 20R8raturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dan Peraturankbfaah Agung Nomor 8
Tahun 2022, dokumen elektronik adalah dokumen iteka@ministrasi perkara dan
persidangan yang diterima, disimpan, dan dikel@dapSistem Informasi Pengadilan
(SIP).

Berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor : 363/KMA/SK/D22, SK KMA
Nomor : 365/KMA/SK/XI11/2022, dan SK KMA Nomor : 20BMA/SK.HK2/X/ 2023,
seluruh dokumen elektronik yang telah diperiksa diagatakan “sesuai dengan aslinya”
dalam persidangan dianggap sebagai dokumen elékyrang otentik dan berintegritas.

Jenis dokumen elektronik dalam proses adminisipaskara dan persidangan
secara elektronik Perdata yang terdapat di dalar® 81 antaranya berupa
gugatan/permohonan, panggilan, dokumen persidatganasuk alat bukti, salinan
putusan, dan juga dokumen upaya hukum. Lalu yangjade pertanyaan mengapa
dalam kebijakan Mahkamah Aagung dokumen elektratalam SIP diakui sebagai
dokumen berintegritas padahal sebagian dalam best#n (pindai)? Dokumen
elektronik yang otentik dan berintegritas adalakutieen elektronik yang “sesuai dengan
aslinya”. Dokumen tersebut “diunggah oleh pengg@®iB menggunakan akun dan
password yang spesifik” yang hanya diketahui setentzatas oleh pengguna tersebut.
Selama informasi elektronik dan/atau dokumen ebelttrotentik dan berintegritas serta
memenuhi syarat formil dan materil merupakan dokurgang sah untuk dijadikan
sebagai alat bukti dalam persidangan (perdata) elaistensi dokumen elektronik
tersebut juga sudah mendapat pengakuan dalam kabi)dahkamah Agung.

Hukum acara perdata tidak menyebutkan alat bukkitenik menjadi alat bukti
yang berdiri sendiri. Alat dalam hukum acara pexdBasal 164 HIR/284 R.Bg), yakni:
1) Surat,

2) Saksi,

3) Persangkaan,
4) Pengakuan; dan
5) Sumpah.
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Dalam ranah hukum acara, bukti elektronik disehutkabagai alat bukti yang
berdiri sendiri dalam ketentuan Pasal 181 Qanun ddomTahun 2013, yakni hukum
acara jinayat di Aceh.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ITE menyebutkawdatformasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik sebagai alat buktitedak merupakan perluasan dari alat
bukti yang sah. Kata perluasan tersebut diartikenambah alat bukti yang telah diatur
dalam hukum acara, artinya alat bukti elektronikdiye sendiri sebagai alat bukti dan
memperluas cakupan dari alat bukti yang telah didalam hukum acara, artinya alat
bukti elektronik masuk ke dalam kelompok alat byking terdapat dalam hukum acara.

Dengan demikian Undang-Undang ITE telah menentukahwa dokumen
elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan salatubukti yang sah dan merupakan
perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan huketama ayang telah berlaku di
Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai akdit diumuka persidangan. Hal ini
berarti bahwa bukti elektronik dapat dijadikan gghaalat bukti yang sah apabila
diajukan di depan persidangan. Selain itu Undandddg ITE secara tegas menegaskan
bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku dinesia, Informasi dan Dokumen
Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikam lalgkti hukum yang sah.

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana agar InforgassDokumen Elektronik
dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah di persghn?

Sejatinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi lafermasi dan Dokumen
Elektronik memenuhi ketentuan sebagai alat bukiigygdah menurut hukum vyaitu
dipenuhinya 2 (dua) syarat yaitu sebagai berikut.

Dipenuhinya syarat formil sebagaimana diatur danePasal 5 ayat (4) Undang-Undang
ITE yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronilkénlah dokumen atau surat yang
menurut perundang-undangan harus dalam bentukigertu

Dipenuhinya syarat materil yaitu sebagaimana didiudalam Pasal 6, Pasal 15, dan
Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada intinya inési dan Dokumen Elektronik
harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya kdéersediaanya.

Yang dimaksud dengan persyaratan materil ialahnket@ dan persyaratan yang
dimaksudkan untuk menjamin keutuhan data (integriketersediaan (availability),
keamanan (security), keotentikan (authenticity),n dketeraksesan (accessibility)
informasi atau dokumen elektronik dalam proses pemmylan dan penyimpanan serta
penyampaiannya nanti di sidang pengadilan.
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Oleh karena itu ketentuan dan persyaratan formi dwaterii mengenai alat bukti
elektronik harus mengacu kepada KUHAP, Undang-Ugddii, dan undang-undang
lain yang mengatur secara spesifik mengenai alkti mlektronik tersebut, sehingga
laporan ini membatasi hanya kepada ketentuan dasygvatan yang diatur dalam
Undang-Undang ITE saja.

Salah satu tugas dari hakim adalah menilai alattibying diajukan di
persidangan, baik itu persidangan perkara pidanapumaperkara perdata. Diperlukan
kecermatan dan kehati-hatian di dalam menilai laldti yang diajukan di persidangan,
terutama alat bukti yang berupa Informasi Elekkodan/atau Dokumen Elektronik,
sehingga kita mendapatkan keyakinan bahwa alati ingktipa Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang diajukan di pemsghn merupakan alat bukti yang
dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu keadiaasuatu perkara.

Hal lain yang dapat menimbulkan keragu-raguan hattinpersidangan dalam
menentukan keabsahan bukti elektronik yang disajikalam persidangan adalah
kemungkinan adanya perubahan dari bukti elektraieiisebut. Berubahnya bukti
elektronik dapat disebabkan oleh faktor sebagakiser
Karena adanydiscontinuedalam pembacaan suara, seperti adanya suaraer@otong
atau suara kosong, dan juga datanya asli tetaphsiedpotong.

Bisa juga ada suara yang disambung karena sehartiday ada percakapan seperti itu
tetapi ternyata ada percakapan, sehingga yangusselyar percakapan yang tidak ada jadi
ada.

Pada saat jeda, Informasi Elektronik tersebut,ya@aapat dipermainkan, misalnya saja
pada kejadian gambar atau foto yang titiknya disamgh atau pada video yang
gambarnya juga disambung.

Dalam Undang-Undang ITE sendiri mensyaratkan peasya minimum agar
bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat buktipersidangan adalah sebagai
berikut:

Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik daai Dokumen elektronik secara

utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapk@adgeraturan perundang-undangan.

Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautemtikerahasiaan, dan keteraksesan
Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan sistektenik tersebut.

Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau pletdajam penyelenggaraan sistem

elektronik tersebut.
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Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang dakamn dengan bahasa, informasi,
atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yangamgkutan dengan penyelenggaraan
sistem elektronik tersebut.

Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjdgegbaruan, kejelasan, dan
kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka permitpendapat bahwa ukuran
atau parameter agar bukti elektronik dapat digumak@bagai bukti di persidangan
adalah sebagai berikut:

Dapat diterima yaitu data harus mampu diterima digunakan demi hukum dalam
semua tahapan.

Asli yaitu bukti elektronik tersebut harus berhugan dengan kejadian/kasus yang
terjadi dan bukan rekayasa.

Lengkap yaitu bukti elektronik tersebut dapat dakan bagus dan lengkap jika di
dalamnya terdapat banyak petunjuk yang dapat memnbarestigasi.

Dapat dipercaya vyaitu bukti elektronik itu dapat ng@takan hal yang terjadi di
belakangnya, sehingga apabila bukti elektroniketaus dapat dipercaya, maka proses
investigasi akan lebih mudah, dan syarat ini mecapauatu keharusan.

Penggunaan dan Validasi Alat Bukti Elektronik Dal®®ameriksaan Peradilan Perdata
Melalui E-Court

Alat bukti elektronik harus memenuhi persyarataik Bacara formil dan materil
sebagai suatu alat bukti yang akan dapat dinyatad@m dan dipergunakan di
persidangan. Ketentuan dan persyaratan tersebuahadmtuk menjamin kepastian
hukum dan berfungsi sebagai alat penguji dalam niakan keabsahan alat bukti
sehingga hakim dapat nyakin dengan fakta-fakta mukang dihadirkan melalui bukti
elektronik.

Bukti elektronik memiliki cakupan yang luas danigeyang beragam, tiap jenis
bukti elektronik memiliki karakteristik yang secateknis memerlukan penanganan
tersendiri dalam menentukan keabsahannya secamnh@eh karena itu, perlu adanya
kesepahaman diantara Kalangan apparat penegak hukengenai prinsip-prinsip
pengumpulan, penganalisisan, serta penyajian blgétronik yang beragam. Dalam hal
diperlukan, dapat ditetapkan peraturan dan putysag lebih spesifik yang dijadikan
pedoman dalam memeriksa bukti elektronik di sermgkatan.

1396



1)

2)

3)

1)
2)
3)

4)

;- HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 8 Nomor 3, 2024

Pengaturan atau patokan tersebut dapat melalui grgokan peraturan dibawah
undang-undang, penafsiran hukum, dan penemuan hulkeimhakim.Peraturan yang
dimaksud juga dapat berupa peraturan bersama aintstemsi aparat penegak hukum yang
digunakan sebagai pedoman baik di pusat maupuaedal di seluruh Indonesia. Pedoman atau
pengaturan yang dimaksud harusnya didasarkan pesigptactices yang berlaku, yaitu metode
digital forensik.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salalsyat bukti elektronik
dapat diterima di pengadilan dengan terpenuhingaasyormil dan materil. Dalam hal
ini dengan dipenuhinya syarat formil dan matenkébut, maka alat bukti elektronik
dalam bentuk original maupun hasil cetak dari mimihilai yang sama. Dengan
demikian sehingga untuk menjamin terpenuhinya peesgn dimaksud diperlukan suatu
metode limiah yang didukung teknologi khusus untudmeriksa alat bukti elektronik.
Persyaratan formil mengenai bukti elektronik diatatam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyataiavwén
Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukantaiiat yang menurut undang-
undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dant fiserta dokumennya yang menurut
undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta hatat akta yang dibuat oleh pejabat
pembuat akta.

Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistemdtigkbrarus dilakukan atas izin ketua
pengadilan negeri setempat.

Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem dtigkirharus tetap menjaga
terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Persyaratan materil bukti elektronik diatur dalaas& 5 ayat (3) Undang-Undang ITE,
yaitu informasi atau dokumen elektronik dinyatalsai apabila menggunakan Sistem
Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatumgd&ladang-Undang ITE. Selanjutnya
diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undarg yd@ng dapat diperoleh
persyaratan lebih rinci, yaitu bahwa Sistem Elekltatu haruslah:

Andal, aman, dan bertanggung jawab.

Dapat menampilkan kembali Informasi atau DokumezkEbnik secara utuh.

Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotemtikerahasiaan, dan keteraksesan
Informasi Elektronik.

Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dbpedperasi sesuai prosedur atau
petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.
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Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang ITE juga memhbargersyaratan materil mengenai
keabsahan bukti elektronik, yaitu bahwa InformdaauaDokumen Elektronik dianggap
sah sepanjang informasi yang tercantum di dalardapat diakses, ditampilkan, dijamin
keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sgdnimgnerangkan suatu keadaan.

Undang-Undang ITE tidak mengatur perihal cara atatode yang digunakan
untuk mengumpulkan, mengamankan, menampilkan aejamin keutuhan informasi
bukti elektronik. Karena pada dasarnya Undang-UgdArE menganut asas netral
teknologi, yang berarti bahwa cara atau metode yapglan dan pengamanan bukti
elektronik dapat menggunakan teknologi yang tesses#ipanjang dapat memenuhi
persyaratan keabsahan bukti elektronik.

Dalam hal Sistem Elektronik yang digunakan telahmeruhi persyaratan
tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dal@entuk originalnya (Informasi
Elektronik atau Dokumen Elektronik) dan hasil cet#dri Informasi atau Dokumen
Elektronik adalah sama. Dengan kata lain, hakimatapenggunakan keduanya atau
salah satunya. Akan tetapi, perlu diingat pula kmlilalam kasus-kasus tertentu, ada
kalanya penggunaan bukti elektronik lebih tepatddingkan penggunaan hasil cetak
dari Informasi atau Dokumen Elektronik karena Infasi atau Dokumen Elektronik
tersebut dapat memberikan informasi yang tidak ddiieerikan apabila Informasi atau
Dokumen Elektronik tersebut dicetak.

Dalam permasalahan selanjutnya akan timbul pertanymengenai bukti
elektronik yang mana yang digunakan di persidangpakah dalam bentuk originalnya
ataukah yang telah dicetak? Hal ini tentunya dajdédtat kasus per kasus. Salah satu
contoh dalam kasus perjanjian yang terekam dalam\C@aka dokumen elektronik
yang terekam oleh CCTV sebaiknya disajikan dalamtubeoriginalnya. Video dapat
berisi gambar bergerak dan bersuara. Penggunaan élektronik dalam bentuk
originalnya ini akan memudahkan hakim dalam memaliakta hukum yang terekam
dalam video tersebut.

Dengan demikian, suatu bukti elektronik agar dapgidikan sebagai bukti di
persidangan maka harus memenuhi persyaratan fodan persyaratan materil
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaisyaeatan formil diatur dalam Pasal 5
ayat (4) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa Informasua@okumen Elektronik bukanlah
dokumen atau surat yang menurut perundang-undahgars dalam bentuk tertulis.
Sedangkan persyaratan materil diatur dalam PasBh&al 15, dan Pasal 16 Undang-
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Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokurérktronik harus dapat dijamin
keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.

Beberapa kemungkinan bentuk pengajuan alat bukéktreinik dalam
persidangan:
Dokumen elektronik yang diajukan menggunakan taadgan elektronik;
Dokumen elektronik yang diajukan tidak menggunakamda tangan elektronik atau
menggunakan tanda tangan elektronik yang tidakrt#ikasi; dan
Dokumen elektronik diajukan dalam bentuk hasil kelakumen elektronik.
Alat bukti elektronik yang disertai tanda tangaekélonik dapat diverifikasi otentitas
dan integritasnya menggunakan beberapa aplikgsértseaplikasi verifikasi Pdf yang
disedikan oleh Kominfo pada link: https://tte.kofoigo.id/verifyPDF
Alat bukti elektronik yang tidak disertai tanda gan elektronik dapat diverifikasi
ontentitas dan integritasnya dengan cara mencooaidagan aslinya.
Dalam hal alat bukti elektronik sulit untuk dico&ak dengan aslinya atau dibantah oleh
pihak lawan maka untuk memuverifikasi ontentitas ofegritas alat bukti tersebut dapat
menggunakan keterangan ahli.

Sebagaimana dikatakan bahwa keberadaan Dokumeitrdaiékdalam proses
persidangan haruslah valid. Hal ini disebabkan kbkna:
Suatu dokumen elektronik menjadi akurat dan tegyerdila sistem yang digunakan
dalam operasional dikeluarkan oleh sebuah sistekirehik yang akurat dan terpercaya
pula.
Di dalam pelaksanaan sebuah sistem elektronik ladrtsrsertifikasi sehingga dokumen
elektronik yang dikeluarkan darinya dapat diperdesfaeradaannya.
Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa dokuetedtronik juga menyangkut aspek
validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukiekéronik mempunyai karakteristik
khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karalst#i khusus tersebut karena
bentuknya yang disimpan dalam media elektronikardjging itu bukti elektronik dapat
dengan mudah direkayasa sehingga sering diragudtalitasnya.

Menurut peneliti tahapan yang harus dilalui untuénentukan kevalidan suatu
bukti elektronik adalah sebagai berikut:
Dokumen elektronik atau alat perekam harus sesrgjah standarisasi.
Harus dibaca oleh ahlinya.
Ahli tersebut harus bersertifikasi.
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4) Alat yang digunakan untuk membaca bukti elektrdarkebut sesuai dengan standar.

5) Proses pembacaan bukti elektronik harus benar.

6) Laboratorium atau tempat fasilitas pembacaan budgkironik sesuai dengan
standarisasi.

Kevalidan suatu bukti elektronik sangat menentugesses pembuktian dalam

hukum perdata. Jadi dengan demikian valid tidakdi elektronik yang akan diajukan
di depan persidangan akan menentukan tingkat kieabsaiatu bukti dalam pembuktian
di depan persidangan, untuk menentukan kevalid&ti blektronik. Dengan demikian,
ada beberapa tahapan yang harus dilalui sehinggé blektronik tersebut dapat
dikatakan valid dan tidak meragukan hakim di pemsghn dalam proses penjatuhan

putusan terhadap para pihak yang berperkara.

KESIMPULAN

a. Keabsahan alat bukti elektronik harus memenuhiypeasan baik secara formil dan
materil sebagai suatu alat bukti yang akan dapatatihlkan sah dan dipergunakan di
persidangan. Ketentuan dan persyaratan tersebud&hadmtuk menjamin kepastian
hukum dan berfungsi sebagai alat penguji dalam ntakan keabsahan alat bukti
sehingga hakim dapat nyakin dengan fakta-fakta muiang dihadirkan melalui bukti
elektronik tersebut.

b. Kevalidan suatu bukti elektronik yang akan diajukdn depan persidangan akan
menentukan tingkat keabsahan suatu bukti dalam peimah di depan persidangan,
sehingga bukti elektronik tersebut dapat dikatakalid dan tidak meragukan hakim di

persidangan dalam proses penjatuhan putusan t@rpada pihak yang berperkara.
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ABSTRACT

This research focuses on the definition of incoaxedn marital assets and forms of liability foranee tax debt
on marital assets. This research uses a problenoagpin the form of a statutory approach and aceptual
approach. The statutory approach is carried o@aynining the material contained in the law andgng the
basic ontology and philosophical principles. , &l as the legal ratio of the law. The resultshi$ research are
that the basis for collecting income tax on mardisgets is that the income tax object is any ecanaduition
obtained by the subject of income tax. Meanwhiksets in marriage include assets (income) andlitiabi
(debts), so that what is generated during marriagle object of income tax in marriage. Liabilfor income
tax of the parties on assets in marriage can baratg into 2 (two), firstly if there is an agreemén a
marriage where joint assets are not formed, redpitiysfor income tax is carried out separatelyecdnd, if
there is no marriage agreement, responsibilitytéar debt is borne by the husband as regulated ficl&r8
paragraph (1) of the Income Tax Law.

Keywords: tax, income, marital asset

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan nggarp diandalkan untuk
memenuhi kebutuhan finansialnya. Utang Pajak Segumya, beranjak pada kata utang.
Dalam hukum Pajak timbulnya utang pajak adalahrianeeraturan perundang-undangan
saja. Dalam hal ini negara memiliki kewenangan kimhemaksakan kepada wajib pajak
untuk membayar pajak yang ditentukan oleh negara.

Dalam pengaturan Pajak penghasilan terkait utafak ggenghasilan yang di atur di
dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 T@008 Tentang Perubahan Keempat
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang FRgaighasilan, selanjutnya disebut
dengan UU PPh, yang menerangkan bawah seluruh gs&tegh ataupun kerugian untuk
wanita yang sudah kawin akan dianggap sebagai psitgh ataupun kerugian suaminya.
Penghasilan suami isteri dapat dikenai pajak setmmsah salah satunya karena sesuatu
yang diperjanjikan antara suami atau istri.

Manusia pada dasarnya terpanggil untuk hidup bamgapasang dan berusaha untuk
menemukan makna hidupnya dalam perkawinan. adagoyamg beranggapan bahwa
perkawinan membatasi kebebasan, namun Sebagianr besag menyatakan bahwa
perkawinan memberikan jaminan ketentraman hidup,irhasesuai dengan aturan dalam
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentarkgwean yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubAkeshUndang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang disebut UUderlan) yang menyatakan bahwa
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seopiaydan seorang Wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga atau runaigga yang Bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupanmsdstnyak dipertanyakan relevansi
kehidupan berkeluarga atas dasar perkawinan. Halmanunjukkan adanya keraguan
terhadap kehidupan berkeluarga yang dibangun dipgtadasi perkawinan sehingga dengan
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demikianharus dipahami dengan baik hakekat periaawi

Perkawinan harus memenuhi syarat ialah segalaamag fiarus dipenuhi berdasarkan
UU Perkawinan adalah segala hal mengenai perkawyaag harus dipenuhi berdasarkan
peraturan Perundang-Undangan sebelum perkawiteamgdungkan. Ada dua macam Syarat-
Syarat perkawinan yaitu syarat-syarat materiil sigarat-syarat formil. Syarat materill adalah
syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri giifedd« yang melangsungkan perkawinan,
disebut juga dengan syarat-syarat subjektiif.

Sedangkan syarat formil adalah tata cara atau guoseelangsungkan perkawinan menurut
hukum agama dan Undang-Undang disebut juga sylajelttd. Syarat materiil diatur pada
Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan sedangkeat 8yamil diatur pada Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (yang disebut PP 98&dangkan syarat formil, yaitu
syarat yang berkaitan dengan prosedur atau foamatdang harus diikuti oleh calon suami
istri sebelum maupun pada saat dilangsungkan perkawsyarat formil diatur dalam Pasal
12 UU Perkawinan dan di atur di dalam PP 9/75 nfedeial 3 sampai Pasal 11.

UU Perkawinan mengatur harta benda dalam perkavwada Pasal 35 sampai Pasal
37. Apabila seorang pria dan wanita kawin maka mbnolkan akibat hukum karena
perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Akibatimmlya yaitu, pria menjadi suami,
Wanita3menjadi istri. Akibat hukum itu tidak hanigagi mereka, tapi juga terhadap harta
mereka:

Sebuah ungkapan dalam Bahasa BelaHeet, Recht Hink anter de feinten aan yang
berarti bahwa hukum akan selalu mengejar fakta yadg bahwd.Perkawinan yang
dilindungi oleh negara adalah perkawinan yang sehumt agamanya dan juga menurut
hukum atau peraturan perundang-undangan yang betéaknya di Indonesia. Akibat
hukum adanya perjanjian perkawinan maka kewajipambayaran pajak bagi suami dan
isteri sebagai wajib pajak orang pribadi berbediperbolehkan memilih untuk dapat
melaksanakan kewajiban perpajakannya secara Bseatduipun bersama-sama dengan
pasangannya, Maka pembuatan tidak hanya sebelyanjmer perkawinan dilaksanakan
akan tetapi dimaknai hanya sebagai perjanjian giamgat sebelum perkawinan tetapi juga
bisa dibuat setelah perkawinan.

Dengan melakukan kewajiban perpajakan bersamgadesuaminya berdasarkan
ketentuan UU PPh. Pada Pasal 8 yang menyatakavatss#uruh penghasilan atau kerugian
yang dialami oleh Wanita yang telah menikah padal aahun-tahun sebelumnya yang
belum sempat dikompensasikan maka penghasilanrsisisdengan ketentuan Pasal 21
tentang dalam hal wajib Pajak yang menerima atampeeoleh penghasilan sebagaimana
pada Ayat (1) yang tidak memiliki Nomor Pokok WajiPajak besarnya tarif
pemotongan adalah lebih tinggi yaitu 100% darigadésebagaimana dimaksud Pada Ayat
(2).

Namun dalam penghasilan suami atau isteri yangndkan pajak secara terpisah, yaitu
berdasarkan dengan syarat dan kebijakan dalam ggskawinan dikenal adanya harta

! Indira Retno Aryatie, Trisadini Prasastinah Usaati Prawitra Thalib, “PendampinganHukum Tentang
Perkawinan Anak Dalam Rangka Menuju Desa Ramahniperan dan Peduli Anak (DRPPA) Di Kabupaten
Madiun,Janaloka Jurnal, Vol. 2, No. 1 2022, h.3

2 Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansam Anardkum KELUARGA dan Harta Benda
PERKAWINAN. Revka Prima Media:2019, .h.41

®1bid., h.81

* Trisadini Prasastinah Usanti, “Analisis PerubahatitR Hukum Dispensasi PerkawindPasca Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 201®ptaire, Vol. 4, No. 3, Oktober 2021, h.1

® Risma Permatasari, “ Akibat Hukum PT yang Didirk&®leh Suami Istri Tanpa Perjanjian
Kawin”, Mimbar Keadilan, Vol.14.No 28 Agustus 2018, h.28
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perkawinan, dengan disahkannya perkawinan makadiegemisahan harta perkawinan
antara suami dan isteri seperti halnya diatur tard@asal 35 UU Perkawinan, terdapat 2
macam harta dalam perkawinan yakni harta bawaahaiaa bersama.

Dalam hal ini pajak yang berhubungan dengan adaeyanjian perkawinan yaitu
pajak penghasilan, sedangkan kewajiban dari panakpsalah satunya adalah untuk
membayar pajak kepada negara. Hukum pajak banyali dengan hubungannya hukum
perdata. Hal ini dapat dimengerti karena sebagematbhukum pajak akan mencari dasar
dari kemungkinan pemungutannya atas kejadian-lajadkeadaan-keadaan, dan juga
perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungarapeerd

Pengaturan mengenai penghasilan atau kerugianawgamitg telah kawin pada awal
tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajakiuoegia kerugian yang berasal dari tahun
sebelumnya yang belum dikompensasi menurut Pasght (2), yang berbunyi "Apabila
penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimamaksdid pada ayat (1) didapat
kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengamghasilan mulai tahun pajak
berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahyahg mana berdasarkan bunyi pasal
tersebut dapat dianggap bahwa sebagai penghagdankarugian suaminya, terkecuali
pengasilan tersebut seolah-olah diterima atau ditap dari pemberi kerja yang telah
dipotong pajak menurut ketentuan Pasal 21 dan Reketersebut tidak memiliki hubungan
dengan usaha atau pekerjaan bebas suami ataudgeelsng lain. Menurut Pasal tersebut
menyatakan bahwa keluarga merupakan satu kesatk@morais yang memiliki arti
terdapatnya kerugian dan penghasilan dari selunggata keluarga dihitung sebagai satu
kesatuan untuk dapat dihitung pengenaan pajaknsfa képala keluarga, kecuali untuk
kondisi tertentu pengenaan pajak dilakukan terpisah

Dalam ini subjek hukum memiliki hak dan kewajibaokbm kaitannya dengan
perjanjian perkawinan bisa dibuat sebelum ataudsdsdilakukan perkawinan, oleh karena
itu pembuatan perjanjian Perkawinan belum begampek di Indonesia karena masyarakat
Indonesia menganggap Perjanjian Perkawinan ituasatadpu. Di negara barat, tentang
perjanjian Perkawinan di anggap sudah bfag. dalam perjanjian perkawinan yang
berisikan tentang kedua belah pihak suami dan stpakat benar-benar memisahkan harta
bersama yang diperoleh selama perkawinan, sehinggnya apabila terjadinya konflik
perceraian atau hidup berpisah antara pasangan daanstri.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentaagi@han ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketenturanm dan tata cara perpajakan
didalam Pasal 1 Ayat (6) menyatakan bahwa NomooRW®Kajib Pajak adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana daldmingtrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atauitdent/ajib Pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya. Perpajakan untaknisisteri dianggap sebagai satu
kesatuan, sehingga cukup memiliki satu NPWP saggbd®la dengan halnya suami isteri
yang memiliki perjanjian perkawinan maka diwajiblearami isteri tersebut untuk memiliki
NPWP masing masing. Penelitian ini mempunyai duausan masalah, yakni:

1. Definisi Pajak Penghasilan Terhadap Harta Perkawina
2. Bentuk Tanggung Jawab Utang Pajak Penghasilan Rartaawinan

® Filma Tamengkel, “Dampak Yuridis Perjanjian Pra &lik(Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkavihar Privatum, Vol. 3, No. 1,2015.h.3
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METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam penulisan ini menerapkand@lestan masalah berupa
pendekatan secara peraturan perundang-undangatute approach) dan pendekatan
konseptual donceptual approach) Pendekatan perundang-undangatatite approach)
dijalankan dengan cara mengkaji materi bawaan yargapat dalam undang-undang serta
mempelajari dasar ontologi, prinsip filosofis, seratio legis dari undang-undang tersebut.
Namun pendekatan konseptuatoriceptual approach) dilaksanakan dengan meninjau
pandangan, doktrin para sarjana yang menciptakagepgan, konsep, serta prinsip hukum
yang sangat signifikan dengan masalah hukum yaag dikaji®

PEMBAHASAN

Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 1&ii&®09 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nbrilahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Thgnketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan yang sudah di Revisi dengan Undadgng Nomor 36 Tahun 2008 (atau
yang disebut dengan UU PPh) di dalam Pasal 1 Alptydng berbunyi pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleimg pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang untuk keperlegaran bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Sistem pengenaan pajak yang dianut pada UU PPébtdrsnengatur tentang suami
isteri yang telah melangsungkan perkawinan akanempatkan keluarga sebagai satu
kesatuan ekonomis. Hal ini telah dijelaskan padsaP& Ayat (1) UU PPh yang mengatur
bahwa seluruh penghasilan atau kerugian bagi wgaitg telah kawin pada awal tahun pajak
atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pulagiamoya yang berasal dari tahun-tahun
sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimamak$ud dalam Pasal 6 Ayat (2)
dianggap sebagaenghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penighatgrsebut semata-
mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemlserja yang telah dipotong pajak
berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan uetggdk ada hubungannya dengan usaha
atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluanggda

Satu kesatuan ekonomis yang dimaksudkan oleh UUddBlah penghasilan ataupun
kerugian dari semua anggota keluarga yang digalamgienjadi satu kesatuan yang dikenai
pajak dan juga pemenuhan kewajiban perpajakantgkuétan oleh kepala keluarga, hal ini
berarti juga bahwa NPWP yang perlu didaftarkan haatu saja setiap kartu keluarga (KK).

Hal ini dapat dimengerti bahwa sebagian besar hupajak akan mencari dasar dari
kemungkinan pemungutannya berdasarkan kejadiadlkeja keadaan-keadaan, dan
perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkunganaperdeperti pendapatan, kekayaan,
perjanjian, pemindahan hak karena warisan dan st

Pajak Penghasilan merupakan suaisksubjektif yang kewajiban pajaknya melekat
pada subjek pajak yang bersangkutan, Pajak pemahabiatur di dalam Pasal 21 Ayat (1)
huruf (a). pemotongan pajak atas penghasilan selgaloudengan pekerjaan, jasa, atau
kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yergnd atau diperoleh wajib pajak
orang pribadi dalam negeri wajib di lakukan olelmperi kerja yang membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain seirabalan sehubungan dengan pekerjaan
yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

" 1bid.
®1bid., 147.
° R. Santoso Brotodihardj@engantar |lmu Hukum Pajak,Bandung,Refika Aditama,2003, h.11
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Fungsi pajak sebagai salah satu unsur terpentiligndaenompang keberlangsungan
suatu negara sangatlah penting dan sentral, dnésil® sendiri pajak berperan sebagai salah
satu penerimaan negara, karena itu pemerintah saaphini penghasilan negara adalah
berasal dari rakyatnya melalui pungutan dan dasil hk@&kayaan alam yang ada di dalam
negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber targeryang memberikan penghasilan
kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayainkiegan umum yang akhirnya juga
mencakup kepentingan pribadi, jadi dimana ada Kepgan masyarakat disana timbul
pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dé&egentingan umurif,

PPh atas harta perkawinan merupakan sutajglk dalam negeri yang di atur di dalam
Pasal (2) Ayat (3) UU PPh mengenai orang pribadgyaertempat tinggal di Indonesia atau
orang pribadi yang berada di Indonesia lebih d&8 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang g@ryjeng dalam suatu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tingljaindonesia. Kewajiban pajak
subyektif orang pribadi dimulai pada saat orandpaui tersebut dilahirkan, berada, atau
berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia darakigr pada saat meninggal dunia atau
meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

Kemudian pada Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Direk&ndthl Pajak Nomor PER-38-
/PJ/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Diré&hdral Pajak Nomor PER-20/PJ/2013
Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nookok RVajib Pajak, Pelaporan Usaha
dan Pengukuhan Pengusaha kena Pajak, Penghapusaor Wokok Wajib Pajak dan
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sertalpan data dan pemindahan wajib
pajak mengatur bahwa Wanita kawin yang tidak mendhle untuk melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaanilayy anak yang belum dewasa, harus
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajgganenggunakan NPWP suami atau
kepala keluarga.

Satu kesatuan ekonomis yang dimaksudkan oleh UUddBlah penghasilan ataupun
kerugian dari semua anggota keluarga yang digalamgienjadi satu kesatuan yang dikenai
pajak dan juga pemenuhan kewajiban pajaknya ditelksm oleh kepala keluarga. Hal ini
berarti juga bahwa NPWP yang perlu didaftarkan bhasgtu saja setiap keluarga. Wanita
kawin diperbolehkan untuk melakukan kewajiban pel@n menjadi satu dengan suami
ataupun dilaksanakan secara masing-masing mek&ioy@ perjanjian perkawinan. Dalam
kaitannya kepemilikan NPWP untuk Wanita kawin, pdtad untuk mendapatkan NPWP
dapat dibedakan seperti berikut thidi dalam Pasal 2 Ayat (1) Setiap pajak yang telah
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajinehaftarkan diri pada Kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang kerjanya meliputi tempat tihgtgu tempat kedudukan wajib pajak dan
di berikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam hal ielusuh penghasilan atau kerugian bagi
wanitayang telah kawin pada awal tahun pajak ataupun padé bagian tahun pajak begitu
pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahunlseinga yang belum dikompensasikan
dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya

Penghasilan tersebut hanya diperoleh dari 1 (gemberi kerja yang kemudian telah
dipotong pajak berdasarkan pada ketentuan Pasayzit (1) UU PPh dan juga pekerjaan
tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha pakdy@gbas dari suami ataupun anggota
keluarga lainnya. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4)teena Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksananldra pemenuhan kewajiban yang

1 Deddy Sutrisno dan IndrawaBahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak,Universitas Airlangga,2009, h.2
1 Djoko Muljono, Hukum Pajak (konsep, Aplikasi, dan Penentuan Praktis), Andi, Yogyakarta, 2010,
h.48-49.
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dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 T20R22 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Hak dan Kewajiban Perpajakan. perpajakan yaitu ¥¥d@win sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 Ayat (6) Wanita Kawin selain memenuhi hkieten sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pkgrajya digabungkan dengan
pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpaakamnya.

Dengan adanya, systesdf-assessment di bidang perpajakan yang mana wajib pajak
diberikan kepercayaan untuk menghitung dan mela@pogkajak maka pendaftaran pajak
penghasilan juga wajib dilakukan sendiri oleh twvapajak. Dalam keberadaaself
assessment ini cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudahurdan tingkat integritas
masyarakat tinggi, jadi masiingat membutuhkan pengawasan dari Kantor pajak.

Terkait pengawasan yang dilakukan pemerintah teghadjib pajak ini diatur dalam
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2Z0R2 Tentang Pengawasan
pembayaran Masa. Pengawasan pembayaran masa naeregiatan pengawasan terhadap
pembayaran masa Wajib Pajak (atau yang disebuade), baik secara langsung ataupun
tidak langsung dimana dilakukan oleh petugas paéala suatu bulan terterffuPengawasan
pembayaran masa dilakukan untuk mengawasi pemlragara pajak penghasilan dan juga
pajak pertambahan nilai.

Dalam pendahuluan lampiran | Surat Edaran Direktemderal Pajak Nomor SE-
27/PJ/2012 Tentang Cara Pengawasan Pembayaran dlelsakantor pelayanan pajak
dijelaskan bahwa pada dasarnya semua WP harusukilakpengawasan pembayaran
masanya, hamun dalam pelaksanaannya diperlukaegit@engawasan hingga diharapkan
diperoleh hasil yang maksimal maka difokuskan ga880 WP penentu penerima.

Untuk kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama yandajarwajib pajaknya lebih dari 1.500
WP maka wajib dibuatkan profilnya, dengan adanyal@as dan pengawasan terhadap
1.500 WP maka kinerja dari pengawasan tersebuhguraaksimal sebab hal ini masih dapat
terjadi pembayaran masa yang tidak sesuai ketendilaar dari jumlah yang diawasi
tersebut. Untuk tata cara pelaksanaan pengawasalbagaran masa dari pajak penghasilan
Pasal 21 yaitu berdasarkan masa sebelumnya (sepamngar) atau Analisa kewajarannya
(misalnya data pemabayaran gaji, bonus, THR dasagsétya).

Menurut teori kepentingan yang menunjukan teori Ipemar bahwa pemerintah
memang berhak untuk melakukan pemungutan pajaidepseluruh wajib pajak karena hal
tersebut setara dengan jasa yang telah dilakukamenpggah terhadap masyarakatnya.
Menurut teori kewajiban mutlak individu tidak dapatup tanpa adanya negara, sebab
negara yang memberi hidup kepada warganya sehimggmra berhak memberikan
kewajiban kepada masyarakatnya yaitu berupa pemdomay@ajak. Dasar keadilan pada
pemungutan pajak dalam teori ini ada pada hubumgkyat dengan negaranya. Sebagai
seorang warga negara yang berbakti, maka rakyas Is@&talu menyadari bahwa pembayaran
pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Menurut teori daya beli pajak diibaratkan sebaganpa yang menyedot pajak dari
masyarakat yang kemudian diberikan kembali kepaaisyarakat dalam bentuk pemeliharaan
kesejahteraan masyarakat. Menurut teori ini pemia@npajak menurut pancasila, dimana
pancasila mengikuti sifat kekeluargaan juga gotomgpng. Jadi berdasarkan Pancasila,
pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaak dipandang sebagai uang yang
tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempatbvpiijak hidug?

12 Aristanti  Widyaningsih Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendakatan Mind Map,
Bandung:Alfabeta,2011,h.32
“lpid.,h.11
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Namun menurut teori-teori pemungutan pajak tersetapat disimpulkan bahwa
pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pegutan pajak karena negara dalam hal
ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk memwujudleesejahteraan masyarakat.
Pemerintah memiliki hak untuk melakukan pemungyiajak terhadap seluruh wajib pajak,
karena dengan adanya pemasukan pajak tersebukekdoali lagi kepada wajib pajak dalam
bentuk fasilitas pembangunan, pendidikan, kesehd#am lain-lain yang dilakukan oleh
pemerintah. Sehingga pemerintah mempunyai tugaskumtemperbaiki peraturan pajak
penghasilan pisah harta yang mengandung suatu tkekabukum tersebd.

Kewajiban wajib pajak antara lain kewajiban meratifn diri, kewajiban mengisi dan
menyampaikan SPT, kewajiban untuk membayar paj@kakban untuk membayar denda,
kewajiban melakukan pembukuan dan pencatatan, damjiban menyerahkan dokumen
pada waktu pemungutan pajak.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak NdPEdR-30/PJ/2017, bentuk SPT
tahunan orang pribadi yang dipergunakan oleh wagilak orang pribadi untuk melaporkan
penghasilan mengalami beberapa perubahan, salatyaaerdapat 4 (empat) kolom dalam
status kewajiban perpajakan suami-istri, yaitu:

1) Kepala Keluarga;

2) Hidup Berpisah;

3) Pisah Harta;

4) Manajemen Terpisah.

Obyek pajak atas harta perkawinan adalah penghagilag di atur di dalam Pasal 4
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentargibnisasi perpajakan (atau biasa
disebut dengan UU Harmonisasi Perpajakan), Peraf@espajakan perubahan ketujuh dari
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajakhzesign yang sudah di revisi dengan
UU PPhwmenurut Pasal 4 Ayat (1) huruf (a). Penghasilanadaktiap tambahan ekonomis
yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal ttadlonesia yang dapat dipakai untuk
penghasilan ialah imbalan seperti gaji, upah, hamamn, komisi, bonus dan lain sebagainya
yang di atur dalam Undang-Undatfg.

Peraturan mengenai wajib pajak wanita kawin yangitite untuk menjalankan hak
dan kewajiban perpajakannya bisa berupa dilakukadig-sendiri maupun bersama-sama.
Dalam hal ini merupakan salah bentuk dari penerdfain Assessment System. Dalam
menentukan wajib pajak dapat memilih ingin berggb@atau berpisah perhitungannya
dengan suaminya.

Pemilihan status ini ditentukan oleh wajib pajewta kawin dan bukan ditentukan
oleh pemerintah ataupun pegawai pajak. Sehingg# vpajak wanita kawin diberikan
kebebasan dalam menentukan status perpajakannyg aken berpengaruh terhadap
perhitungan pajak penghasilannya.

Peneraparself Assesment System menimbulkan hak dan kewajiban perpajakan yang
lebih besar bagi para wajib pajak. Hak dan Kewajiparpajakan bagi wajib pajak orang
pribadi lainnya. Hak dan kewajiban perpajakan begjib pajak dalam pelaksanaan hak dan
kewajiban perpajakan bagi wajib pajak wanita kayamg menjalankan hak dan kewajiban
perpajakannya sendiri tidaklah mengalami perbedi&agan hak dan kewajiban perpajakan
bagi wajib pajak orang pribadi lainnya. Namun adkikya pelaksanaan hak dan kewajiban
perpajakan bagi wajib pajak wanita kawin harus hatlstatus perpajakan suaminya apakah
di hukumi perjanjian atas harta perkawinan yangtdi di dalam Pasal 8 Ayat (1) PPh dan

14\ tAi

Ibid.,h.12
15 5ri PudyatmokoPengantar Hukum Pajak, Yogyakarta, Andi,2006, h.119
16 Aristanti,Loc.Cit.,
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Pasal 10 Ayat (1) Wajib Pajak orang pribadi mengrapgan harta bersih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melalui Surat Patabean pengungkapan harta dan
disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak Sejafjgtl 1 januari 2022 sampai dengan
tanggal 30 Juni 2022 (6 bulan). Undang-Undang Nomoahun 2021 Tentang harmonisasi
Perpajakan.

Status suami sebagai wajib pajak dalam negeri akeanimbulkan perlakukan
perpajakan yang sama sesuai peraturan yang bedakam hal ini jika istri bekerja dan
memiliki NPWP hal tersebut sesuai dengan aturan -BHRJ/2008 tentang tata cara
pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga. Maka dekewajiban perpajakan keluarganya
menjadi tanggung jawab kepala keluarga yaitu suarsebut sesuai dengan konsep keluarga
sebagai kesatuan ekonomis. Sehingga jika dalanaigeluersebut terdapat anak yang belum
dewasa menjadi tanggung jawab kepala keluarga waiéumi. Dengan begitu juga dalam
halnya wajib pajak wanita kawin yang sudah melakyb@rjanjian perkawinan yang terdapat
harta bawaan dapat dilakukan perpajakannya seeassarba sama dengan si suami hal ini
dikarenakan mereka bertugas untuk mewakili dalammjai@nkan hak dan kewajiban
perpajakan bagi keluarganya yang telah diatur ldinddasal 21 huruf (a) PPh.

Bentuk Tanggung Jawab Utang Pajak Penghasilan Harta Perkawinan

Perkawinan tidak hanya membicarakan perihal bageamaengatur rumah tangga,
akan tetapi juga diperlukan memperhatikan terdgpatiak dan kewajiban yang timbul wajib
dikerjakan oleh suamin dan isteri, salah satuny@ant@engelolaan keuangan dan perpajakan
selaku suami istri. Terlebih lagi jika pasangan rbeat perjanjian perkawinan sebelum
perkawinan dilangsungkan atau setelah perkawiait@mgdungkan.

Kewajiban pajak sebagai suami dan istri yang sud@atin, UU PPh memberlakukan
kewajiban yang berbeda bagi suami dan istri sebafggib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak
wanita yang sudah menikah diperbolehkan memilitukirtapat melaksanakan kewajiban
perpajakannya secara sendiri atau bersama-samardsagminya. Diperbolehkannya Wajib
Pajak wanita yang telah kawin untuk melakukan kiéaaj perpajakan bersama dengan
suaminya berdasarkan dengan bahwa keluarga diasg@pagai satu kesatuan ekonomi jika
dinilai dari sudut pandang perpajakan. Kedudukatah@erkawinan sebagai modal kekayaan
untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami jsteaika harta perkawinan itu dapat
digolongkan dalam beberapa macam, sebagai béfikut:

1. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri kebeerkawinan, yaitu harta bawaan.

2. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri seg&rorangan sebelumatau sesudah
perkawinan yaitu harta penghasilan.

3. Harta yang diperoleh/dikuasai suami dan istri set@rsama-sama selamaperkawinan
adalah harta pencaharian.

4. Harta yang diperoleh suami istri secara bersamikaketpacara perkawinan sebagai
hadiah adalah hadiah perkawinan.

Sebagaimana pengklasifikasian di atas menyimpuliediwa harta perkawinan dapat
digolongkan dalam dua golongan yakni harta asahsdan istri serta harta bersama suami
dan istri.

Pengaturan tentang harta perkawinan dalam UU Perkavdiatur dalam Pasal 35 ayat
(2) tentang harta bawaan yang berupa pemberianisamadan harta bersama, serta dalam
Pasal 35 ayat (1) tentang harta yang diperolehdakerkawinan. Untuk harta bawaan, UU
Perkawinan menyatakan bahwa masing-masing pihalaradserhak secara hukum untuk
memiliki dan mengatur hartanya tersebut sehingga &hrenanya harta tersebut tidak ikut

¥ Hilman HadikusumaHukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 156.
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dimasukkan sebagai harta bersama dalam perkawsealangkan untuk harta bersama maka
yang bertanggung jawab adalah suami dan istri admensama dan seimbang sehingga salah
satu pihak tidak dapat meninggalkan pihak lainngtam melakukan perbuatan hukum atas

harta bersama tersebut.

Pasal 2 ayat (1) UU Harmonisasi Pajak mengatur badetiap Wajib Pajak yang telah
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajienaaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP. Dimaksud dengan persyaratan subjektif sadilnga ditujukan pada setiap orang
yang dilahirkan dan tinggal di Indonesia. Persyarabbjektif itu sendiri mengandung
pengertian bahwa subjek pajak tadi sudah meneran&thu memperoleh penghasilan.

Pasal 8 Undang-Undang PPh mengatur bahwa, secana,usatu keluarga dianggap
merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan Suamjadnekepala keluarga, sehingga
seluruh penghasilan dan kerugian anggota keluaigga (lan anak) digabungkan dan
dilaporkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan)(Siami.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftantuk memperoleh NPWP diatur
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.A3/2Pasal 2 ayat (5) PMK tersebut
mengatur bahwa terhadap Wajib Pajak orang pribadigytidak menjalankan usaha atau
melakukan pekerjaan bebas dan memiliki penghagdag dalam satu tahun tidak melebihi
Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak diwajibkan unténdaftarkan diri guna memperoleh
NPWP. Ketentuan ini juga berlaku bagi wanita kayang tidak hidup berpisah berdasarkan
keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulidalsarkan perjanjian pemisahan
penghasilan dan harta. Namun terhadap Wajib Pagakah tiga kategori tadi disebutkan
dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20@6idefinisikan Surat
Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajajundkan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek piakatau bukan objek pajak, dan/atau
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan panaperUndang-Undangan perpajakan.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam hulajak gebuah keluarga dianggap satu
kesatuan yang utuh, yang pemenuhan hak dan kewgpbaajakannya dilaksanakan oleh
kepala keluarganya, yaitu Suami. Hal ini sejalangd@ kebiasaan yang lazim terlihat di
masyarakat, dimana kepala keluargalah yang bermgggawab dan mennafkahi seluruh
anggota keluarganya. Akan tetapi demikian, di zansakarang ini, adalah sebuah
keniscayaan yang sudah banyak ditemui, Istri jugamiiiki penghasilan, apakah itu
penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari memkjah kegiatan usaha dan/atau melakukan
pekerjaan bebas, ataupun penghasilan dari pengypeasanfaatan harta.

Dalam hal ini seluruh hak dan kewajiban perpajdkti diambil alih dan dilimpahkan
kepada suaminya, sebagai kepala keluarga, termagakseluruh penghasilan, keuntungan,
utang, dan kerugian yang dialami oleh Istri dalamgka memperoleh penghasilan tersebut.
Perlakuan yang sama juga diterapkan, apabila W\Rgilak mempunyai anak yang belum
dewasa, namun sudah memiliki penghasilan. Sehidglgan satu keluarga, cukup memiliki
satu NPWP, atas nama Kepala Keluarga, dimana $elpemghasilan anggota keluarga
digabungkan seluruhnya dengan penghasilan Kepailaig.

Namun, sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kgaa Nomor 73/PMK.03/2012
tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan PelaporaratdagUsaha, Tata Cara Pendaftaran,
Pemberian dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pag@ka Pengukuhan dan Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Pasal 2 ayate@@atar bahwa setiap wanita kawin
yang tidak dikenai pajak secara terpisah diberikak untuk mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP, dan melaksanakan hak dan kewajplegpajakannya terpisah dari
suami. Karena dijelaskan, bahwa untuk setiap wéanén yang hidup berpisah berdasarkan
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keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulidaBarkan perjanjian pemisahan
penghasilan dan harta, diwajibkan untuk mendaftadia untuk memperoleh NPWP.

KESIMPULAN

1. Dasar pemungutan pajak penghasilan atas harta dadakawinan bahwa Obyek PPh
adalah setiap tambahan ekonomis yang didapat olgfek pajak penghasilan. Sedangkan
harta benda dalam perkawinan meliputi aktiva (pesign) dan pasiva (utang), sehingga
yang dihasilkan dalam perkawinan merupakan obyekakpgenghasilan dalam
perkawinan.

2. Pertanggung jawaban atas pajak penghasilan paak aths harta dalam perkawinan dapat
dipisahkan menjadi 2 (dua), pertama bilamana tetdpgrjanjian perkawinan yang tidak
terbentuk harta bersama, maka pertanggung jawabaatag pajak penghasilan dilakukan
terpisah, kedua bilamana tidak terdapat perjamemkawinan maka pertanggung jawaban
atas utang pajak dibebankan pada suami sebagauisoa dalam Pasal 8 ayat (1) UU
PPh.
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ABSTRACT

This research discusses the position of fiduciaigrgntees for replacement assets, which are repéateassets
in the form of receivables in the name of credieagnents between banking institutions. The prolsterdied is
that asset replacement is an intangible objecibatiowed to become the object of fiduciary catal which

then has the potential to harm creditors as holdemreferential rights over replacement assetg fHsearch
method used is normative juridical using a statutmpproach and a conceptual approach. The resuttsiso
research are that the object of fiduciary colldtesaasset replacement, making the creditor wheives the
fiduciary lose the pre-emptive right to take repawmof receivables through execution if the fidugia in

default when it is not followed by a deed of transif receivables (cessie) and preferential rightsre-emptive
rights on the sale of the property which becomes dlbject of asset replacement for banks as credigémnains
attached as long as it is bound by a deed of teamsfreceivables (cessie) by first carrying oueeew and/or

research on the value and nature of the receivalsledjects of collateral in the form of assetaepment.

Key words : banking, fiduciary guarantees, asset replacement

PENDAHULUAN

Kebutuhan fasilitas keuangan bagi dunia usaha demasnenunjukkan peningkatan
seiring dengan berjalannya waktu. Adanya fasilkasangan dapat dikategorikan sebagai
modal usaha untuk keberlanjutan kegiatan ekononpabfa penyaluran modal usaha
mengalami hambatan, maka berpotensi menghambapesdataran ekonomi di masyarakat.
Pernyataan demikian juga selaras dengan fakta bahwadonesia, peningkatan kegiatan
usaha semakin meningkat seiring dengan perkembataf@mologi dan informasi yang
memudahkan seseorang untuk membuka lapangan usaha.

Salah satu instrument untuk memudahkan dan menduitabilitas perekonomian di

masyarakat adalah kehadiran lembaga perbankang&eizna diketahui tugas pokok dan
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fungsi lembaga perbankan yakni menghimpun dana alilyarakat serta menyalurkannya

kembali dalam bentuk kredit atau fasilitas keuangang lain. Kedudukan perbankan di

tengah masyarakat memiliki peran yang sangat setnana kedudukannya berfungsi untuk

menjaga stabilitas perekonomiamBentuk konkritnya ialah kemudahan masyarakat untuk
memperoleh pinjaman atau kredit untuk memenuhi tkedaunnya.

Hubungan yang saling menguntungkan demikian hagnangiasa dipelihara dalam
arti lembaga perbankan mempunyai indikator kesehgtarbankan guna terus dapat
memenuhi kebutuhan masyararakat. Di sisi lain ntaggé sebagai debitur atau nasabah juga
mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas ekardengan mematuhi segala ketentuan
berkaitan dengan pemberian kredit yang disalurkaim pihak bank.

Bank dalam melakukan kegiatan usaha terutama demganggunakan dana
masyarakat yang dipercayakan kepadanya wajib meerjagercayaan masyarakat karena
sumber dana yang disalurkan dalam bentuk kredselert bersumber dari simpanan dari
masyarakat kepada bank. Di sisi lain pemberianikyathg merupakan kegiatan utama bank
mengandung risiko yang dapat mempengaruhi pada&esedan kelangsungan usaha bank
sehingga dalam pelaksanananya bank wajib memiéikidar mengenai asas perkreditan serta
pembiayaan yang sehat. Oleh karenanya bank dalarjagaestabilitas kesehatannya wajib
mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasangf@uaNo. 42/POJK.03/2017 tentang
Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakandélgdn atau Pembiayaan Bank Bagi
Bank Umum.

Kredit yang diberikan sebagai kegiatan utama bamkskésnya bank umum dalam
rangka menjalankan prinsip intermediasi tidak sela¢rhadapan dengan nasabah dengan
klasifikasi perorangan, tetapi pemberian kreditajutapat dimohonkan dan/atau disalurkan
terhadap pihak korporasi atau badan hukum termlasakt antar bank. Pinjaman antar bank
merupakan jenis penyaluran kredit secara umum naemtara kreditur dan debitur
merupakan lembaga perbankan. Dalam hal penyalureditkini, harus mengedepankan
prinsip kontribusi sektor keuangan bagi pertumbudleonomi yang inklusif, berkelanjutan
dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup nmakgf serta mengurangi ketimpangan
ekonomi serta mewujudkan Indonesia yang Sejahtea dan bermartabat sebagaimana
dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 47 @023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebutéfigiatan Sektor Keuangan).

! Rachmadi UsmarHukum PerbankarSinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 42
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Tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi intermediasgidambaga perbankan seringkali
terdapat ketimpangamismatch dimana arus dana masuk lebih kecil dibandingkamgen
arus dana keluar yang berakibat pada kesulitaidias banké Oleh karena itu, peran Bank
Indonesia sebagai penjaga stabilitas perekonom@siomal wajib untuk memberikan
berbagai kebijakan untuk tetap menjaga kesehatark loeengan prinsip kehati-hatian
(prudential bankiny Guna mengantisipasi hal tersebut, secara ndrnteléah diatur
mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek berdasaPeraturan Bank Indonesia Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Rerm#gi Bank Umum Konvensional
(selanjutnya disebut PBI tentang PLJP). Pembenajarpan ini diberikan secara langsung
oleh Bank Indonesia kepada bank umum untuk merigegaslitan likuiditas karena kondisi
ketimpangan arus kas tersebut.

Tetapi dalam konteks keadaan bank belum memasuadaes kesulitan likuiditas,
maka bank dapat memperoleh pinjaman atau kredélipek pinjaman atau kredit tersebut
juga berasal dari bank umum selain dari Bank Indi@nePinjaman demikian memang
ditinjau secara hubungan hukum tidaklah terjadapgfjaran dimana terdapat debitur dan
kreditur serta keduanya sepakat untuk mengikatkianddlam perjanjian kredit. Guna
menopang kegiatan penyaluran kredit antar bankakpiineditur yakni bank itu sendiri juga
wajib menerapkan jaminan untuk mencegah adanyarl&efeatan atau wanprestasi di
kemudian hari. Pemberian jaminan tersebut dapafpbgaminan untuk kebendaan bergerak
dan untuk kebendaan tak bergerak.

Khusus kebendaan bergerak yang akan menjadi jamgerara umum perbankan
yang di posisi sebagai debitur dapat memberikann@muntuk piutang-piutang karena
kegiatan penyaluran kreditnya kepada pihak kredituntuk memperoleh pinjaman
berdasarkan kesepakatan. Pemberian jaminan dalatokbeiutang telah diperbolehkan
sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Undang-UnNangor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminandt) yang menyatakan :

“Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu dehih satuan atau jenis benda,

termasuk piutang, baik yang telah ada pada saatijam diberikan maupun yang

diperoleh kemudian®
fenomena demikian ini bukan lantas untuk melakuganyelundupan hukum mengingat

telah diatur mengenai pinjaman likuiditas jangkangek oleh Bank Indonesia, tetapi

? Gatot SupramonoPerbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Ywiddjambatan, Jakarta,
1995, h. 84
* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1€@8ng Jaminan Fidusia
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fenomena pemberian pinjaman antar bank untuk mehnkada penyaluran kredit guna
mitigasi resiko kesulitan likuiditas bank.

Pemberian jaminan dalam bentuk piutang oleh pihakk bsebagai debitur salah
satunya berasal daasset replacementBahwa dalam pengertiannyasset replacement
merupakan asset pengganti yang dimiliki oleh seprbadan usaha yang berasal dari
perikatan-perikatan yang dibuatnya. Khusus untukitde yang merupakan banlgsset
replacemenberupa arus kas piutang nasabah. Bahwa arus Kasginasabah yang menjadi
jaminan kebendaan untuk memperoleh kredit dapkatdberdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU
Jaminan Fidusia.

Kedudukan asset replacementoerupa piutang dari debitur bank yang juga
memperoleh fasilitas kredit mempunyai berbagai kémdlan permasalahan yang muncul.
Bahwa berbagai permasalahan tersebut oleh peniulisilchin diantaranya, (1) tidak ada
kepastian mengenai pembayaran piutang yang digonns&bagaiasset replacementleh
debitur akan terbayarkan seluruhnya, (2) prose®keiss asset replacemendiperlukan
tahapan yang rumit dikarenakan bukan kebendaak ohébitur bank secara langsung, (3)
harus diperlukan penegasan pengalihan tagibessie)luntuk memberikan kepastian hukum
kepada kreditur.

Perjanjian jaminan secara esensial merupakan farjarassesoir (perjanjian
tambahan/pelengkap) dimana atas kesepakatan jpaiq fuingsi daripada perjanjian jaminan
ini tidak lain ialah sebagai pemenuhan atas pefaesa perjanjian apabila salah satu pihak
wanprestasi. Fungsi jaminan hadir untuk memulihkaadaan kreditur agar tidak terlalu
dirugikan apabila debitur terjadi keadaan wanpsestecara umum, suatu perjanjian tidak
wajib harus ada perjanjian jaminan, tetapi dalamtdiks perbankan yang menganut prinsip
kehati-hatian, perjanjian jaminan atenllateral lazim digunakan yang salah satu fungsinya
untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan keselhmebankar.

Bahwa permasalahan mengenai pemberian kredit &rtdraga perbankan dengan
pemberian jaminan berupa asset replacement meingémmat penulis berpotensi untuk
merugikan kreditur dan memiliki resiko tinggi apdabibank debitur dalam keadaan
banyaknyaNon Performing Loarl kredit bermasalah serta proses eksekusi janfidasia
atas asset replacemenyang diberikan oleh bank sebagai debitur. Mengingatunya
menjaga kepercayaan antar bank guna menghindatilitkes likuiditas agar lembaga
perbankan tetap solven, maka dalam instrument tkeedar bank dengan jaminasset

* HermansyahHukum Perbankan Nasional Indonedi@ncana, Jakarta, 2005, h. 75

1416



replacemenkiranya menarik untuk dianalisis secara komprelidak dari sisi kedudukan

maupun bagaimana kepastian hukum terhadap kreditur.

Rumusan Masalah
1. Dimana Kedudukan Perbankan sebagai Penerima Jankitrsia atas Obyek
Jaminan Fidusia Berupssset Replacemeft
2. Bagaimana Hak Preferen bagi Perbankan sebagaiif@andaminan Fidusia atas
Obyek Jaminan Berupasset Replacemeft

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian ygrigormatif. Adapun pengertian dari
metode penelitian yuridis normatif yakni suatu piéia@ doktrinal yang mengkaji dan
menganalisis suatu permasalahan hukum didasarkarketesuaian peraturan perundang-
undangan, penerapan asas hukum serta harmonisasrapan hukum dalam kaidah
substansi. Adapun pendekatan penelitian ini merggm pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan konsep.

PEMBAHASAN
Kedudukan Perbankan sebagai Penerima Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan
Fidusia Berupa Asset Replacement

Jaminan fidusia hadir sebagai sarana untuk menikghkeepercayaan dalam dunia
usaha. Keseimbangan pemberian dan/atau penyalwdal melalui kepercayaan juga harus
diiringi dengan instrument jaminan yang memadaitkdgang kalangan pengusaha dari
berbagai sektor tidak selalu memberikan jaminamardabentuk benda tetap atau hak atas
tanah, tetapi juga jaminan benda bergerak serjogn@ai dalam praktik pemberian jaminan.
Oleh karenanya dibutuhkan perangkat hukum yang mematuk memberikan kepastian
dan perlindungan hukum baik bagi kreditur maupumitde Salah satu sarana untuk
menjawab kebutuhan tersebut ialah hadirnya lemiaganan fidusia untuk mengikat
jaminan-jaminan atas kebendaan bergerak milik debittuk menjamin pelunasan hubungan
utang-piutang antara kreditur dan debftur.

Terkadang dunia usaha memiliki karakteristik yangaohis sehingga menuntut para
pelakunya untuk terus mengikuti perkembangan yatay sermasuk dalam hal ini usaha

> J. SatrioHukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidu@ita Aditya Bakti, Bandung, 2002,
h. 34
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sektor perbankan juga tidak kalah dinamis perkempamya mengingat sektor perbankan
merupakan sektor vital sebagai pengendali atau npenstabilitas perekonomian di
masyarakat. Dinamisnya sektor perbankan ditandamgah mudahnya memperoleh,
membebankan hingga mengalihkan kebendaan bergerak kepentingan usaha. Pada
umumnya benda bergerak memiliki karakter yang mudiatuk dipindahtangankan serta
lazim digunakan oleh pelaku usaha sebagai sarahd@li hingga pembebanan atas utang
yang dimiliki.

Sebagai sektor dengan peran vital dalam masyarla@fidukan lembaga perbankan
khususnya bank umum mempunyai tugas penting untemjaga kepercayaan masyarakat
melalui adanya simpanan atau Tabungan yang dilerikeggada bankm juga mengatur
mitigasi risiko terhadap penyaluran kredit. Tidakah penting, faktor kesehatan perbankan
juga senantiasai untuk dipelihara secara berjaigda bank. Oleh karenanya tidak jarang
keadaan bank dengan jumlah pemasukan dalam bemyarsgn tidak seimbang dengan
penyaluran kredit, memilih untuk mengajukan pernmatmokredit kepada sesame bank.

Kondisi demikian sebagaimana penulis sebutkan didvedawa adanya faktor
kepercayaan antara sesama bank sehingga terkadamgalbaikan prinsip kehati-hatian.
Berdasarkan fenomena pemberian jaminan beagpat replacemerdepada kreditur untuk
memperoleh pinjaman, ditinjau dari segi perolehanmatasamsset replacemertau asset
pengganti dalam penulisan ini berasal dari piuaingang debitur yang juga sebagai bank
dari nasabah yang menerima pinjaman dari debituséndiri. Meskipun piutang-piutang
debitur yang berasal dari para nasabah debitwseahdiri tidak selalu memberikan jaminan
berupa benda bergerak, kendati demikian pembeaisninan kepada kreditur dari debitur
bank berupasset replacemertas piutang-piutang tersebut yang selanjutnyatdikelalui
jaminan fidusia rawan terjadi permasalahan darktidanimbulkan kepastian hukum bagi
kreditur.

Konsep pemberian jaminan dalam UU Jaminan Fiduargy\secara lahiriah untuk
memenuhi sepenuhnya prestasi debitur apabila wstagie seharusnya menjadi pemberian
jaminan yang tidak hanya menguntungkan tidak haayasegi pengikatannya, tetapi obyek
perjanjian fidusia meskipun hanya perjanjian ikutetap harus memenuhi prinsip kepastian
hukum terutama untuk pemenuhan prestasi dari delteadaan jaminan berupssset
replacementtas piutang-piutang meskipun telah diatur dalasalP& ayat (1) UU Jaminan
Fidusia, ditinjau dari segi keuntungan dan kemudabalam hal memperoleh jaminan

tersebut masih terdapat beberapa tahapan dan ketidamudian hari.
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Pada umumnya, kredit yang dijamin menggunakan jamifidusia wajib dibuat
dalam bentuk akta otentik sebagai perjanjian ikudanpada perjanjian pokoknya yakni
perjanjian utang-piutang atau perjanjian kreditlabDahal penentuan obyek jaminan fidusia,
UU Jaminan Fidusia khususnya Pasal 6 huruf ¢ mekaresyarat bahwa terhadap obyek
jaminan fidusia yang dituangkan melalui akta otemtajib dicantumkan mengenai uraian
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Meskiasecyuridis formal, sifat piutang
merupakan kebendaan tak berwujud yang dapat meafadaik jaminan fidusia, piutang-
piutang tersebut harus dijelaskan sedemikian rugagenai identitas para pihak, nilai
piutang dan nilai jaminan yang diterima kreditutel®karenanya meski UU Jaminan Fidusia
memberikan ruang untuksset replacememttterupa piutang menjadi obyek jaminan fidusia,
tetaplah kedudukan kreditur sebagai bank yang nherkgen kredit kepada debitur bank
berpotensi dirugikan.

Hal pertama yang menjadi risiko terhadap penerinjaamnan fidusia atagsset
replacementberupa piutang-piutang milik debitur ialah tidakpdtnya dilakukan eksekusi
langsung terhadap obyek jaminan fidusia, apalagt $a untuk melakukan eksekusi
langsung terhadap jaminan fidusia harus terdapaetppan Pengadilan Negeri setelah
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-X0ZR Kedua, hubungan hukum
antara kreditur dengan pihak-pihak yang terteraag&imana dalam piutang-piutang yang
dijaminkan melaluiasset replacementidak ada korelasinya kecuali ditegaskan dalam
pengalihan hak tagih secara notarial bergssie Ketiga, tidak melekat secara langsung hak
preferen (hak mendahului) bagi kreditur atau pemiidusia apabila debitur atau penerima
fidusia wanprestasi. Padahal secara yuridis forrkahsep pemberian jaminan fidusia
memberikan hak mendahului terhadap kreditur-kreditun atas mengambil pelunasan
piutangnya atas hasil eksekusi obyek jaminan fadusi

Secara tersirat dapat penulis sampaikan bahwa kk&dndsset replacemerdari
debitur bank sebagai obyek jaminan fidusia dapatugikan kreditur selaku bank yang
dahulu memberikan pinjaman kepada debiasset replacemenyang diberikan berupa
piutang-piutang tersebut sepanjang sifat piutangapg yang akan diserahkan merugikan
dari segi nilai maupun proses eksekusinya. Memagra yuridis formal diperbolehkan
sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU JarRidasia, tetapi di sisi lain, bagi kreditur,
obyek jaminan fidusia berupasset replacementnenjadikan kreditur penerima fidusia
kehilangan hak mendahului untuk mengambil pelungsatang melalui eksekusi apabila
pemberi fidusia terjadi wanprestasi apabila tidakuti dengan akta pengalihan piutang
(cessie).
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Hak Preferen bagi Perbankan sebagai Penerima Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan
Berupa Asset Replacement

Suatu perjanjian merupakan buah dari kesepakatag gdakukan oleh 2 (dua)
subyek hukum yang saling mengikatkan diri untuk rpenkan sesuatu atau bertindak
sesuatu. Dalam ranah tersebut terdapat persedtetiandak antara pihak pertama dan pihak
kedua perihal apa yang telah mereka sep&kgéintuk pernyataan kehendak dapat berupa
pembuatan perjanjian secara tertulis dan melaksamgia dengan penuh iktikad baik. Bahwa
penerapan asas iktikad baik tidak hanya dalam prar&ktual melainkan dalam masa
pelaksanaan kontrak hingga kontrak tersebut selesai

Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati tidalatl diukur melainkan harus
melihat mengenai bentuk obyek apa yang disepakdt penilaian apakah obyek tersebut
mengandung kausa yang halal atau tidak. Obyekntartdalam suatu kontrak berfungsi
untuk memberikan pedoman bahwa dalam berkontrashdimaksudkan agar sifat dan
luasnya kewajiban para pihak dapat dilaksanakahm pileak lain. Sedangkan dalam konsep
kausa yang halal merujuk pada ketentuan Pasal K3H3Perdata menyatakanstatu
perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuatgdensebab yang palsu atau terlarang
tidak mempunyai kekuatanAdapun sebab yang diperbolehkan menurut J. Sadheva apa
yang hendak dicapai para pihak dalam kontrak tetdsdrus disertai dengan iktikad baik dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-gadaketertiban umum dan kesusilaan.
Kemudian Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan balswatu’ sebab adalah terlarang,
apabila oleh undang-undang, atau apabila berlawand@engan kesusilaan baik atau
ketertiban umum?”.

Berbicara mengenai kedudukan perjanjian jaminangyaotabene merupakan
perjanjian ikutan sebagaimana ditegaskan dalaml Baddd) Jaminan Fidusia. Bahwa tidak
hanya jaminan fidusia, terhadap jaminan denganlobgmda tak bergerak, kedudukannya
juga merupakan perjanjian ikutan atau lazim disepatjanjian accesoir. Kedudukan
perjanjian ikutan ataaccesoirmerupakan perjanjian tambahan untuk melengkapaipji
pokok. Perjanjian ikutan tidak dapat berdiri sendielainkan harus terdapat terlebih dahulu
perjanjian pokoknya. Dalam hal perjanjian pemberjaminan, maka perjanjian pokok
berupa perjanjian hutang-piutang atau perjanjiadikrharus ada terlebih dahulu. Apabila

perjanjian ikutan batal tidak menyebabkan perjanpakok ikut batal, sebaliknya apabila

® Agus Yudha HernokaHukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam KaktiKomersil,Prenedia
Media Group, Jakarta, 2012, h. 134
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perjanjian pokok batal demi hukum atau dinyatakaralboleh hakim, maka secara otomatis
perjanjian ikutan juga batal dengan sendirinya.

Konsekuensi dari adanya perjanjian jaminan sebaggianjian ikutan membuat
kedudukan kreditur pemegang jaminan didahulukarpada kreditur-kreditur lain. Secara
umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPersegala kebendaan baik yang
bergerak maupun tak bergerak milik debitur menjadiinan atas perikatan-perikatan yang
dibuatnya. Jaminan yang dimaksudkan dalam Pasd KiB{Perdata merupakan jaminan
umum bagi seluruh kreditur atas perikatan yang ailmleh dan debitur tersebut. Hal yang
membedakan terhadap kedudukan perjanjian jaminam kadudukan hak mendahului yang
berarti mempunyai hak preferen atau kreditur pesfeyang didahulukan pelunasannya
terhadap obyek jaminan kebendaan tertentu yangatdikgn secara tegas sebagai obyek
jaminan. Oleh karena itu kedudukan kreditur denmkia setingkat lebih tinggi karena hak
preferen yang melekat kepadanya. Hal yang menddsam konsep perjanjian jaminan
khususnya hak preferen atau hak privilege ialalabukntuk mendapatkan pelunasan utang
yang didahulukan atau diutamakan, tetapi atas hasijualan obyek kebendaan yang
menjadi jaminan, maka kreditur yang disebutkan mergai hak preferen berhak untuk
memperoleh hasil penjualan atas obyek jaminantiatggroit de preference’

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pembabaisalumnya, obyek jaminan
fidusia dapat berupa kebendaan tak berwujud atderkiaan tak bertubuh yang salah
satunya ialah piutang. Dalam konteks perikatangifantang antar perbankan, hak piutang
dapat menjadi jaminan kebendaan yang selanjutrsgbdi sebagaisset replacemeratau
selanjutnya dapat dianalogikan sebagai harta kekey#dak langsung milik debitur.
Meskipun telah diperbolehkannya jaminan fidusias atasiutang-piutang sebagaimana
dimaksud Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, dgletaksanaannya, kreditur banyak
mengalami kendala guna memenuhi tujuan pelunases pEnjualan kebendaan bergerak
yang dijaminkan berupasset replacement.

Hal yang paling esensial dari piutang yang akanjadembyek jaminan ialah apakah
kreditur yang seharusnya memiliki hak mendahultikeeperjanjian jaminan itu lahir dalam
hal obyeknya piutang, tentu harus dikaji terlebdinalu karena sifat piutang ada yang secara
mutlak tidak dapat dialihkan seperti hak aliment®leh karenanya bagi kreditur yang
menerima jaminan dalam bentuk piutang sebagaimemanfena pembebanan terhadapet
replacementkreditur tidak secara serta merta dapat mempungkipneferen atas obyek-

’ Frieda Husni Hasbullatjukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jami@itra Aditya
Bakti, Bandung, 2007, h. 17
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obyek tersebut. Hal ini berbeda dengan sifat jamiatas kebendaan yang berwujud yang
mempunyai akibat langsung bagi kreditur untuk dapangajukan eksekusi untuk
memperoleh pelunasan atas penjualan obyek yangadigaminan. Terhadap obyelsset
replacementdari debitur bank, kreditur mengalami permasalabenkiat haknya untuk
mendahului daripada kreditur-kreditur lain.

Bahwa dengan tidak secara otomatis kreditur mehkgajeksekusi terhadap piutang-
piutang tersebut ketika debitur bank wanprestagimbuat kedudukannya sebagai kreditur
konkuren pemegang jaminan yang melekat hak prefeeperti kehilangan kedudukannya.
Hal yang paling dapat dilakukan oleh kreditur hamslakukan penegasan pengalihan hak
piutang berupa cessie. Sebagaimana ketentuan dBEsal 613 KUHPerdata, syarat
pengalihan piutang (cessie) ialah :

1. Klasifikasi piutang atas nama

2. Penegasan pengalihan piutang berbentuk tertulmatdaerupa akta otentik atau

surat dibawah tangan

3. Melakukan pemberitahuan kepada debitur
menjadi pertanyaan dalam praktik, bahwa dunia usakeupakan kegiatan yang selalu
bersifat dinamis dan tergolong cepat untuk peng@éespermasalahan. Para pelaku usaha di
sektor manapun menginginkan kecepatan dalam praséka terjadi permasalahan.
Berkaitan dengan harus dilaluinya pengalihan pmitdengan syarat tertentu sebagaimana
disebutkan Pasal 613 KUHPerdata tetap membuattiureshma halnya kehilangan haknya
sebagai kreditur konkuren pemegang jaminan yangkathak preferen di dalamnya.

Sifat dari cessie sebagai suatu perjanjian piutatak selalu merugikan pihak yang
menerima pengalihan atau kreditur baru, sepanjaeglitir lama dengan iktikad baik
menjelaskan mengenai piutang-piutang yang akamadlikan beserta identitas serta obyek
yang menguntungkan bagi kreditur baru. Cessie tit@kyebabkan hapusnya kewajiban
utang dari debitur melainkan hanya hak tagihnyaltbedari kreditur lama ke kreditur baru.
Hak-hak yang dialihan juga tidak terbatas selayakkgdudukannya sebagai seorang
kreditur, sekalipun terdapat obyek jaminan, makaung sifatnya apabila obyek jaminan
yang memberikan kreditur sebagai hak preferen, askmantiasa mengikuti benda tersebut
berada sekalipun telah dialihkan.

Sekali lagi, dalam praktiknya penerapassset replacemeriierupa piutang-piutang
dalam industri perbankan tidak selalu dapat dipagdaerugikan kreditur sepanjang piutang
tersebut langsung dibuatkan akta cessie secardikotdsm meneliti obyek-obyek dalam

piutang yang menguntungkan bagi kreditur. Hal intuk memberikan perlindungan dan
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kepastian hukum bagi kreditur selaku bank dalamnielakukan tagihan berdasarkan akta

cessie hingga upaya terakhir melakukan lelang &pdbbitur wanprestasi

KESIMPULAN

Kedudukanasset replacememtari debitur bank sebagai obyek jaminan fidusiaatiap
merugikan kreditur selaku bank yang dahulu membhbariginjaman kepada debituasset
replacementang diberikan berupa piutang-piutang tersebutrgapg sifat piutang-piutang
yang akan diserahkan merugikan dari segi nilai mayposes eksekusinya. Memang secara
yuridis formal diperbolehkan sesuai dengan keten®asal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia,
tetapi di sisi lain, bagi kreditur, obyek jaminadusia berupasset replacementenjadikan
kreditur penerima fidusia kehilangan hak mendahuhtuk mengambil pelunasan piutang
melalui eksekusi apabila pemberi fidusia terjadnprastasi ketika tidak diikuti dengan akta
pengalihan piutang (cessie).

Hak preferen atau hak mendahului atas penjualaerkitan yang menjadi obyek
asset replacemerttagi perbankan selaku kreditur tetap melekat gapgnsetelah dibuat
perjanjian pokok berupa perjanjian kredit, seketiklitur yang juga sebagai bank diikat akta
pengalihan piutang (cessie) dengan terlebih damélakukaan telaah dan/atau penelitian
atas nilai dan sifat piutang-piutang sebagai ohjgeknan berupasset replacemenKetika
nilai jaminan yang ada di dalam piutang menguntangan mudah untuk dilaksanakan baik
dari segi penagihan ataupun eksekusirasset replacemertetap dapat memberikan hak
preferen bagi perbankan sepanjang pengikatan farjakredit diikuti dan disertai dengan

akta pengalihan piutang (cessie).

DAFTAR PUSTAKA

Rachmadi UsmarHjukum Perbankarfinar Grafika, Jakarta, 2010

Gatot SupramonoPerbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Ywwjiddjambatan,
Jakarta, 1995

HermansyahiHukum Perbankan Nasional Indonedi@ncana, Jakarta, 2005

Oey Hoey Tiong,Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikata@halia Indonesia,
Jakarta, 2003

Muhammad Djumhanajukum Perbankan di Indonesi@itra Aditya Bakti, Bandung, 2017

Djoni S. GazaliHukum PerbankarSinar Grafika, Jakarta, 2016

1423



Notohamidjojo,Demi Keadilan dan KemanusiaaBPK Gunung Mulya, Jakarta, 1999

Peter Mafmud Marzukienelitian HukumPersada Media Group, Jakarta, 2010

Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukun®inar Grafika, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukdammatif, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2012

Mukti Fajar dkk, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan EmpiriBustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2006

Agus Yudha HernokoHukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam KahtrKomersil,
Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013

J. Satrio,Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan FiduSiata Aditya Bakti,
Bandung, 2002

Frieda Husni HasbullanHukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jamin
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Indonesia, 1999Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (fhjateg Jaminan
Fidusia,Jakarta

Indonesia, 2011)ndang-Undang No. 21 Pasal 6 tentang Otoritas Jasaangan Jakarta

1424



;- HUKUM BISNIS :: EISSN 2460-0105

Universitas Narotama Surabaya
Volume 8 Nomor 3, 2024

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
ARISAN ONLINE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH
PAPUA BARAT

lwan Mulyawan
Fakultas llmu Hukum, Universitas Narotama

lwan_mulyawan@gmail.com

ABSTRAK

This research was conducted to identify and analygzenodus operandi carried out by perpetratoxgiofinal
acts of fraud in Online Arisan and then to identifiyd analyze legal measures that can be carrietyotie
West Papua Regional Police so that participants léetve not received the Online Arisan Money circataget
their money back in accordance with each nomingluBing normative juridical research methods. Bawsed
this, the research results state that online sggtiering fraud uses electronic media and conweatifraud
does not involve electronic media. There are twesland regulations that can be used in online bgathering
fraud. Article 378 of the Criminal Code and Arti@8 paragraph (1) in conjunction with Article 450Aragraph
(1) of Law No. 19 of 2016 concerning AmendmentsLaw No. 11 of 2008 concerning Information and
Electronic Transactions. These two laws and regulathave their own characteristics in imposingnanal
penalties, so that Article 28 paragraph (1) in oonjion with Article 45 A paragraph (1) of Law N9 of 2016
concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 coriogriinformation and Electronic transactions are the
most appropriate to use in cases of criminal attsbne social gathering fraud. It is very rare feerpetrators
of online social gathering fraud to be convictednodney laundering crimes, including several casethé
jurisdiction of the West Papua Regional Police Wwhiaused losses of up to billions of rupiah fordnexds of
people who were participants. The statutory reganatthat can be used in money laundering casdsaaveNo.

8 of 2010 concerning the Prevention and Eradicaifcthe Crime of Money Laundering.

Keywords: Online Arisan, Fraud, West Papua Regional Palice,

PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang tedegliaberhubungan dengan hukum
tidak lain dari perbuatan melanggar hukum. Tindadampa penipuan banyak dilakukan
berbagai cara salah satuya yaitu tindakan pidangyan yang bermoduskan arisan online.
Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yamgdeyama beberapa orang, lalu diundi
diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan @ebarkala sampai semua anggota
memperolehnya. Tetapi kegiatan ini dimaksudkan kukigiatan pertemuan yang memilik
unsur paksa, karena anggotanya diharuksan untukbm@ndan datang setiap undian yang
dilaksanakan. Arian online dilakukan tanpa bertesacara langsung yang dilakukan dengan
Automated Teller Machine ataupun dengan menggunakamobile banking. Cara
pengundiannya dilakukan cara melalui media eketrtenisebut. Sehingga, diperlukan sikap
kepercayaan dalam melakukan transaksi ini. Arisafin® lebih beresiko terjadi penipuan
dan penggelapan karena dilakukan orang yang ti@dikgs bertemu. Terjadinya kasus
penipuan arisan online berdasarkan laporan telghdiekerugian mencapai Rp 50 juta.
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Perputaran arisan online diakui terdakwa menacapdi,2 miliar. Atas perbuatan tersebut
terdakwa dijatuhi Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 2&tA{) Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomdatidn 20018 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selart@hdn 6 bulan dan denda sebesar Rp.
5.000.000. Hal tersebut juga dibuktikan dengan walatata kasus penipuan arisamine
yang diperoleh di Unit Resmob Satreskrim Polrestegrabaya, laporan masuk pada tahun
2020 tercatat sebanyak 8 kasus dengan korban nsnd@porang dan pada tahun 2021
terjadi peningkatan sebanyak 12 kasus dengan kampamwcapai 102 orang. Mencermati
kasus yang sedang marak terjadi belakangan iniutatea dikarenakan perkembangan
teknologi yang semakin canggih, hal itu menjadikejahatan dunia maya menjadi kian luas.
Melihat kenyataan tersebut, maka perlunya penegdk#tum yang tegas oleh pihak
Kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalawseg penyidikan agar dapat
menangkap pelaku tindak pidana penipuan arsgime. Penegakan hukum dapat dilakukan
melalui upaya pencegahan, pemberantasan dan pkamddamun, berbagai kasus tersebut
memunculkan berbagai kendala dalam upaya penedaklaim untuk mengungkap kasus
penipuan arisaonline seperti, sistem pembuktian masih mengalami kesutita

Kasus penipuan berkedok arisamine yang telah banyak memakan korban. Penipuan
arian online dalam menarik minat sesorang adalahalane pemberian perjanjian
pengembalian hasil keuntungan melimpah, membuat peserta tergiur untuk mengikutinya
dan pada akhirnya banyak yang tertipu karena kegatuyang harusnya didapatkan melalui
arisanonline tidak segera diberikan. Hanya bermodalkan kompaitn smartphone melalui
aplikasi whatsapp, intagram, facebook, dan lairagaimya untuk menarik minat korban dari
arisan online, namun pertanggungjawaban kejahagaipypan arisaronline sesungguhnya
telahdiatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A dydtiidang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tah®8 2éntang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang menmgantang tindak pidana penipuan.
Tindak pidana penipuan yang terjadi saat ini titlalepas dari penggunaan teknologi, tidak
terkecuali kegiatan arisaonline. Salah satu tindak pidana yang terjadi karenamosline
adalah penipuan. Sebagaimana dalam kasus menyhatipe pada 2017 yang terjadi di
Martapura. Seorang perempuan muda bekerja samarmeagminya membuat arisamiine
fiktif. Perempuan muda tersebut bertindak sebagager arisan yang diberi nama Iray Kasfy
dan mendapatkan banyak pese@aner memberikan penawaran yang sangat menarik
melalui blackberry messenger kepada calon peserta seperti pencairan arisan gegeg dan
tepat waktu, memberikan bonusshback serta hadiah. Selain itowner juga menawarkan
kepada beberapa peserta untuk menjestiler yang bertugas mencari peserta baru. Namun
setelah peserta mencapai ratusan dan uang pessda &rkumpul miliaran rupialowner
melarikan diri tanpa memenuhi janji yang ia berikkakta yang terungkap bahweaner
tidak pernah membuat arisan sejak awal. la hanyagakel mengelola arisaonline agar
banyak orang yang tertarik untuk mengikuti arisARibat perbuatannya, majelis hakim

! Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, “Pengenaan HukBaui Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan
Online”. Supermasi: Jurnal Hukum, Vol. 04 No. Tahun 2021, h. 78-79.

2 Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, “Pengenaan HukBagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan
Online”,.....h. 78
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dalam putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN MTP memjaidana terhadap terdakawa yaitu
penjara selama 4 tahdn.

Kemudian pada kasus penipuan yang terjadi di Sysatlalam kasus penipuan arisan
online dengan Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/BiNy&ing dimana terdakwa Veni Putri
Wari adalah admin penyelenggara arisan online yaggbawahi admin-admin lain yang ada
di Aceh, Medan, Jakarta hingga Jawa. Terdakwa r@rjan simpan pinjam dan arisan
online dengan diendorse publik figur. Sehingga grarang berbondong-bondong tertarik
mengikuti arisan online, meskipun tidak saling mema satu sama lain. Kasus serupa juga
terjadi di Surabaya pada 2015 oleh seorang peramyargg berperan sebagai bandar arisan
online. Bandar tersebut membuat arisamine dengan media grufacebook. Arisan yang
didirikannya dengan peserta ratusan berhenti djatenalan, karena uang peserta yang
berjumlah miliaran rupiah ia gunakan untuk mengemgkan bisnisnya yang lain. Akibatnya
para peserta tidak mendapatkan hak nya kembali.daBarkan putusan Nomor
842/PID.SUS/2015/PN.SBY hakim menjatuhkan pidanggsa selama 2 tahun 6 bulan dan
denda sebesar Rp 500.000,00 dengan ketentuan aamisiba tidak dibayarkan diganti
dengan kurungan 1 bulan. Putusan hakim tersebutadarkan dakwaan tunggal jaksa
penuntut umum yaitu Pasal 28 ayat (1) juncto P4Sahyat (1) UU ITETindak pidana
penipuan diatur di dalam maupun di luar KUHP. Tlkgalana penipuan diatur dalam Pasal
378 hingga 395 KUHP. Sedangkan dalam peraturanngang-undangan di luar KUHP
penipuan diatur dalam Undang-Undang Republik Ind@enBlomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 nignbaformasi dan Transaksi
Elektronik selanjutnya disebut UU ITE. Kedua peratutersebut perundang-perundangan
memiliki karakteristik berbeda dalam mengatur tegtpenipuar.

Arisan online adalah arisan yang diselenggarakataloiemedia online. Berbeda
dengan jenis arisan lainnya, arisan online mendgmadaeknologi online berupa telepon
pintar atau komputer dan internet. Pihak dalamaarisnline ini adalah pemilik sebagai
pengelola dan peserta. Sistem pengundian arishneobiasanya menggunakan sistem
knockout. Arisan online tidak memerlukan pertemuan tatapkanantara pengelola dan
anggota. Semua transaksi dilakukan secara oniegagalan bertemu langsung antara
pengelola dan peserta akan menimbulkan pelangg&mgjahatan umum yang dilakukan
dalam pertemuan sosial online adalah penipuenegakan hukum yang dilakukan dalam
kasus penipuan harus dilakukan melalui usaha padanjide-ide keadilan, kepastian hukum
serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, yaragas&onsepsional terlatak pada kegiatan
hukum yang menyerasikan hubungan nilai-nilai dalkandah-kaidah dan sikap tindak,
terjabarkan dalam nilai-nilai untuk menciptakan, nmeéhara dan mempertahankan
kedamaian dalam berkehidupan. Dengan demikian adapa 3 (tiga) tahap penegakan
hukum dalam kepolisian, yaitu :

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidamsstracto oleh badan
pembentuk undang-undang. Berdasarkan pada tahppnientukan undang-undang
melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesd@ngan dan situasi masa kini dan

® Tamimi Pratiwi and Adil Akhyar Didik Miroharjo, "&lindungan Hukum Teradap Koraban Tindak
Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan No&%7Pid.B/2020/PN BTM)"Jurnal Meta Hukum, 1.3
(2022), pp. 1-13, d0i:10.47652/jmh.v1i1.266.

* Peppy Rahmawati, “Tindak Pidana Pencucian Uang Pamipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan
Asal”, dalamJurnal Jurist-Diction, Vol. 4, No. Tahun 2021, h. 274-275.

® |da Ayu Sukihana, etal., “Tanggung Jawab KetusaBaPenyelenggaraan Arisan Ditinjau Dari Hukum
Perjanjian”,Kertha Semaya : Journal 1lmu Hukum, Vol. 3 No. 4, Tahun 2015, h. 2.
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masa yang akan datang, ke mudian merumuskannyan dbkntuk peraturan
perundang- undangan pidana untuk mencapai hasihgang-undangan pidana yang
paling baik, dalam arti memenuhi syara keadilandakiya guna. Tahap ini dapat juga
disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pid@ah@ap penerapan hukum
pidana) holeh aparat-aparat penegakan hukum mualai kebpolisian, kejaksaan
hingga pengadilan.

3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksakajnhpidana secara konkret
oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini apelaksana pidana bertugas
menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat mgembentukan undang-undang
melaui penerapan pidana yang telah ditetapkanpeiabadilan®

Pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedokepada peraturan
perundang-undangan pidana yang telah dibuat oletb@etukan undang-undang dan nilai-
nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini seringajulisebut tahap eksekutif atau
administratif. Penanggulangan kejahatan empirittiiedlari tiga bagian pokok, yaitu :

1. Pre-emtif. Yang diartikan dengan upayme-emtif disini merupakan upaya- upaya
awal yang dicoba oleh pihak kepolisian untuk menddii terjadinya tindak pidana.
Usaha-usaha yang dicoba dalam penanggulan kejahatmara pre-emtif
menanamkan nilai-nilai maupun norma-norma yang lsskingga norma-norma
tersebut terinternalisasi dalam diri seorang. Walau terdapat peluang untuk
melaksanakan pelanggaran dan kejahatan tetapiddikiatnya buat melaksanakan
perihal tersebut maka tidak bakal terjadi kejahajladi dalam usaha pre-emtif aspek
niat menjadi hilang walaupun terdapat peluang. Bletpenangkalan ini berasal dari
teori NKK, yakni: Niat dan Kesempatan terjadinygakatan.

2. Preventif Upaya. Adalah upaya preventif merupakadak lanjut dari upaya pre-
emtif yang masih dalam tataran penghindaran sdslis® terjadinya kejahatan.
Dalam upaya preventif ditekankan ialah menghilangkeluang buat dilakukannya,
dengan demikian peluang menjadi dan tidak terjegitlatan.

3. Represif Upaya. Adalah ketika terjadi tindak pidaemhatan yang aksi berbentuk
penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhidkuman. Upaya represif
merupakan sesuatu upaya penanggulangan kejahatama skonsepsional yang
ditempuh sesudah terjadinya kejahatan. Penangqratgngan upaya represif buat
menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannyanédamperbaikinya kembali
supaya mereka sadar kalau perbuatan yang dibuatmgraupakan perbuatan
melanggar hukum serta merugikan warga, sehingg& tilengulanginya dan orang
lain p7ula tidak akan melakukannya mengingat sagksig ditanggungnya sangat
berat.

KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yangpatdlalam Bab XXV Buku Il
dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenahaka penipuan secara umum
sedangkan UU ITE mengatur mengenai tindak pidaer crime atau kejahatan khusus
dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidangppan arisan online. Adapun seluruh
ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini diseb@ndan penipuan, oleh karena dalam
semua tindak pidana tersebut. Dapat dikatakan b&wP pada umumnya tidak mengatur
tentang kemampuan bertanggungjawab. Namun, KUHRjatensebaliknya yaitu mengenai

® Nurul Huda and others, "Asesmen Terpadu: PenerReatorative Justice Penanggulangan Kejahatan
Narkotika Di Indonesia"Jurnal llmiah Kebijakan Hukum, 14.1 (2020), p. 111, doi:10.30641/kebijakan.2020
v14.111-124.

" Rizka Sofianti, "Upaya Kepolisian Dalam Mencegamipuan Arisan Online"Bandung Conference
Series: Law Sudies, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021, h. 14-15
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ketidakmampuan bertanggung jawab. Hal ini diatuamdaPasal 44 ayat (1) dan ayat (2)
KUHP yang berbunyi :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dappértdnggungjawabkan
padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam utumya (ebrekkige
ontwikkeling) atau terganggu karena penyakitnyaekglijke storing), tidak
dipidana.

2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipegtargjawabkan padanya
disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnyatatganggu karena penyakit,
maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itaslikkan ke dalam rumah
sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai wakteqizmaan®

Pelaku tindak pidana penipuan ariganiine memperoleh keuntungan materiil berupa
aset atau harta kekayaan. Agar tidak diketahuihlatgennya maka pelaku akan berusaha
untuk menyembunyikan aset tersebut. Tindak pidaeaippan arisanonline berlanjut
menjadi tindak pidana pencucian uang. Tindak pidae@ipuan merupakan tindak pidana
yang sering terjadi di masyarakat dan umumnya ticegmberikan dampak yang besar.
Namun apabila tindak pidana penipuan berlanjut aténindak pidana pencucian uang, tentu
saja dampak yang ditimbulkan akan berbeda. Tinddknp pencucian uang merupakan
kejahatan terorganisasi dan sistematis yang dapatyebabkan terganggunya stabilitas
perekonomian suatu negara. Dengan demikian, tipdddna penipuan arisaonline tidak
pernah diproses menjadi tindak pidana pencuciam,uaresikipun banyak tindak pidana
penipuan arisanonline yang merugikan masyarakat dalam jumlah besar dalaky
berpotensi melakukan tindak pidana pencuciang wsetgngga banyak korban tindak pidana
penipuan arisaonline yang tidak mendapatkan asetnya kembali.

Berdasarkan hal tersebut penulisan ini memberikbnah tujuan kepada arah jawaban
mengenai, diantarany®ertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis modusraut
yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Penipugland Arisan Online yang ditangani
oleh Kepolisian Daerah Papua Bakatdua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya
hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerapud Barat agar para peserta yang
belum mendaatkan gilaran Uang Arisan Online menmkroangnya kembali sesuai dengan
nominal masing-masing. Dapat dituangakan dalam lp@neini melalui judul mengenai
“Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dalam Arisann®©rDleh Penyidik Kepolisian
Daerah Papua Barat.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitigmridis normatif, yang mana penelitian hukum
normatif adalah penelitian yang dilakukan denganeti bahan pustaka atau data sekunder
belaka.” Penelitian hukum normatif menitikberatkan padaahl norma hukum positif dari
pendekatan yuridis normatif kepada suatu pendekgéary mengacu pada hukum dan
peraturan perundang-undangan yang bertkengan pertimbangan di atas, maka penelitian
analisis terhadap kegiatan peneliti berusaha m&ongkan tentang independensi gubernur
dalam mengatur pemerintah daerah kabupaten/koexts&upati/Walikota dengan tujuan
untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan negarmdaeliah, namun dengan aktivitas
koordinasi langsung yang dilakukan oleh Pemerittabhupaten/Kota juga memperlihatkan
ketiadaan posisi propinsi di dalam hubungan argergrintahan.

8 Rizka Sofianti, "Upaya Kepolisian Dalam Mencegamipuan Arisan Online",.....h. 15
°® Bambang Waluyoyletode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 76-77.
12 Ronny HanintijoMetode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 57.
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Dengan pertimbangan di atas, maka penelitian amakshadap peneliti berusaha
mengfokuskan tentang modus operandi yang dilakokeaim pelaku Tindak Pidana Penipuan
dalam Arisan Online yang ditangani oleh Kepolisaerah Papua Barat. Pelaku tindak
pidana penipuan akan berusaha agar kejahatanrala diletahui orang lain. Pelaku akan
berusaha menyembunyikan aset hasil dari penipuaarbuBtan pelaku dalam
menyembunyikan aset tersebut juga nerupakan tipatlna yaitu tindak pidana pencucian
uang. Tindak pidana pencucian uang tidak dapatirbesendiri. Untuk dapat terjadinya
pencucian uang maka harus diawali dengan tinda&npidainnya sebagai predicate crime
atau tindak pidana asal. Tindak pidana pencuciag uigatur dalam UU No 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PREmzucian Uang. UU PTPPU
tersebut secara tersurat mengatur mengenai predidate termasuk penipuan yang diatur
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r UU PTPPU.

PEMBAHASAN

1. Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam
Arisan Online Yang Ditangani Oleh Kepolisian Daerah Papua Bar at

Jika ditelisik mengenai modus operandi dari pelakdakan pidana penipuan dalam
arisan online, maka terlebih dahulu melihat berbbgatuk-bentuk arisan online yang sering
terjadi sebagaimana dikutip dalam hasil penelitiantuk-bentuk penipuan arisan online yang
sering terjadi, diantaranya:

a. Arisan menurun yaitu member atau anggota menyatokang ke rekening

pengelola dengan nominal yang berbeda-beda tergamtamor pesanan Arisan.
Cara kerja sistem pengumpulan sosial dari atas &ealb adalah dengan
memungkinkan peserta di urutan teratas menerinmadangan cepat, tetapi dalam
denominasi yang lebih tinggi daripada peserta diam lebih rendah. Urutan awal
biasanya dilakukan oleh member yang membutuhkaig d&mgan cepat namun
menerima keuntungan kecil dengan deposit besarang&dn member yang
mengharapkan keuntungan lebih besar mengambil dedakhir dengan jumlah
deposit lebih rendah.

b. Arisan Duet merupakan arisan yang dibentuk mengadi kelompok. Dimana
kelompok pertama terdiri dari peminjam dan kelokpedua terdiri dari donor
atau sponsor. Cara memulai pengelola membuat guep @i Whatsapp dengan
anggota peminjam dan pemberi dana. Setelah inves@ryetor uang kepada
pengelola, pengelola akan membagikan uang terdepada peminjam dengan
nilai nominal sesuai nilai yang disepakati, dan jpgam wajb mengembalikan uang
tepat waktu sebagai keuntungan atau pokok ditarkéahtungan.

c. Arisan Flat artinya anggota hanya membayar satu kali dengaahpecsetara
kepada pengelola. Pembayaran dilakukan melalusfeeabank. Kemudian dalam
jangka waktu yang telah ditentukan, uang akan aai sesuai nomor urut
anggota peserta.

d. Arisan tembak dikenal juga dengan istilah arisdanig. Tawaran yang menang
didasarkan pada tawaran setoran tertinggi. Biasaagggota yang mengikuti
lelang adalah masyarakat yang membutuhkan tfang.

" Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, “Pengenaan HukBagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan
Online”.,....... h. 81.
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Berdasarkan pada hasil penelitian jurnal yang dikak oleh Brigita Bethari dan Eko
Wahnyudi dapat ditemukan terdapat beberapa cargenah proses penipuan dalam arisan
online, diantaranya:

a. Biasanya pelaku menawarkan jasanya sebagai imbalag layak berupa promosi
mewah seperti fasilitas atau bonus besar. Tujuaonyak meyakinkan calon anggota
bahwa mengikuti pada arisan tersebut dapat menkdagieuntungan yang tinggi.

b. Dalam beberapa kasus, pertemuan sosial secara aiclak mempunyai dasar hukum
formal bahkan ketika jumlah uang yang dikelola nagrac ratusan juta atau miliaran.
Badan hukum resmi adalah Perusahaan Umum (PT)ek¢usin komanditer (CV),
perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Alhasilkakierungkapnya kasus penipuan
yang ditutup-tutupi, korban sangat sulit melacdakaya.

c. Memberikan informasi betapa mudahnya bekerja badpnc anggota yang ingin
bergabung dengan komunitas sosial online, misatojkap mengisi hama dan nomor
telepon pengelola sosial.

d. Selanjutnya calon anggota akan diminta untuk mestea sejumlah yang ditentukan
ke rekening pelaku.

e. Dengan begitu, masyarakat khususnya perempuanilaiabu akan mudah tergiur
dengan tawaran tersebft.

Pertanggungjawaban perbuatan kejahatan berhubudgagan terjerumusnya pada
pemidanaan bila sudah melaksanakan sesuatu pertkegadatan serta dipenuhi unsur-unsur
yang sudah ditetapkan dalam hukum. Jika diamatiwjang terbentuknya ssuatu aksi yang
illegal, maka seseorang hendak mempertanggung kamaimelalui pidana atas tindakan-
tindakan bila aksi tersebut melawan hukum. Dengamikian, adanya penipuan arisan
online, didasari atas seseorang sebagai pelaku ymng memanfaatkan usahanya untuk
mendapatkan keuntungan sendiri. Terjadinya arisdineo pada awalna hanya menawarkan
uang dan tidak menawarkan produk. Tentu saja hah@mudahkan pemain untuk menarik
uang dari keanggotaannya. Biasanya, pemilik meziabkonline akan mendapatkan tawaran
berupa layanan dalam menarik hadiah seperti boesar l[dlan hadiah gratis. Tidak hanya itu,
pemilik juga ingin membagikan data berupa pertany@atang cara sederhana ialah calon
peserta yang ingin turut berasosiasi arisan onfamg cuma bermukim membagikan julukan
serta nomor telepon kepada pemilik atau admin@straCalon peserta kemudian akan
bertanggung jawab untuk menyetorkan jumlah yarentlikan ke rekening pemilik. Dengan
begitu terutama golongan perempuan mudah tergngatetawaran ini. Arisan online ini ini
tidak akan bertahan lama, sebagaimana banyak gemgy sudah bergabung maka pemilik
sudah mendapat untung besar, berbarengan dengaemilik arisan online akan menghilang
begitu saja tanpa sepatah kata.

Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisimeamenurut Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transdkgktronik mengacu pada
perseorangan dimana dalam melakukan tindak pidamgyean arisan online harus ada
kesengajaan atau kesalahan terlebih dahulu. Haksuai dengan unsur-unsur didalam Pasal
28 ayat (1) yang ancaman pidananya terdapat datsal B5 ayat (2}* Hasil Penelitian ini

12 Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, “Pengenaan HukBagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan
Online”.,....... h. 82.

13 Marnasar Tambunan, et.al., “Akibat Hukum Bagi Reldindak Pidana Penipuan Online Melalui
Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik” la@ Jurnal Rectum, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, h. 302-303.

14 priskila Askahlia Sanggo and Diana Lukitasari,rtBeggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan
Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 TahW®0D& Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’,
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014, h. 30.
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menemukan bahwa untuk membuktikan unsur tindaknpidaenipuan arisan online harus
sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasafat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan
unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkanbdrita bohong yang dimaksud
disini adalah berita yang mengiklankan atau mekgiaisuatu produk atau jasa namun berita
tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudiata tersebut dapat mendatangkan
kerugian bagi konsumen dalam melakukan transalekitrehik dan Penyelesaian hukum
terhadap pelaku tindak pidana arisan online khysudnwilayah hukum Kepolisian Daerah
Papua Barat telah menempuh jaltestorative justice dalam rangka memenuhi dan
mengembalikan hak-hal korban yaitu kerugian berapeal yang dikeluarkan untuk menjadi
member arisan online. Dari penjelasan diatas tatdagberapa ragam modus penipuan yang
dilakukan di ruang digital sebagai ancaman yarakdkan arisan online, diantaranya:

a. Phising dilakukan oleh oknum yang mengaku dari lembagamireslengan
menggunakan telpon, email dan pesan teks. Merekaanmggil data pribadi, yang
nantinya digunakan untuk kejahatan berikutnya. Batasitif inilah yang digunakan
untuk mengakses akun penting yang mengakibatkartupan identitas hingga
kerugian.

b. Pharming di ponsel, metode melibatkan mengarahkan korbanskes web palsu
atau nama domain yang mirip dengan organisasikashudian ketika menekan entri
domain name system yang ditekan/diklik bentuk sabearhe. Pembuat kemudian
menginstal malware untuk mendapatkan akses tidakBiasanya, ini ditemukan di
WhatsApp yang disadap/dibajak, karena perangkah taliinstal oleh pelaku
menempatkan malware sehingga data pribadi dicuri.

c. Siiffing, terjadi ketika kita mengakses wifi publik publidpalagi jika Anda
menggunakan untuk bertransaksi. Saat itulah pelateretas mengumpulkan
informasi secara ilegal lewat jaringan yang adaapgaetangkat korbannya, kemudian
mengakses aplikasi yang menyimpan data pentingakorb

d. Money mule, adalah yang sepertioney laundering atau pencucian uang. Kita akan
menerima uang, namun kemudian kita akan dimintakumengirimkannya kembali.

e. Rekayasa sosial, metode melibatkan manipulasi logjleoterhadap korban sehingga
mereka tidak sadar dalam memberikan informasi pgntlan sensitif. Penyerang
kemudian memperoleh kode OTP atau password dadyakor

Pelaku tindak pidana penipuan akan berusaha agardtannya tidak diketahui orang
lain, pelaku akan berusaha menyembunyikan aset @iasi penipuan. Perbuatan pelaku
dalam menyembunyikan aset hasil dari penipuan.udéh pelaku dalam menyembunyikan
aset terbuka merupakan tindak pidana pencucian Tawigk pidana pencucuian uang tidak
dapat berdiri sendiri. Agar terjadinya pencuciangiaharus didahului dengan tindak pidana
lain yang dianggap sebagai kejahatan asal ptedicate crime. Tindak pidana pencucian
uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2@dftang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU PTRngatur dengan jelas tindak
pidana asal, termasuk penipuan yang diatur dalasal Paayat (1) huruf r UU PTPPO.
Berdasarkan pada penjelasan diatas memberikanbpeajamengenai ancaman arisan online
salah satunya mengakibatkan terjadinya pencuciag, ugang mana pada tindak pidana
pencucian uang terdapat langkah-langkah atau gpdhngga terjadi pencucian uang.
Tipologi tindak pidana pencucian uang terdiri dalangkah yaitu:

> Marnasar Tambunan, et.al., “Akibat Hukum Bagi Rel&indak Pidana Penipuan Online Melalui
Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik”,h. 305.

16 peppy Rahmawati, “Tindak Pidana Pencucian Uang Pemipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan
Asal”, dalamJurnal Jurist-Diction,.....h. 281.
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1. Placement. Placement atau penempatan adalah pada tahapan penempatark bent
uang diubah karena sebagaian besar aktivitas kajahenodern khususnya
peredaran obat bius, tergantung pada uang tunaigaelalat pertukaran utama,
mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubataruang menjadi bentuk
lainnya. Sejumlah besar uang tunai yang diterine penjual narkoba didepositkan
dalam tranksaksi berulang dalam rekening bank,ggghbentuk telah berubah.

2. Layering. Layering atau pemisahan yaitu upaya pelaku untuk mencarapwikng
hasil kejahatan dengan uang yang sah. Pelaku akkkukan transaksi yang rumit
bahkan hingga memindahkan uang tersebut ke bebguzaliksi atau perusahaan
yang berbeda demi menghilangkan jejak asal-usig tensebut.

3. Integration. Tahap terakhir yaitu integration atau penggabongang yang semula
hasil dari perbuatan ilegal masuk kedalam sisterakp@omian menjadi uang yang
sah. Dalam tahap ini sudah sangat sulit untuk makamjejak dari mana uang
tersebut berasal. Agar pencucian uang dapat mustdletéksi maka seharusnya
penegak hukum melakukan upaya pencarian bukti daja&panplacement atau
penempatart.’

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuangaATRPmengklasifikasikan dua
jenis pelaku dalam tindak pidana pencucian uanguyaktif dan pasif. Tindak pidana
pencucian uang aktif dan pasif memiliki perbedaadapperbuatan pelaku. Tindak pidana
pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Faskin 4 UU PTPPU, pelaku akan
berperan secara langsung dalam menyamarkan atagembeuanyikan aset hasil kejahatan.
Tindak pidana pencucian uang pasif pada Pasal 3PURPU pelaku tidak berperan secara
langsung dalam menyamarkan atau menyembunyikarhasgtkejahatan, melainkan hanya
menerima manfaat kekayaan dari tindak pidana semih berperan dalam menyembunyikan
kekayaan tersebut. Berdasarkan kronologis, modars nabtif yang dilakukan pelaku, maka
dapat disimpulkan bahwa pelaku memahami dan menypdeuatannya yang merugikan
orang lain, dan hal itu atas kehendak sendiri.iriainenandakan bahwa terlihat jelas unsur
kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku sebagaiteangertanggung jawaban pidana yang
telah diuraikan oleh penulis sebelumnya. Perbugtelaku yang melakukan rangkaian
kebohongan dan membujuk peserta untuk menyerahdag mnelalui transfer bank dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri termasuk dalandak pidana penipuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman makdilfeghpat) tahun pidana penjara.

Kandungan KUHP dan UU ITE pada hakekatnya mendsfiun tindak pidana yang
sama sebagai penipuan dengan cara yang berbeda, peakpuan dalam UU ITE tidak
menutup kemungkinan pelaku juga menggunakan cagpaBerkaitan mengenai tindak
pindana penipuan arisan online berhubungan diaglanmd KUHP dan UU ITE. Namun,
terdapat perbedaan yang diatur dalam kedua penatpemundang-undangan tersebut,
perbedaan antara KUHP dengan UU ITE, yaitu:

a. KUHP dan UU ITE dalam mengatur delik penipuan, nanterletak pada
perbedaan alat bukti. Alat bukti yang berlaku daldUHP sebagaimana diatur
dalam KUHAP tanpa alat bukti elektronik. Berdasarlasal 184 KUHAP, alat
bukti yang berharga adalah keterangan saksi sebangag, keterangan ahli, surat,
petunjuk, dan keterangan terdakwa sebanyak orame&ara itu, UU ITE juga
memperluas alat bukti, yakni menerapkan alat baldktronik yang merupakan
perpanjangan dari alat bukti surat sebagaimanakdindadalam Pasal 5 ayat (4)
KUHAP. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, infosmalektronik dan/atau

Y Yonathan Sebastian Laowo, “Kajian Hukum TindakaP@ Pencucian Uang”, dalafornal Panah
Keadilan, Vol. 1, No. 1 Tahun 2022, h. 80-81
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dokumen elektronik dan cetakan merupakan alat brétig sah menurut hukum
acara pidana di Indonesia. Alat Bukti Elektronikropakan perpanjangan alat bukti
yang berada di luar KUHAP. Kalau berdasarkan UU titambah juga alat bukti

elektronik.

b. KUHP memuat unsur menguntungkan diri sendiri ataung@ lain, sedangkan pasal
UU ITE yang terpenting adalah akibat penipuan beerkgrugian bagi konsumen
terjadi tanpa perlu diketahui ada pihak terpengaatdu tidak, atau mendapat
manfaat darinya.

c. KUHP merinci dalam Pasal 378 bagaimana terjadiny@niguan, seperti
penggunaan nama palsu, kepribadian palsu, atau dkkdn palsu, serta
serangkaian kebohongan dan penipuan, sedangkan ITBUtidak mengatur
ketentuan tersebut.

d. Perbedaan sanksi terdapat dalam KUHP dan UU ITda pJ ITE terdapat sanksi
tambahan berupa banyak denda sebagaimana diatun ddsal 45 A ayat 1 UU
ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun danddepaling banyak Rp.
1.000.000.000, 00 (Satu Miliar Rupiah), sedangkalard Pasal 378 KUHP pelaku
tindak pidana penipuan hanya dengan pidana pesgéama 4 tahutf

Berdasarkan pada penjelasan diatas KUHP dan UUni&miliki perbedaan kepada
alat bukti, memuat unsur kepada keterkaitan pahakpyang berkerja sama yang dapat
merugikan seseorang, aspek-aspek penipuan yanqatlign, dan perlakuan/perbedaan
sanksi serta denda yang harus dibayarkan, namandgkam penelahaan kesesuaian kasus
arisan online sesungguhnya tercantum kepada ancpiti@manya terdapat pada Pasal 45 A
ayat (1) UU ITE vyaitu pidana penjara paling lam#@efam) tahun dan/atau denda paling
banyak RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiahsWwHunsur yang terdapat dalam Pasal 28
ayat (1) UU ITE, yaitu:

1. Unsur subyektif : Setiap orang yang didefinisikahilh lanjut dalam Pasal 1 angka 21
sebagai orang perseorangan atau manusia dan bsalaa. WU ITE telah mengenal
badan usaha sebagai subjek hukum selain orang.abDesgngaja dan tanpa hak
artinya pelaku memang berkehendak untuk melakulebuptannya. Tanpa hak
termasuk dalam unsur melawan hukum, artinya orarsgbut melakukan perbuatan
yang dilarang oleh hukum atau orang tersebut tichegmiliki kewenangan untuk
melakukan perubuatan tersebut. Unsur ini merupakaar yang mutlak terkandung
dalam rumusan delik meskipun tidak dituliskan sstarsurat.

2. Unsur obyektif : Perbuatan menyebarkan berita bghtan menyesatkan. Unsur ini
mengandung perbuatan pelaku membagikan berita tydak benar. Berita bohong
atau yang sekarang sering disebut sebagai hoaahatelita yang tidak benar atau
berita mengenai suatu keadaan yang palsu. Dengandka berita hoax adalah suatu
informasi yang kredibilitasnya tidak dapat dipeggmngjawabkan. Timbulnya suatu
akibat yaitu kerugian konsumen dalam melakukansaksi elektronik. Unsur ini
menunjukkan akibat dari berita bohong dan menyasatkaitu ruginya konsumen
yang melakukan transaksi secara elektronik.

Di sisi lain, dikarenakan metode arisan ini berbasnline karena modus awalnya
dilakukan dengan sistem MLM dan ditransfer antankbanaka pelaku juga dapat dijerat
dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena menyebaskaita bohong melaui media sosial
yaitu arisan online dengan keuntungan yang cuksparb@adahal hal tersebut fiktif adanya.
Ancaman yang dikenakan dalam Pasal ini adalah pige@mjara maksimal 6 (enam) tahun

** peppy Rahmawati, “Tindak Pidana Pencucian Uang Pemipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan
Asal”, dalamJurnal Jurist-Diction,.....h. 280-281.
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dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (sdgamnupiah). Modus ini juga berkaitan
dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dBksal 372 KUHP karena pelaku secara
melawan hukum menguasai dana tersebut dan dibawaléh pelaku. Tindak pidana
penggelapan dalam kasus ini juga berkaitan jugtakirpidana pencucian uang karena uang
yang digelapkan oleh pelaku diputar kembali dalamtik aset riil seperti mobil, emas dan
rumah. Maka perbuatan ini dapat diancam denganl Badan Pasal 4 UU TPPU dengan
ancaman 20 (dua puluh) tahun pidana penjara dadaderaksimal Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah). Hal ini dikarenakan, pecian uang yang dilakukan oleh pelaku
merupakan hasil tindak pidana penggelapan sebagaiketentuan dalam Pasal 2 ayat (1)
UuU TPPU.

Tindak pidana pencucian uang aktif juga diatur mlalRasal 4 UU PTPPU vyaitu
perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-gsabber, lokasi, peruntukan,
pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenatagharta kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pid@aimadak pidana pencucian uang pasif
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PTPPU menwmukiahwa perbuatan pelaku
menerima atau menguasai penempatan, pentransfpesnbayaran, hibah, sumbangan,
penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana. Perbuatiaebut jelas berbeda dengan pelaku
aktif pada tindak pidana pencucian uang. Pelakuf gesiya berperan menerima atau
mendiami tempat pelaku aktif menyimpan harta ke&ayhasil kejahatan. Tindak pidana
penipuan dapat berimplikasi pada tindak pidana y&an uang apabila pelaku tidak hanya
melakukan penipuan sebagaimana diatur dalam Pa&8&3HP dan Pasal 28 ayat (1) juncto
Pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Pelaku penipuan araline yang langsung berperan dalam
menghilangkan jejak harta kekayaan adalah owneamrinamun dalam mengupayakan
menghilangkan jejak, owner akan meminta bantuangola@n agar lebih tersamarkan. Owner
akan meminta bantuan orang lain untuk meminjamk&eaningnya. Hal ini bertujuan untuk
mengelabuhi penyidik dalam mencari aliran dana.n@rgang meminjamkan rekening
tersebut termasuk pelaku yang berperan secara lahgsung apabila ia dapat menduga
bahwa harta yang dititipkan kepadanya merupakaihthredak pidana.

Berdasarkan jenis pelaku di atas maka tindak pigenaucian uang yang dapat terjadi
dengan penipuan arisan online sebagai predicatee @adalah tindak pidana pencucian uang
aktif dan pasif. Tindak pidana pencucian uang aldjat dilakukan oleh owner berdasarkan
Pasal 3 UU PTPPU. Owner secara langsung menempathkantransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan hartay&akahasil perbuatan menipunya.
Tindak pidana pencucian uang pasif dapat dilakukah orang yang dipilih owner sebagai
penerima atau penguasa penempatan, penerima danafety pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan, penukaran, atau ikut menggnndarta kekayaan hasil tindak
kejahatan dan ia mengetahuinya. Tindak pidana pe&rtwang pasif tersebut sesuai dengan
Pasal 5 UU PTPPU. Tindak pidana penipuan arisamemherupakan tindak pidana yang
sering terjadi dan menimbulkan kerugian masyarakatun sangat jarang diproses ke ranah
tindak pidana pencucian uang. Terdapat beberapar fgkng menyebabkan sedikitnya tindak
pidana pencucian uang dengan penipuan arisan osdibagai tindak pidana asal. Banyak
kasus penipuan arisan online yang dilaporkan kellgan, namun peyidik sulit menemukan
bukti yang konkret. Seringkali pelaku tidak mela&oktahapan tipologi pencucian uang
sepertiplacement danlayering.

Apalagi jika jumlah transaksi yang terjadi hanydikie. Selain itu arisan online yang
bukan merupakan penyedia jasa keuangan yang legaigga tidak mudah ditelusuri dan
tidak meninggalkan jejak transaksi yang jelas. Mmsk arisan online diselenggarakan oleh
penyedia jasa keuangan yang legal tidak menjaramséiksinya akan mudah dideteksi. Hal
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ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1)POBPU yang mengatur penyedia jasa
keuangan wajib kepada PPATK atas transaksi pakdikis Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah). Sedangkan arisan online biasanyak ticeelibatkan transaksi yang besar.
Kurangnya keberanian penyidik untuk melakukan mogenyelidikan tindak pidana
pencucian uang juga menjadi salah satu faktor gegé&kasus penipuan arisan online yang
dibawa ke tindak pidana pencucian uang. Berdasgpkaelitian yang dilakukan terhadap
Kepolisian Daerah Jawa Timur, penyidik kerap katinalapatkan ancaman ketika melakukan
penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uandairSetu penyidik tidak memiliki
kemampuan yang mumpuni untuk mencari alat buktcpeian uang atas transaksi yang
dilakukan secara online menjadi kesulitan tersersdéihingga penipuan arisan online tidak
dibawa ke tindak pidana pencucian uang

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Papua Barat Agar
Para Peserta Yang Belum Mendapatkan Gilaran Uang Arisan Online M emperoleh
Uangnya Kembali Sesuai Dengan Nominal Masing-Masing

Tindak pidana sebagai tindakan melanggar hukum telag dilakukan dengan sengaja
ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapettahiggungjawaban atas tindakannya
yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai suadaktén yang dapat dihukum. Suatu
tindak pidana harus dipenuhi beberapa unsur, damga: Pertama, perbuatan manusia
dalam arti perbuatan positif dan negalkiedua, diancam dengan pidanketiga, melawan
hukum. Keempat, melakukan kesalaharKelima, oleh orang yang mampu bertanggung
jawab. Dari penjelasan secara keseluruhan syamatyadpidana telah melekat kepada
perbuatan pidana, sehingga jika seseorang melalpédmbunuhan akan dikenakan Pasal 338
KUHP, tetapi orang yang melakukan pembunuhan téanytadak bertanggungjawab,
misalnya orang gila dalam hal ini tidak dikenakardak pidana. Secara garis besar unsur
tidak pidana tidak akan terpenuhi sebab unsur kipi@ana tidak terpenuhi, karena itu tidak
ada tindakan pidana bagi orang gila sebab tidakpnarertanggung jawaf.

Penipuan sendiri selalu diawali dengan melakukasuasi verbal yang tidak jujur agar
mudah mendapatkan kepercayaan dari orang yangudibBenipuan berasal dari kata tipu
yang berarti tindakan atau ucapan yang tidak jajau menipu, kepalsuan, dan sebagainya,
dengan maksud menyesatkan, menipu atau mencariukgam. Penipuan adalah perbuatan
yang menimbulkan kerugian pada orang lain, olelerkaitu termasuk dalam tindak pidana.
Karena banyaknya tindak pidana yang dilakukan danimbulkan gangguan sosial, maka
perlu dibuat undang-undang yang bertujuan untukgwmemgi kejahatan di masyarakat.
Pada dasarnya setiap undang-undang yang disahidamp@mbuat UU semuanya merupakan
respon hukum terhadap permasalahan sosial yangPadeembangan hukum harus sejalan
dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketikgarakat berubah atau berkembang
maka hukum juga harus berubah untuk mengatur segakembangan secara tertib dalam
konteks sosial masyarakat modern tumbuh kuat, idibahirnya ITE UU menyebabkan
semakin berkembangnya kejahatan di masyarakat kalema itu undang-undang juga harus
berkembang untuk dapat menjalankan fungsinya menjdeeamanan. Dengan adanya
undang-undang ini diharapkan masyarakat takutakn&bhn kesalahan untuk mengurangi
kejahatan di masyarak&t.

1% Tongat,Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: UMM Pres,

2012), h. 106
20| Nyoman Wiijya dan Erikson Sihotang, “Penangafiardaik Pidana Penipuan Melalui Arisan Online
Di Kepolisian Resort Bangli'Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22 No. 1 Tahun 2023, h. 63.
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Jika ditelaah faktor-faktor penyebab terjadinyaamionline disebabkan oleh terjadinya
ketinggian penangguran dan kemiskinan, ingin meailap uang dengan mudah, kesulitan
melakukan pelacakan pelaku, mudah menghilangkah, jejinimnya biaya yang diperlukan
untuk melakukan penipuan, dan kurangnya wawasaa pangguna alat komunikasi
elektronik. Dengan demikian, hasil penelitian dalaenghadapi dan mangatasi kasus pidana
perilaku penipuan dalam arisan online, sebagaindatem hasil penelitian yang dituliskan
oleh | Nyoman Wiijya dan Erikson Sihotang pada dauttmu Hukum, sebuah pengupayaan
dan penahanan serta penindakan untuk menegakkammhd&lam kasus penipuan arisan
online, diantaranya:

a. Penegakan hukum melalui upaya pencegahan berupaialiSasi kepada

masyarakat melalui media sosial; Melaksanakanakagipeningkatan kesadaran
di masyarakat.

b. Penegakan hukum melalui upaya penegakan hukum ed#efrmelalui
pertanggungjawaban atas penipuan dalam pertemwsal secara online diatur
dalam Pasal 28 ayat (1), Jo. Pasal 45A ayat (1)NGbhor 19 Tahun 2016 terkait
Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang InformasiTransaksi Elektronik
dan Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindtdnpi penipuaft:

Kasus-kasus penipuan arisan online yang terjablicttinesia diputus dengan peraturan
perundang-undangan yang berbeda oleh majelis hakakim memiliki wewenang dalam
memberikan pertimbangan dan penilian terhadap kgsus diadili. Berdasarkan kekhususan
karakteristik UU ITE diatas, maka tindak pidanasan online lebih tepat diputus
menggunakan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tefRangbahan Atas Undang-Undang
No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transakektkinik. Tindak pidana penipuan
arisan online yang telah terbukti dapat diprosesjadk tindak pidana pencucian uang.
Terdapat 3 Pasal yang dapat dikenakan untuk pelakuai dengan perbuatannya. Apabila
pelaku berperan aktif dalam melakukan pencucianguanaka pelaku dapat dipidana
berdasarkan Pasal 3 atau 4 Undang-Undang No 8 Ta0u@ tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedarmiaku yang tidak berperan
secara langsung melakukan pencucian uang maka di@pdana berdasarkan Pasal 5
UndangUndang No 8 Tahun 2010 tentang PencegaharPelaberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.

Penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggeldip&epolisian Daerah Papua
Barat diselesaikan dengan asesorative justice dengan menerapkan mekanisme Peraturan
Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Kiridana Berdasarkan Keadilan
Restoratif dimana dalam pelaksanaannya melibatkabak/ pelapor, pelaku/terlapor serta
pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebumbBatan yang dialami oleh penyidik
Kepolisian Daerah Papua Barat dalam menerapkanresasative justice dalam perkara
tersebut yaitu tersangka ingin melarikan diri deaksin-akan tidak mau mengganti atau ingin
menguasai sepenuhnya uang yang sebenarnya menijiidiatau hak korban. Setelah
berbagai upaya penyilidikan dan penyidikan dilakukakhirnya tersangka berhasil
diamankan oleh penyidik Kepolisian Daerah PapuatBdan akhirnya tersangka mengganti
seluruh kerugian uang yang dialami oleh korbansarionline menjadi salah satu bentuk
investasi online masa kini yang biasanya ditawardah oknum menggunakan media media
sosial?? Dalam upaya penegakan hukum bagi tindak pidangppam melalui arisan online,
hal tersebut tindakan kejahatan asal yang dapaikiidan terlebih dahulu melalui tindak

2L | Nyoman Wiijya dan Erikson Sihotang, “Penangafiardaik Pidana Penipuan Melalui Arisan Online
Di Kepolisian Resort Bangli’,....... h. 65.

22 Asriati Asriati and Sumiyati Baddu, ‘Investasi @@ Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan
Bagi Investor Selaku Konsume®PLENO JURE, 10.1 (2021), doi:10.37541/plenojure.v10i1.561.
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pidana asal sebagai penipuan yang pada prosessgartanjadi tindak pidana pencucian
uang, yang diatur pada peraturan perundang-undafigat dan UU ITE. Telihat pasal 28
ayat 1 UU ITE memiliki karakteristik yang lebih kdus dibandingkan Pasal 378 KUHP
dalam konteks pidana dalam kasus arisan onlineaga@inana dalam UU ITE adaldéx
specialis dari KUHP. Pasal 28 ayat 1 yang telah memenuhefaga prinsip dalanhex
specialis derogat legi generalis, diantaranya:

a. Ketentuan umum dalam aturan hukum umum tetap herlacuali yang diatur

khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

b. Ketentuarlex specialis harus sederajat dengan ketentuan lex generalis

c. Ketentuariex specialis harus berada dalam lingkungan hukum yang samaadeng

lex generalis.®

Sebagaimana berdasarkan pada hasil penelitian gagatditemukan sebuah praktik
Investasi Bodong di Indonesia yang berkedok dalasam online, yang semakin variatif dan
canggih dengan beberapa kategori atau modus, atiaaya:

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksatekeasarkan asas:

a. Asas kemanusiaan ialah Pengadaan Tanah harus nieenbeelindungan serta
penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkatndeabat setiap warga
negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

b. Asas keadilan ialah memberikan jaminan penggantag layak kepada Pihak
yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah, sehinggadapatkan
kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupanigfaitgoaik.

c. Asas kemanfaatan ialah hasil Pengadaan Tanah mammberikan manfaat
secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsagdara.

d. Asas kepastian ialah memberikan kepastian hukused&nya tanah dalam.
proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan ni@mhaminan kepada
Pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugag layak.

e. Asas keterbukaan ialah bahwa Pengadaan Tanah upé&mkbangunan
dilaksanakan dengan memberikan akses kepada migstyarauk mendapatkan
informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.

f. Asas kesepakatan ialah bahwa proses Pengadaan tdakbhkan dengan
musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuklapatkan kesepakatan
bersama®*

Arisan Online, yaitu bentuk investasi lantaran dapgengembangkan dana yang
disetorkan, seperti investasi pada umumnya yangijoan untuk menghimpun sejumlah
uang dari para anggotanya. Pada kondisi terteetogerbpa oknum tidak bertanggung jawab
membuat investasi jenis ini sering menimbulkan ménilkan kerugian bagi masyarakat
dengan modus menawarkan jenis arisan kepada caltwark melalui media sosial. Ketika
uang sudah disetorkan, pihak pengelola arisan nienghdengan sejumlah uang dari para
anggota. Modus ini masih sering terjadi di tengailghh masyarakat, bahkan keterikatan
hukum antara anggota dan pengelola masih tergdemgh karena banyak akadnya hanya
dengan lisan tanpa kontrak yang jelas. Dengan demikerkaitan dengan investasi bodong
yang dilakukan dengan berbagai macam modus yaal thjelaskan, pertanggungjawaban
pidana yang menjadi landasan utama dalam penegdkkam semua tindak pidana adalah
adanya unsur kesalahan dari pelaku. Seseorang di&ptdkan memiliki kesalahan apabila

% peppy Rahmawati, “Tindak Pidana Pencucian Uang Pamipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan
Asal”, dalamJurnal Jurist-Diction,.....h. 286-287

* Muhammad Aldi, Kristina Sulatri, and Dwi BudiartiJrgensi Pengaturan Ganti Kerugian Dalam
Bentuk Uang Terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tahafjaya: Jurnal llmiah Hukum, 5.2 (2023), h. 76,
doi:10.51213/yurijaya.v5i2.106.
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mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehinggatddpnintai pertanggungjawabannya
dengan cara penjatuhan sanksi piddn&ebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya
bahwa masyarakat yang terpengaruh menjadi pesest@naonline termotivasi oleh janji
manis dari pengelola yang menawarkan keuntungaar.bBalam perspektif hukum, praktik
investasi bodong merupakan pelanggaran terhadaprdpeb regulasi yang terkait seperti
Undang-Undang 11 Tahun 2008 yang diubah menjadiabigddndang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikdaimg-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Fdanacian Uang, dan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Berkaitan dengan investalgie ilegal dalam hal ini arisan bodong
merupakan suatu peristiwa hukum yang akhir-akhirtenjadi di masyarakat Indonesia,
terdapat beberapa pasal yang dapat menjerat pgftalak pidana penipuan berbasis arisan
online, yaitu:

a. Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa setiap indivishg ylengan sengaja melawan
hak untuk menguasai barang milik orang lain bukamnehka kejahatan, maka
dihukum sebagai perbuatan penggelapan dengan amd¢arkamannya maksimal 4
(empat) tahun pidana penjara.

b. Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa setiap individugyamemakai nama atau
martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, makbogividu lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku, atauendmtang dan menghapus
piutang dengan tujuan untuk menguntungkan diringadsi, maka ancaman
pidananya adalah pidana penjara maksimal 4 (ertgiaij.

c. Pasal 45A ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa seimividu yang dengan
sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohonmeayesatkan seseorang dan
mengakibatkan kerugian dalam Transaksi Elektronikkan ancaman pidana
penjaranya maksimal 6 (enam) tahun dan/atau dea#laimal satu miliar rupiah.

d. Pasal 3 UU TPPU yang menjelaskan bahwa setiapithdiyang menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkenenghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentekukarkan dengan mata
uang atau surat berharga atau perbuatan hasiktpidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyamarkaruasl harta tersebut maka
diancam dengan pidana penjara maksimal 20 (duahpuhun dan denda
maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah

e. Pasal 4 UU TPPU yang menjelaskan bahwa setiapithdixang menyamarkan asal
usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hdk-tsau kepemilikan yang
sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinga @iatut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimadsiadn Pasal 2 ayat (1) maka
diancam dengan pidana penjara maksimal 20 (duahpuhun dan denda
maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalaml Raggat (1) UU TPPU adalah
harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidaaatdranya korupsi, penyuapan, pencurian,
penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lain geéamgcam dengan pidana penjara di atas 4
(empat) tahun baik yang dilakukan di dalam wilayildlonesia maupun luar negeri.
Berdasarkan kronologis, modus, dan motif yang diak pelaku, maka dapat disimpulkan
bahwa pelaku memahami dan menyadari perbuatanmg marugikan orang lain, dan hal
itu atas kehendak sendiri. Hal ini menandakan batendnat jelas unsur kesengajaan yang

% priska Askahlia Sanggo, et.al., ‘PertanggungjawaBalaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang InforrBasi Transaksi Elektronik'Jurnal Recidive, 3.2
(2014), h. 223.
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dilakukan oleh pelaku sebagaimana teori pertanggamgban pidana yang telah diuraikan
oleh penulis sebelumnya. Perbuatan pelaku yangkoieda rangkaian kebohongan dan
membujuk peserta untuk menyerahkan uang melalunsfiga bank dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri termasuk dalam tindattapa penipuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4afgnaiun pidana penjara. Di sisi
lain, dikarenakan metode arisan ini berbasis orkarena modus awalnya dilakukan dengan
sistem MLM dan ditransfer antar bank, maka pelalgajdapat dijerat dengan Pasal 45 ayat
(1) UU ITE karena menyebarkan berita bohong metaadia sosial yaitu arisan online
dengan keuntungan yang cukup besar, padahal tsabtdr fiktif adanya. Ancaman yang
dikenakan dalam Pasal ini adalah pidana penjarasimak 6 (enam) tahun dan/atau denda
maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kesimpulan

Penipuan arisamnline sama halnya dengan penipuan pada umumnya atawdiseb
penipuan konvensional. Perbedaannya hanya tenpetdk media yang digunakan. Penipuan
arisanonline menggunakan media elektronik dan penipuan konveakittdak melibatkan
media elektronik. Terdapat dua peraturan perundauggngan yang dapat digunakan dalam
penipuan arisaonline. Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) juncto REsa\ ayat (1)
Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahas Bhdang-Undang No 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikdi@e peraturan perundang-undangan
tersebut memiliki karakteristik masing-masing dala@njatuhkan pidana, sehingga Pasal 28
ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undangl® Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Infermian Transaksi Elektronik adalah
yang paling tepat digunakan dalam kasus tindakngigeenipuan arisamsnline.

Pelaku penipuan arisamline sangat jarang dipidana dengan tindak pidana pesmtuci
uang. Namun bukan berarti tidak mungkin apabildpatan pelaku menimbulkan kerugian
yang besar bagi masyarakat. Termasuk beberapa #iagilayah hukum Kepolisian Daerah
Papua Barat yang menimbulkan kerugian hingga raiiaupiah bagi ratusan masyarakat
yang menjadi pesertanya. Adapun peraturan perundgiag@ngan yang dapat digunakan
untuk kasus pencucian uang adalah Undang-Undan§ Nahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
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